STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP 1.4.4
TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF | 3 Januari 2019
DISAHKAN OLEH el 7o)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003
T, PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

WAKTL RUANG LINGKUP
Mencakup semua permohonan informasi kepada Pimpinan Universitas

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan - ; .
Informasi Publik 1. | Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

2008 3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4. | Memahami pecdoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

5.| Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.| SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 1.| Personal Komputer / Laptop
2.| SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. | Jaringan Internet
3| SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 3| Scanner
4. | Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengelolaan Pemohonan Informasi Publik tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dilaksanakan menurut semestinya maka informasi yang harapkan tidak

tercapai sebagaimana yang diinginkan.
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STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP 1.4.5

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 3 Jahuari2019
DISAHKAN OLEH A oDlitay; 0

Relktor

UNIVERSITAS NEGERI PADANG = B

NAMA SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

WAKTLU RUANG LINGKUP

Meliputi semua keberatan / ketidak sesuaian mengenai informasi publik yang diinginkan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

| Publik: 1. [ Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2. |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik: 2| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

g, 2008 3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4. 4.| Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5 5.| Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. [SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik 1.| Personal Komputer / Laptop
2. |SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2.| Jaringan Internet
3 |SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 3.| Scanner

Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
menurut semestinya maka informasi berikan tidak tercapai sebagaimana

yang diharapkan.
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STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR SOP 1.4.6

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019
TGL. REVISI .
TGL. EFEKTIF | 3Fanuari 2019,
DISAHKAN OLEH NE,

" Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP . PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Mencakup semua sengketa informasi publik dibawah kewenangan Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.| Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

3 2008 3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4. 4.| Memahami pedoman pengelolaan pcniﬁgkamn kualitas pelayanan publik
5. 5.| Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

6.

T

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.| Personal Komputer / Laptop

2.| SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi

2.| Jaringan Internet

3.| SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

3.| Scanner

PERINGATAN

Apabila SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik tidak dilakukan
dengan benar dan menurut semestinya maka akan menjadi suatu
permasalahan yang besar esok harinya sebagaimana yang tidak
diharapkan.

4. | Telepon

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP 1.4.7
TGL. PEMBUATAN| 2 Januari 2019
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 3 Januari2019
DISAHKAN OLEH < Do 0N

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

rof. Ganefri, Ph.D.
NIP,/196312171989031003

Pr'

NAMA S0P - -PI:_‘.'N.:‘.}TAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

55 menit pelaksanaan Seluruh Informasi Publik yang dibawah kewenangan Universitas

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

1.| Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahuan

3. 2008 3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4, 4.| Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. 5.| Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

6.

i

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.| SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik 1.| Personal Komputer / Laptop
2.| SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2.| Jaringan Internet
3| SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 3.| Scanner
4.| Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP tidak dilakukan menurut Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dengan benar maka informasi vang disajikan tidak dapat dipergunakan
secara maksimal oleh stakeholder.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

NOMOR SOP 1.4.8

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019
TGL. REVISI 1 Juyli

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OL

iFof. Ganefri, Ph.D.
1£6312171989031003

PENGUJIAN KONSEKUENSI

NAMA SOP

RUANG LINGKUP
Mencakup semua daftar informasi yang dikecualikan yang
berada dibawah kewenangan Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.| Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar
operasional prosedur

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 14 Tahun 2008

3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

4.| Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas

pelayanan publik

Keputusan Rektor 079 Tahun 2021 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Negeri Padang

5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Personal Komputer / Laptop

SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi

Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila uji Konsekuensi tidak dilaksanakan oleh
Institusi, maka informasi yang diharapkan tidak
valid sebagaimana yang diingikan

1.
2.
3.| Scanner
4.| Telepon

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual {hard

copy)
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STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WAKTU

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
" |Publik;

NOMOR SOP 1.4.8

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019
TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 3 Jafudri 2080

DISAHKAN OLEH 7

= Prof./Ganefri, Ph.D.
_ NIP. 196312171989031003

Meliputi semua pendokumentasian informasi publik di bawah kewenangan Universitas

NAMA SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

RUANG LINGKLUP

KUALIFIKAST PELAKSANA

Sarjana/Diploma: Administrasi Pemerintah/Ilmu Komunikasi/Sistem Informasi dan
Lainnya

2. |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Mengetahui pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun
12008

Mengetahui pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan
Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan informasi publik tertentu di kecualikan untuk diakses oleh
seliap orang

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4, |Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. |Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian
Pendidikan dan Kcbudayaan

Memahami peraturan terkait pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur

Memahami terkait dengan pelayanan informasi

KETERKAITAN

1.| SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

"ERALATAN/PERLENGKAPAN

Personal Komputer / Laptop

2.| SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Jaringan Internet

3| SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

Scanner

PERINGATAN

Apabila SOP Pendokumentasian Informasi ini tidak dijalankan dengan
baik, maka pelayanan informasi tidak berjalan dengan baik.

Telepon

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DASAR HUKUM

1| undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

NOMOR SOP 1.4.9

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2019

TGL REVISI A4 Tulegl

TGL. EFEKTIF /7% B TR0 10N

DISAHKAN(GTER S "”.;f*ﬁ;.
oﬂ

£

. Ganefri, Ph.D.
.196312171989031003

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

NAMA SOP YANG DIKECUALIKAN

RUANG LINGKUP
Mencakup semua daftar informasi yang dikecualikan yang
berada dibawah kewenangan Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.| Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar
operasional prosedur

2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

3.| PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 14 Tahun 2008

3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4.| Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas
pelayanan publik

5.| Keputusan Rektor 079 Tahun 2021 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Negeri Padang

5./ Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN
Informasi Yang Dikecualikan harus dilaksanakan
uji Konsekuensi cleh Institusi

1.| SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik 1.| Personal Komputer / Laptop
2.| SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2.| Jaringan Internet

3| SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 3.| Scanner

4| SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 4.| Telepon

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP 1.4.5

TGL. PEMBUATAN| 2 Januari 2019
TGL, REVISI
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2019
DISAHKAN OLEH NN

Rektlor

: of. Ganefri, Ph.D
[ Prof. G4 i, Ph.D.
UNIVERSITAS NEGERI PADANG R 5 el 15 1 onan o

NAMA SOP FASILITASFKEBERATAN INFORMASI PUBLIK

WAKTL RUANG LINGRKUP
Meliputi semua keberatan / ketidak sesuaian mengenai informasi publik vang diinginkan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

| Memahami Peraturan terkait pedoman penvusunan standar operasional prosedur

" |Publik:
2. |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 2. | Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL N 14 Tal : i 7
g, 5008 it FEAlE TeRsaa YIESH, i 3| Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4. 4.| Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

A
h

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

(ETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
I. |SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik 1. | Persenal Komputer [ Laptop

2. |SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2.| Jaringan Internet

3 |SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 3.| Scanner

4 4.| Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
menurut semestinya maka informasi vang diberikan tidak tercapai
sebagaimana yang diharapkan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR SOP 1.4.9

TGL. PEMBUATAN | 2 Januari 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 2 Januari 2023

DISAHKAN OLEH/

! rof. Ganefri, Ph.D.
ca P.196312171989031003
1."““"-':::'_'P‘I'ENGELOLAAN PENGADUAN

NAMA SOP LAYANAN MELALUI APLIKASI
LAPOR.UNP.AC.ID

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WAKTU RUANG LINGKUP
Mencakup semua mengaduan layanan di Universitas Negeri
Padang
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1.| Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar
Keterbukaan Informasi Publik operasional prosedur

2.| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 2.| Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Pelayanan Publik

3.| PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU |3.| Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Nomor 14 Tahun 2008

4.| Peraturan Presiden no 76 tahun 2013 tentang 4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pelayanan publik
5.| Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

2021tentang Standar layanan Informasi Publik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.| SOP Pengelolaan Pelayanan Akademik 1.| Personal Komputer / Laptop
2.| SOP Pelayanan Informasi 2.| Jaringan Internet
3| SOP Pelayanan Keuangan 3.| Scanner
4| SOP Kemahasiswaan 4.| Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Mengurangi kepercayaan public bila pengaduan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dijawab




SOP Pengelolaan Pengaduan layanan melalui

Aplikasi Lapor.unp.ac.id
Pelaksana Mutu Baku Ket.
No. Aktivitas Kepal Pimpi
pala impinan
Pelapor Narahubung Kantor Unit terkait Kelengkapan Waktu Output
Pelapor (Mahasiswa, Dosen, Tendik,

1 Masyarakat Umum) menyampaikan - 1h Berkas
pengaduan layanan melalui Aplikasi A pengaduan
lapor.unp.ac.id.

Narahubung menelaah/meneliti
persyaratan pengaduan layanan tersebut Daftar

2 telah memenuhi syar.at atau .ti(.iak, 1h Pengaduan
termasuk bukti-bukti yang diajukan
(apabila ada)

Jika hasil telaah awal, pengaduan layanan Daftar

3 tersebut dapat diproses, maka Narahubung 1h Pengaduan
meneruslfan ke Kepala kantor Layanan yang ditelaah
Informasi, Humas dan Protokoler
Jika hasil telaah awal, pengaduan layanan
tersebut tidak dapat diproses, maka 1h Daftar

4 pengaduan tersebut diarsipkan Pengaduan
Kepala Kantor Layanan Informasi, Humas

5 dan Protokoler meneruskan pengaduan ke 1h Daftar
Pimpinan Unit terkait dengan surat resmi Pengaduan
dan mencantumkan batas waktu respon
Pimpinan Unit terkait pengaduan
memberikan Klarifikasi atau Verifikasi

. _— . 72 Daftar

6 serta menidaklanjuti secara tertulis . Klarifikasi

kepada Kepala Kantor layanan Informasi,

Humas dan Protokoler

Setelah disetujui kepala Kantor Layanan

Informasi, Humas dan Protokoler, - Jawaban

7 < 30 mnt
Narahubung memberikan jawaban kepada Pengaduan
Pelapor melalui Aplikasi lapor.unp.ac.id
Pengaduan layanan ditutup

8 30 mnt
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BIRO PERENCANAAN
DAN KERJASAMA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 131

Tanggal Pembuatan 3 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesaha‘n/ﬁ’

Disahkan oleh /7 8%«

Rs

SEUNIVE

—

Nama Standar
Operasional Prosedur Pengusulan MoU dengan

Calon Mitra

Peraturan

Sumber daya

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
126)

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor
14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data
kerjasama

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan

internet.

Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam
tim, dan bekerja tepat waktu.

o




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Penerimaan Usulan MoU dari Calon Mitra

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pengusulan MoU ke calon mitra tidak
berjalan dengan baik.

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam
rangka penyusunan draft MoU

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
dalam menyusunan draft MoU




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Prosedur
Rektor WR IV Ka. BPKS Ke;glzgag Mitra Ff’eerﬁg%fatzgé Pel\;\@';ﬁ;an Output
1 Rektor memberikan instruksi ke Usulan dari unit Instruksi
WR 1V untuk menyiapkan MoU atau ide dari Rektor melakukan MoU
dengan calon mitra yang dituju, C)
atas inisiatif sendiri atau usulan
dari unit
2 WR IV memberikan intruksi v Lembar Disposisi Instruksi
kepada Ka. BPKS berkaitan Rektor berkaitan dengan
dengan isi draft MoU dengan isi MoU
calon mitra
3 Kepala BPKS memberikan v Lembar Disposisi Arahan berkaitan
arahan kepada Kasubbag Umum WR IV dalam
BPKS dalam penyusunan draft penyusunan MoU
MoU
4 Kasubbag Umum BPKS ya v Lembar Disposisi Draft MoU yang
berkoordinasi dengan calon mitra [ |_ I | Ka. BPKS sudah disepakati
dalam rangka penyusunan draft | ] dengan calon
MoU 4 mitra
5 Kepala BPKS mengecek draft ya v Draft MoU yang Draft MoU yang
MoU yang sudah disepakati /> telah disepakati sudah diparaf Ka.
dengan calon mitra dan memberi tidak dengan calon mitra BPKS
paraf jika sudah setuju A
6 WR IV mengecek draft MoU v tidak Draft MoU yang Draft MoU yang
yang sudah disepakati dengan / telah disepakati sudah diparaf
calon mitra dan memberi paraf dengan calon mitra WR IV
jika sudah setuju dan diparaf
ka.BPKS
7 Penandatanganan MoU antara v MoU yang telah MoU yang sudah

Rektor dengan Calon Mitra sesuai
dengan kesepakatan (apakah desk
to desk atau ceremonial)

e

diparaf WR 1V dan
Ka. BPKS

ditandatangani
oleh Rektor dan
Mitra




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.1
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi April 2023

Tanggal Pengesah

Disahkan oleh

—TProsedur Pengumpulan

Data Kinerja/Evaluasi
Internal

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

2. Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pemantauan dan Evaluasi Program
dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan
Kemristekdikti.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Riset
dan Teknologi.

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 02 tahun 2023 tentang SAKIP di UNP

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data capaian
program kerja dari fakultas dan unit kerja



http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617

Pelaksana

Mutu Baku Keterangan
i DIRJEN PT
No. Uraian Prosedur ! . Kasubag. Staf Evaluasi/ Persyaratan/ Waktu
Kemendik- Ka. BPKS Umum PKS Operator e-Kinerja Kelengkapan elaksanaan Output
budristek P ] gkap P
Surat edaran Penyampaian
1. | Laporan Capaian dari Dirjen C} Email 1Jam Email
PT Kemendikbudristek
Mengkoordinasikan
. . Dokumen
2. Penyampaian Laporan Email 2 Jam Lo
. . koordinasi
Capaian Program Kerja
Penyajian Laporan Dokumen Laporan
3. val P ) > L 1 hari pemantauan dan
pemantauan dan evaluasi koordinasi :
evaluasi
Melakukan En.try data Laporan Laporan Capaian
4. Lap'oran Capala.n pada pemantauan 7 hari pada aplikasi e-
aplikasi e-Kinerja dan evaluasi Kinerja
. L .
Tidak ap°fa” Laporan Capaian
. Capaian pada o
5. | Persetujuan I 2 Jam pada aplikasi e-
/ aplikasi e- o
. Kinerja
Kinerja
Ya Laporan .
Update Laporan Capaian Capaian pada Laporan Capaian
6. P . p N P { ) p ) P 2 Jam pada aplikasi e-
pada aplikasi e-Kinerja aplikasi e-

Kinerja

Kinerja




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.1.1
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi - S%gpgil 2023

r. Yasri, MS
03031987031002

Nama Standar ~———f—~"

Operasional Pengelolaan Surat Masuk
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ten-
tang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 ten-
tang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Padang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas
Negeri Padang

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi;

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet;

3. Berkompetensi di bidang tata persuratan

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Surat Keluar

1. Lembar disposisi;

2. Komputer dan jaringan internet;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Peraturan dan perundang-undangan.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan
terhambatnya proses surat masuk dan proses
pelaksanaan tindak lanjut surat masuk tersebut.

1. Dokumen surat/disposisi
2. Pengarsipan




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur K X Pelak A P Wak Keterangan
TU BPKS Ka. BPKS asubbag ela sana/. dm ersyaratan/ aktu Output
BPKS /Sekretariat Kelengkapan | pelaksanaan
. Komputer,
Surat diterima dengan menanda
. ) . . buku surat
tangani tanda penerimaan, dicatat di . Surat dan
1. . masuk dan 15 Menit . .
buku surat masuk, selanjutnya disposisi
lengkapi lembar disposisi; lembar
gkap P ! disposisi
5 I\/'Iener.lrpa suraTt, m'eng|5| lembar L'emba?r. 20 Menit Su.rat d'al"\
disposisi sesuai perihal surat disposisi disposisi
Menelaah perintah pimpinan sesuai
disposisi, selanjutnya d.|d.|sp05|.5|kan . Lembar . Surat dan
3. | kepada pelaksana administrasi sesuai > disposisi 15 Menit disposisi
perihal surat untuk dilaksanakan/ P P
dibuatkan surat balasan;
Membuat surat, ditanda tangani,
5 didistribusikan, pengarsipan dan Komputer, 30 Menit Surat
" | apabila surat bersifat permohonan Printer, ATK balasan
maka dilengkapi sesuai permintaan;
6. Proses Distribusi (Jika surat butuh Ekspedisi 15 Menit Tar.1da
balasan) terima




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.3.2

Tanggal Pembuatan

3 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahap =

X\ ,

Disahkan oleh

W\ BUDAY,
Q\*“:Zws
)

Nama Standar
Operasional Prosedur

Penerimaan Usulan MoU
dari Calon Mira

Peraturan

Sumber daya

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
126)

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor
14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang

1.

2.

o

Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data
kerjasama

Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet.

Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam
tim, dan bekerja tepat waktu.




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Pengusulan MoU dengan Calon Mitra

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pengusulan MoU ke calon mitra tidak
berjalan dengan baik.

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam
rangka penyusunan draft MoU

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan
dalam menyusunan draft MoU




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Prosedur
Kasubbag . Persyaratan/ Waktu
Rektor WR IV Ka. BPKS BPKS Mitra Perlengkapan Pelaksanaan Output
1 Mitra mengajukan usulan MoU Surat usulan dan Surat usulan dan
kepada Rektor draft MoU dari draft MoU dari
C) calon Mitra calon Mitra
A
1 Rektor memberikan disposisi ke B Lembar Disposisi, Disposisi Rektor
WR IV berkaitan dengan usulan \ tidak Surat usulan dan ke WR IV
MoU dari Mitra < draft MoU dari
ya calon Mitra
2 WR IV memberikan intruksi Lembar Disposisi, Disposisi WR IV
kepada Ka. BPKS berkaitan _ Surat usulan dan ke Ka. BPKS
dengan isi draft MoU dengan i draft MoU dari
calon mitra calon Mitra
3 Kepala BPKS memberikan v Lembar Disposisi, Disposisi Ka.
arahan kepada Kasubbag Umum Surat usulan d;_an BPKS ke
BPKS dalam penyusunan draft draft MoU dari Kasubbag Umum
MoU calon Mitra BPKS
4 Kasubbag Umum BPKS ya v Lembar Disposisi, Draft MoU yang
berkoordinasi dengan calon mitra [ |_ I | Surat usulan dan sudah disepakati
dalam rangka penyusunan draft | ] draft MoU dari dengan calon
MoU 4 calon Mitra mitra
5 Kepala BPKS mengecek draft ya v Draft MoU yang Draft MoU yang
MoU yang sudah disepakati /> telah disepakati sudah diparaf ka.
dengan calon mitra dan memberi tidak dengan calon mitra BPKS
paraf jika sudah setuju . A4
6 WR IV mengecek drgift MoU v tidak Draft MoU yang Draft MoU yang
yang sudah disepakati dengan / telah disepakati sudah diparaf
calon mitra dan memberi paraf dengan calon mitra WR IV
jika sudah setuju dan diparaf
ka.BPKS
7 Penandatanganan MoU antara v MoU yang telah MoU yang sudah

Rektor dengan Calon Mitra sesuai
dengan kesepakatan (apakah desk
to desk atau ceremonial)

e

) 4

diparaf WR 1V dan
Ka. BPKS

ditandatangani
oleh Rektor dan
Mitra




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.2

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2022

Tanggal Revisi ril 2023

Tanggal Pengesah

/’gA

Disahkan oleh

&y,
UNWs,‘,G«?@@
Z

e

. Yasri, MS
3031987031002

T Tiviekanisn
iviekanisme Pengumpulan

Data Capaian Kinerja

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum Universitas Negeri Padang

2. Permendikbud No 39 Tahun 2020 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

3. PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja Anggaran  atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga

4. Permenpan 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Program Kerja Evaluasi

Pelaksanaan Program

Subbag.

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data capaian
program kerja dari fakultas dan unit kerja




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Prosedur Fakultas Tim . Persyaratan/ Waktu
Rektor /Prodi | Verifikator Ka. BPKS Staf Evaluasi Kelengkapan pelaksanaan Output
. Surat ke
. Surat dari
Permintaan pengumpulan . . Fakultas dan
. Kemendikbudris- . .
1. | dan entry data capaian i 1 Jam Prodi ttg entri
tek tentang entry ]
IKU . data capaian
data capaian IKU
IKU
v Kepmendikbud Data capaian
P lan dat .
2. eng.umpu an data No. 3/M/2021 15 Hari IKU beserta
capaian IKU tentang IKU PTN data dukun
| dan LLDIKTI &
Data capaian
Entry data capaian IKU Data capaian IKU . IKU dan data
3. ada e-kinerja € beserta data 3 Hari dukung
P dukung terunggah di
| e-kinerja
| Tid|ak Data capaian IKU :ialja :ipalan
Verifikasi data capaian beserta data . yang
4. o | —p 3 Hari terverifikasi
IKU pada e-kinerja dukung pada e-
kinerja pada e-
Ya klnerja
Data capaian IKU Laporan
. . . X hasil verifikasi rekapitulasi
Rekapitulasi data capaian L . -
S. ) . . | I dari tim 1 Flari capaian IKU
IKU tingkat Universitas [ . .
verifikator pada tingkat
e-kinerja Universitas
. . h J Data rekapitulasi Data capaian
Entri data capaian ' .
6. | Universitas pada c.apalan IKU 1 Hari IKU UNP .
SPASIKITA tingkat terunggah di
Universitas SPASIKITA
‘i» Data capaian IKU Capaian IKU
7 Persetujuan Rektor ( ) UNP terEn ah di | 1Hari UNP sudah di
" | melalui TTE g8 : TTE oleh

SPASIKITA

Rektor







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.1.2

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020

Tanggal Revisi - ril 2023

Tanggal Penges%mfbﬁg 023
UL 7 -
N

Nama Standar E——/_J

Operasional Pengelolaan Surat Keluar
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ten-
tang Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 ten-

tang Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Padang;

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas
Negeri Padang.

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet

3. Berkompetensi di bidang tata persuratan

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1.

SOP Surat Masuk

1. Komputer dan jaringan internet

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4. Peraturan dan perundang-undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan
terhambatnya proses surat keluar dan proses

pelaksanaan proses dalam menindaklanjutinya.

1. Dokumen surat / disposisi
2. Pengarsipan




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Prosedur Pelaksana/Adm | Kasubbag. Kabag Rektor/WR TU BPKS Persyaratan/ Waktu Outout
/Sekretariat BPKS Perencanaan IV/ Ka. BPKS Kelengkapan pelaksanaan P
K t k
Membuat konsep surat sesuai omputer, buku . Surat dan
1 . . surat masuk dan 30 Menit . .
dengan instruksi . - disposisi
lembar disposisi
M y
eny.erahkan draft surat yang buku surat . Surat dan
2. | sesuai dengan perihal untuk masuk dan 5 Menit disposisi
dikoreksi kasubbag lembar disposisi P
Mengoreksi dan mengkonsulkan ) Y Surat yang
3. | surat untuk mendapat Tidak /\ Ya Draft surat 15 Menit sudah
persetujuan serta memaraf surat \/ dikoreksi
X Surat yan
Mengoreksi, memaraf dan / / Surat yang . . yang
4. menandatangani surat Tidak \ sudah diparaf 10 Menit ditandata-
g ida p ngani
5 Mencatat di buku surat keluar Ya Komputer, buku 15 Menit Disposisi
" | dan pengarsipan; ekspedisi surat
6. Pendistibusian surat r{‘ ) Surat disesuaikan Tar.1da
terima




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.3
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023

Tanggal Pengesaha%’o Aphi

Disahkan oleh

NIP. 19$403031987031002

T ~Prusedur Entry Laporan

Nama Standar
Operasional
Prosedur Spasikita di menu Simproka

Kemendikbudristek

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

2. Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pemantauan dan Evaluasi Program
dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan
Kemristekdikti.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Riset
dan Teknologi.

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 02 tahun 2023 tentang SAKIP di UNP

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam
tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data capaian

program kerja dari fakultas dan unit kerja

Capaian Reguler Pada Aplikasi

instrumen yang akan digunakan



http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617

Pelaksana

Mutu Baku Keterangan
N Uraian P g Staf Evaluasi/
o. raian Prosedur .
DIKTI Ka. BPKS Kasubag. Oper:a?or A.pllka5| Persyaratan/ Waktu Output
Umum PKS Spasikita di menu Kelengkapan pelaksanaan
Simproka
Surat edaran Penyampaian
1. Laporan Capaian dari Biro ( } Email 1Jam Email
Perencanaan DIKTI
Mengkoordinasikan Dokumen
2. Penyampaian Laporan Email 2 Jam koordinasi
Capaian Program Kerja
.. Laporan
3 Penyajian Laporan Dokumen 1 hari pemantauan dan
' pemantauan dan evaluasi koordinasi ovaluasi
Melakukan Entry data Laporan Laporan Capaian
Laporan Capaian pada ; pada aplikasi
4. pemantauan 7 hari o .
aplikasi Spasikita di menu y dan evaluasi SPaSIklta di menu
Simproka Simproka
Laporan
\ Tidak Capaian pada Laporan Capaian
. aplikasi pada aplikasi
> Persetujuan / Spasikita di 2Jam Spasikita di menu
menu Simproka
Simproka
Y Laporan
a . .
. Capaian pada Laporan Capaian
Update Laporan Capaian aplikasi pada aplikasi
6. pada aplikasi Spasikita di @ Spasikita di 2 Jam Spasikita di menu
menu Simproka menu Simproka

Simproka







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.1.3

Tanggal Pembuatan

3 Januari 2022

Tanggal Revisi

L5 April 2023

Tanggal Pengesa

Disahkan ole

Nama Standar N

Operasional
Prosedur

Penyusunan Program Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Padang

2. Permendikbud No 39 Tahun 2020 tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 /

PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI

5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri
Padang

1.

Sarjana/Diploma:
Akuntansi/Manajemen/SistemInformasi
Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun
dataprogram kerja dan anggaran

Mampu memahami peraturan dan
perundang-undangan.

Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer daninternet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalamtim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Administrasi Umum
2. SOP Bagian Keuangan
3. SOP Bagian UHBMN

1.
2.
3.
4.

Komputer dan jaringan internet
Alat Tulis Kantor

Peraturan dan perundang-undangan
Peralatan komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pe-
laksanaan penyusunan program kerja dan anggaran di
lingkungan UNP tidak berjalan dengan baik.

1.

Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam
rangka penyusunan program kerja dan anggaran
Mengumpulkan dan mengolah data rencana program
kerja dan anggaran dari fakultas, lembaga dan unit-unit




Pelaksana Mutu Baku
No Prosedur Rektor MWA WRIV/ | Fakultas/ Per::f;i:an / Persyaratan/ Waktu Outbut Keterangan
Ka. Biro Unit . . Kelengkapan Pelaksanaan P
Tim Verifikator
1 Permintaan penyusunan program ‘ ’ Draft SuratRektor Surat Rektor
kerja dan anggaran fakultas/unit 1 Hari
Penyusunan program kerja dan ,—7 . Dokumen Proker,
2 |anggaran pada aplikasi SIPAngKA =! [< Tidak TOR 15 Hari DokumdeannPngléer,TOR
versi indikatif dan RAB
3 verifikasi usulan program kerja Ya k/ TOR dan RBA pada TOR dan RBA pada
dan anggaran SIPAngKA 5 hari SIPAngKA
A 4
Pemindahan Program kerja dan Data Berbasis . o
4 anggaran ke versi final T Aplikasi 1 hari Data BerbasisAplikasi
A 4
5 Rekapitulasi program kerja dan Data Berbasis Data BerbasisAplikasi
aggaran an Aplikasi 3 Hari P
y
6 |Penyusunan dokumen RKAT Dafp?ii;t;?m 14 Hari Draft DokumenRKAT
ari
7 |Verifikasi dokumen RKAT Ya <>< DraftRIZ:&l?men 1 Harl Dokumen RKAT
ari
Tidak
8 |Persetujuan dokumen RKAT < Dokumen RKAT 1 Harl Dokun;iesr;tlfjl;zTyang
ari
Ya ( )
9 |Pengesahan RKAT oleh MWA > Dokumen RKAT 2 hari Dot:l?heggf:l;y:ng




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.4

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023
Tanggal Pengesahap~

Disahkan oleh

NIP. 196403031987031002

T KEARIP Mandiri

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

2. Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pemantauan dan Evaluasi Program
dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan
Kemristekdikti.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik indonesia Nomor
51 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun laporan kinerja
dari fakultas dan unit kerja



http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Prosedur DIKTI Rektor Ka. Kabag. Kasubbag | Tim Evaluasi g:re:::r Persyaratan/ Waktu Outout
BPAKHM | Perencanaan Evaluasi Mandiri T Kelengkapan | pelaksanaan P
pan.go.id
Surat edaran Update
y. | DataKinerja dan ( } Email 1Jam Email
Evaluasi Pelaksana
SAKIP
M .
ehgkoordlnaykan . . Dokumen
2. | kegiatan Email 1 hari L
koordinasi
pengumpulan data
Penyajian Laporan Laporan . N
3. L L 1 hari Laporan Kinerja
Kinerja Kinerja
4 Penilaian
Melakukan penilaian Laporan . .
4. Evaluasi Mandiri K-> <7> <1-> <> Kinerja > hari Evalua?s.|
Mandiri
Persetuiuan benilaian \ Tidak Penilaian Penilaian
5. Evaluas: Mandpiri < Evaluasi 1Jam Evaluasi
/ Mandiri Mandiri
Ya
Melakukan Update Penilaian Up;jate data
6. | data evaluasi mandiri { ) Evaluasi 4 Jam :sar :1en an.go
pada Mandiri d ’ pan.go.
esr.menpan.go.id




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.1.4
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020
Tanggal Revisi _5 April 2023

Tanggal Pengesahayi—|

Disahkan ole

NIP.19$503031987031002

Nama Standar “———]

Operasional
Prosedur

Penyusunan RKA-K/L DIPA
Belanja Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Negeri Padang;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/
PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor Per-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis
Revisi Anggaran vyang Menjadi Kewenangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1.

2.

Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi
Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data

program kerja dan anggaran

Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam

tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Administrasi Umum
2. SOP Bagian Keuangan
3. SOP Bagian UHBMN

1.
2.
3.
4.

Komputer dan jaringan internet
Alat Tulis Kantor

Peraturan dan perundang-undangan
Peralatan komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan penyusunan RKA-K/L DIPA di
lingkungan UNP tidak berjalan dengan baik.

1.

2.

Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka penyusunan RKA-K/L DIPA
Mengumpulkan dan mengolah data
program kerja dan anggaran dari

lembaga dan unit-unit

rencana
fakultas,



Erlangga-PC
Draft


Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Prosedur Rektor/ Kasubag. Staf Persyaratan/ Waktu
Sesditjen Ka. BPKS perencanaan/ Output
KPA Umum Kelengkapan | Pelaksanaan
Operator SAKTI
1 Permintaan pen.yusunan . ( > Surat Sesjen - Surat Sesjen
anggaran belanja pegawai
Rektor melalui WR bidang v
2 perencanaan meminta BPKS Disposisi 1 Hari Disposisi
untuk menyusun anggaran
belanja pegawai
3 Mengkoordinasikan kegiatan Disposisi 1 Hari Disposisi
penyusunan anggaran l
4 Meny}apkan for.mat anggaran Format Excel 1 Hari Format Excel
belanja pegawai
Berkoordinasi dengan bagian
5 keuangan untuk penyusunan > < DataE)E)Cl:aI:ung 5 hari DataE)E)cueITung
data dukung T
A 4
6 Menyusun anggaran belanja Data Berbasis 1 hari Data Berbasis
pegawai di aplikasi SAKTI Aplikasi Aplikasi
Membuat konsep usulan
\ 4
anggaran DIP.A/POK RKAKL, Data Berbasis . Data Berbasis
7 konsep matriks perubahan Aolikasi 1 hari Aolikasi
semula menjadi, dan data P P
dukungnya
KPA menandatangani surat
8 dan kelengkapan usulan DSEEEE” 1 hari DSEEE:”
anggaran
9 Pengesahan anggaran belanja Tidak Data Berbasis 2 hari Data Berbasis
pegawai di aplikasi SAKTI / Aplikasi Aplikasi
Submit énggaran pela.nja . Ya Data Berbasis . Data Berbasis
10 | pegawai ke DJA di aplikasi > Aplikasi 1 hari Aolikasi
SAKTI P P
Mengupload data dukung di v
D D
11 | link google drive perencanaan ( ) Btﬂg:n 1 Hari 853{2:”

dikti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.5
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023

Tanggal Pengesahap- 6 ApRirR023

Disahkan oleh

Nama Standar

Operasional ..
Penyusunan Laporan Kinerja

Prosedur v P ]

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

3.

Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pemantauan dan Evaluasi Program
dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan
Kemristekdikti.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022
tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun laporan kinerja
dari fakultas dan unit-unit



http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617

Pelaksana Mutu Baku
. Keterang
No. Uraian Prosedur Ti P Wak
DIKTI Rektor 'm Kesekretariatan SPI ersyaratan/ aktu Output an
Penyusun Kelengkapan | pelaksanaan
Surat permintaan Laporan Kinerja . .
1. . . Email 1Jam Email
Universitas
. y
5 SK tentang pel-wetapan tl-m penyusun Ceta.k berkas 1 hari SK Rektor
Laporan Kinerja Universitas Email
Rapat koordinasi dan pembagian
tugas dan tanggung jawab tim Pembagian
3. L SK Rektor 4 Jam
penyusun Laporan Kinerja tugas
Universitas
NP
Pengumpulan data terkait Laporan Pembagian . data terkait
4. Lo . 3 hari Laporan
Kinerja oleh kesekretariatan tugas o
| Kinerja
_ . — Vv data terkait S
Kompilasi hasil kerja tim penyusun . Kompilasi
5. o Laporan 3 hari .
Laporan Kinerja S hasil
Kinerja
Hasil
Pembahasan Laporan Kinerja oleh Kompilasi . pembahasan
6. . . 5 hari
seluruh tim penyusun hasil Laporan
Kinerja
Hasil
(jrs'r:bahasan Draft
7. Draft Laporan Kinerja P 3 hari Laporan
Laporan -
L Kinerja
Kinerja
Tidak
D L i i
8. Review draft Laporan Kinerja oleh SPI Ya .raft’ aporan 3 hari Hasil review
Kinerja SPI




Pelaksana Pelaksana Keterang
Mutu Baku an
No. Uraian Prosedur .
DIKTI Rektor Tim Kesekretariatan SPI Persyaratan/ Waktu Output
Penyusun Kelengkapan | pelaksanaan
| Draft Laporan Laporan
. Kinerja Dan Kinerja dan
10. | Persetujuan Rektor . . 1Jam .
Hasil review Persetujuan
/ SPI Rektor
Update
Unggah Laporan Kinerja ke dalam Laboran Laporan
11. | Aplikasi Spasikita dan website Resmi _p - 1Jam Kinerja pada
Kinerja Final Aplikasi

Universitas Negeri Padang

Spasikita




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.15
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023

Tanggal Pengesa h%%qil 2023

Disahkan oleh

akil Rektor IV ff’

Nama Standar&

Operasional
Prosedur

%@//z’m Usulan Revisi
RKA-K/L DIPA Belanja
Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Negeri Padang;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/
PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor Per-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis
Revisi Anggaran vyang Menjadi Kewenangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1.

2.

Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi
Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data

program kerja dan anggaran

Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam

tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Administrasi Umum
2. SOP Bagian Keuangan
3. SOP Bagian UHBMN

1.
2.
3.
4.

Komputer dan jaringan internet
Alat Tulis Kantor

Peraturan dan perundang-undangan
Peralatan komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan penyusunan RKA-K/L DIPA di
lingkungan UNP tidak berjalan dengan baik.

1.

2.

Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka penyusunan RKA-K/L DIPA
Mengumpulkan dan mengolah data
program kerja dan anggaran dari

lembaga dan unit-unit

rencana
fakultas,



Erlangga-PC
Draft


Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Prosedur Bagian Staf Persyaratan/ Waktu
Keuangan KPA Ka.BPKS | perencanaan/ Kelengkapan Pelaksanaan Output
g Operator SAKTI gkap
1 Perml.ntaan I‘EVI.SI anggaran ‘ } Surat Sesjen - Surat Sesjen
belanja pegawai
2 Me.n,.gkoordlnamkan usulan Disposisi 1 Hari Disposisi
revisi anggaran
Berkoordinasi dengan bagian Data Dukung - Data Dukung
5 keuangan untuk penyusunan > < 5 hari
Excel Excel
data dukung I
A 4
6 Menyusun anggaran belanja Data Berbasis 1 hari Data Berbasis
pegawai di aplikasi SAKTI Aplikasi Aplikasi
Membuat konsep usulan v
angsaran DIF?A/POK RKAKL, Data Berbasis . Data Berbasis
7 konsep matriks perubahan Aplikasi 1 hari Aolikasi
semula menjadi, dan data | P P
dukungnya *
KPA menandatangani surat
. Dokumen
8 dan kelengkapan usulan Dokumen Usulan 1 hari
Usulan
anggaran I
Pengesahan anggaran belanja Tidak Data Berbasis . Data Berbasis
9 e L 2 hari L
pegawai di aplikasi SAKTI / Aplikasi Aplikasi
Submit anggaran belanja Ya . .
10 | pegawai ke kanwil di aplikasi :{ ) Data Berbasis 1 hari Data Berbasis

SAKTI

Aplikasi

Aplikasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.6
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023

Tanggal Pengesahap -6 AR

Disahkan oleh

r. Yasri, MS
NIP. 1964803031987031002

~——TProseaur Pengumpulan

Data Kinerja dan Evaluasi
Pelaksanaan SAKIP

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah nomor 114 tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum Universitas Negeri Padang.

2. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

3. Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pemantauan dan Evaluasi Program
dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan
Kemristekdikti.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Riset
dan Teknologi.

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 02 tahun 2023 tentang SAKIP di UNP

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun laporan kinerja
dari fakultas dan unit kerja



http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/11617
Erlangga-PC
Draft


Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Uraian P d Tim Operator
raian Prosedur . . e e
DIKTI Rektor | Ka. BPKS Kasubag. Evaluasi Tim Reviu Spasikita di | Persyaratan/ Waktu Output
Umum PKS .. SPI Menu Kelengkapan | pelaksanaan
Mandiri .
Evaluasi
Surat edaran Update
Data K|r_1erja dan ( } Email 1Jam Email
Evaluasi Pelaksana
SAKIP
Mengk inasi
erlg oordinasikan . . Dokumen
kegiatan Email 1 hari L
koordinasi
pengumpulan data
Penyajian Laporan Laporan . N
L L 1 hari Laporan Kinerja
Kinerja Kinerja
4 Penilaian
Melakukan penilaian Laporan . .
Evaluasi Mandiri K7~ <1> <> <> Kinerja 5 hari Evalua?s.l
Mandiri
. . Tidak Penilaian Penilaian
Persetujuan penilaian \ Ida . .
Evaluasi Mandiri Evaluasi 1Jam Evaluasi
/ Mandiri Mandiri
Ya
Melakukan Update Penilaian Update d.ata.
. L. . pada Aplikasi
data evaluasi mandiri S Evaluasi 4 Jam L
. - . Spasikita menu
pada aplikasi Spasikita Mandiri Evaluasi
di menu Evaluasi valuasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.16

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023
Tanggal PengesaW il 2023

Disahkan ole

NIP.19¢303031987031002

%#
Nama Standar enyusunan RKA-K/L Hal. 1l

Operasional
Prosedur

DIPA Belanja Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Negeri Padang;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/
PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor Per-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis
Revisi Anggaran vyang Menjadi Kewenangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1.

2.

Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi
Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data

program kerja dan anggaran

Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam

tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Administrasi Umum
2. SOP Bagian Keuangan
3. SOP Bagian UHBMN

1.
2.
3.
4.

Komputer dan jaringan internet
Alat Tulis Kantor

Peraturan dan perundang-undangan
Peralatan komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan penyusunan RKA-K/L DIPA di
lingkungan UNP tidak berjalan dengan baik.

1.

2.

Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka penyusunan RKA-K/L DIPA
Mengumpulkan dan mengolah data
program kerja dan anggaran dari

lembaga dan unit-unit

rencana
fakultas,




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf
No Prosedur DIPB Rektor/ Ka. Kasubag. | perencanaan/ | Persyaratan/ Waktu Outout
KPA BPKS Umum Operator Kelengkapan | Pelaksanaan P
SAKTI
Permintaan pengajuan revisi hal . Surat
1 iora surat Sesjen Sesjen
Rektor melalui WR bidang v
2 perencanan meminta BPK§ untuk Disposisi 1 Hari Disposisi
menyusun anggaran belanja
pegawai
3 Mengkoordinasikan kegiatan Disposisi 1 Hari Disposisi
penyusunan anggaran
. . Format
4 | Menyiapkan surat usulan \ 4 Format Excel 1 Hari
Excel
Berkoordinasi dengan bagian Data Dukung . Data
5 | keuangan untuk penyusunan > € 5 hari Dukung
Excel
data dukung Excel
\ 4 . Data
6 | Menyusun hal lll di aplikasi SAKTI Data B.erbf;15|s 1 hari Berbasis
Aplikasi S
Aplikasi
Membuat konsep usulan
anggaran DIEA/POK RKAKL, v Data Berbasis . DataA
7 | konsep matriks perubahan Aplikasi 1 hari Berbasis
semula menjadi, dan data P Aplikasi
dukungnya
v
8 KPA menandatangani surat dan Dokumen 1 hari Dokumen
kelengkapan usulan anggaran Usulan Usulan
X Data
Pengesahan anggaran belanja \ Data Berbasis . .
9 | pegawai di aplikasi SAKTI ~ Aplikasi 2 hari Berbasis
peg P / Tidak P Aplikasi
10 Szb?v:/ta?Eggkaarr?vr\]/ilrzliaam?ikasi Ya >< ) Data Dukun 1 Hari Data
peg P & Dukung

SAKTI




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.2.7
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 5 April 2023

Tanggal Pengesahan _~

Disahkan oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Prosedur Penyampaian
Rekomendasi Hasil Evaluasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah nomor 114 tahun 2021
tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum Universitas Negeri Padang.
Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Riset
dan Teknologi.

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor 02 tahun 2023 tentang SAKIP di UNP

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi/Manajemen/Sistem
Informasi.

. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-

undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja

dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

N

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Program Kerja Subbag. Evaluasi 1. Komputer dan jaringan internet.
Pelaksanaan Program 2. Alat Tulis Kantor.
2. SOP Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit



Erlangga-PC
Draft


Pelaksana

Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Prosedur
. . Persyaratan Waktu
Rektor Ka. BPKS Fakultas/Unit Kerja 4 / Output
Kelengkapan pelaksanaan
Permintaan Laporan Laporan Pemantauan Laporan Pemantauan
1. . . 1Jam .
Pemantauan dan Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluasi
Menyampaikan Laporan Laporan Pemantauan Laporan Pemantauan
2. . . 1Jam .
Pemantauan dan Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluasi
Memberikan rekomendasi Laporan Pemantauan
3. | berdasarkan Laporan P . 1 hari Rekomendasi Rektor
. dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi
4, Menerima h?S” Rekomendasi Rektor | 1 hari Rekomendasi Rektor
rekomendasi
Tindak lanjut hasil ( )
5. indak lanjut hasi Rekomendasi Rektor | 1 hari Rekomendasi Rektor

rekomendasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sub Bagian Umum
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.1.7
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2020
Tanggal Revisi _5 April 2023

Tanggal Pengesahas™1 6 ARs 2023
< .

Disahkan ole

NIP.194503031987031002

Nama Standar ———f———"

Operasional Pengajuan Penambahan
P Pagu RKA-K/L DIPA

Prosedur

Peraturan

Sumber daya

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan NAsional

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 ttg
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Negeri Padang;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/
PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor Per-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis
Revisi Anggaran vyang Menjadi Kewenangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. Sarjana/Diploma: Akuntansi / Manajemen /Sistem
Informasi

2. Memiliki kemampuan mengolah dan menyusun data
program kerja dan anggaran

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam
tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Administrasi Umum 1. Komputer dan jaringan internet.

2. SOP Bagian Keuangan 2. Alat Tulis Kantor.

3. SOP Bagian UHBMN 3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. SOP Penyusunan RKA-K/L 4. Peralatan komunikasi.

5. SOP Usulan Revisi RKA-K/L

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan penyusunan RKA-K/L DIPA untuk
penambahan pagu anggaran di lingkungan UNP tidak
berjalan dengan baik.

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam
rangka penambahan pagu RKA-K/L DIPA

2. Mengumpulkan dan mengolah data penambahan pagu
dari fakultas, lembaga dan unit-unit




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf Bagian Persyaratan/
No Prosedur Fakulfas/ KPA/WR Il Ka. Biro Kasubag. Perencanaan Perlengkapan Waktu Output
Unit Umum & Pelaksanaan
Penganggaran
Surat Usulan dan Surat Usulan dan
1 Fakultas/Unit mengidentifikasi pagu < > Dokumen Program Dokumen Program
anggaran yang kurang Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran
penambahan pagu penambahan pagu
. . s Surat Usulan dan Surat Usulan dan
Fakultas/Unit mengajukan usulan Dokumen Program Dokumen Program
2 h ke K P < -
f\:na?r:z (aKr;:)agu € Ruasa rengguna Kerja dan Anggaran Kerja dan Anggaran
&8 ’ penambahan pagu penambahan pagu
Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran Tidak
KPA jui I h
3 ( ) meny.etUJw usulan penambahan > > Surat Disposisi 15 Menit Surat Disposisi
pagu, selanjutnya usulan tersebut
diteruskan ke Wakil Rektor Il Ya
5 Ka. BPKS mendisposisikan ke Kasubag, > Surat Disposisi 15 Menit Surat Disposisi
Umum
Kasubag. U di isikan k ¥
6 asubag. Umum Mendisposisikan ke Surat Disposisi 15 Menit Surat Disposisi
staf perencanaan
\ 4 Dokumen Usulan Dokumen Usulan
7 | Merekap usulan penambahan pagu Penambahan Pagu 15 Menit Penambahan Pagu
Anggaran Anggaran
Menginbut usulan penambahan pagu \ 4 Dokumen Usulan Dokumen Usulan
8 ginp P pag 1 ) Penambahan Pagu 5 Menit Penambahan Pagu

di Aplikasi SiPAngkA

Anggaran

Anggaran




SOP




Daftar SOP |
1. Pengelolaan Surat Masuk |
2.  Pengelolaan Surat Keluar
3. Penyusunan Naskah Ketjasama
4. Permintaan Kerjasama dati Mitra
5.  Mempersiapkan Undangan Penandatangan Kerjasama
0. Penandatanganan Naskah Kerjasama |
7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
8. Membuat Laporan Ketjasama
9. Perpanjangan Kerjasama
10. Pembuatan Kaleidoskop
11. Dokumentasi
12. Peliputan Berita
13. Penyajian Informasi Melalui Website
14. Penyajian Informasi melalui Online News
15. Penyajian Informasi melalui E-Kliping
16. Penyajian Informasi melalui Videotron
17. Pelayanan Informasi melalui Media Sosial
18. Pelayanan Informasi melalui Pusat Informasi dan Layanan
Terpadu
19. Prosedur Penyusunan Program Kerja Subbag Ketjasama dan
Humas




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.3

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | -33anuart2019

Disahkan oleh actor
AN
’?G'f.
2
“=prof. Gangfri, Ph.D
MNR;29631 1989031003
Nama Standar N

Operasional
Prosedur

Pengelolaan Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomoeor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan

. menganalisis terkait dengan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan
terhambatnya proses surat masuk dan proses
pelaksanaan tindak lanjut surat masuk tersebut

1. Dokumen surat/ disposisi
2. Pengarsipan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.4

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan _-37an 019

Disahkan oleh

g

Prof. Gangfri, Ph.D

NIR196312171989031003

Nama Standar s s
Operasional Pengelolaan Surat Keluar
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan
terhambatnya proses surat keluar dan proses
pelaksanaan proses dalam menindaklanjutinya

1. Dokumen surat/ disposisi
2. Pengarsipan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.5

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

196312171989031003

Nama Standar
Operasional
Prosedur

\ ’%F;cro“
\Wan Naskah

Kerjasama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Permintaan Kerjasama dengan Mitra

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.6
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019
Tanggal Revisi it

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh
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Prof: Ganefri/ Ph.D
\ NIPI196312174989031003

_-‘ﬁ'-n-___-..-’.
Nama Standar “--_T_.__,,:-/ . .
Operasional Permintaan Kerjasama dari
Prosedur Mitra

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi

dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-

undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

dan internet.

e

Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka 1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan dalam rangka pemantauan dan evaluasi.
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik 2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi

rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.3.7

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

3 Januari 2019

Disahkan oleh

P196312171989031003

Nama Standar k

Operasional
Prosedur

Re TO®R ./
::hhzgmp_e{:fia'pkan Undangan
Penandatangaan Kerjasama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi

dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-

undangan.

4, Memiliki kkmampuan mengoperasikan komputer

dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomuni

kasi dengan baik, bekerja

dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SQP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.8
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019
Tanggal Revisi P

Tanggal Pengesahan |

Disahkan oleh

KEMER),
'9@;"
X
=
3
Ky
vﬂ“a
gal
=}

Prof. Ganefri, Ph.D
‘___Njfffigé‘a;gl,;?wsgoamo?.

e

Penandatangaan Naskah
Kerjasama

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan,

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Mempersiapkan Undangan
Penandatanganan Kerjasama

2. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3, Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

139

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan u

Disahkan oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerjasama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

L

b

Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan

menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

dan internet.
Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja

dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama
2. SOP Pelaporan Kerjasama

1.
2;

Komputer dan jaringan internet.
Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Birc Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.10

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahart| 3 Januari. 2019

&

N L9 (7P
Disahkan oleh/ arhc 1> "Gt Rektor

L réf. Gaﬁ;fri, Ph.D
K. 196312171989031003

"'-.._____-__..-i
Membuat Laporan
Kerjasama

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama
2. SOP Monitoring dan Evaluasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi

rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit




ewesel1a)y
ueiode ewese(1ay A T BA g
ming | Jusw Q9 eleq uesode| ueyeladuad
AepiL
< t
eweseliay ewesel13) >
eleg | Huaw Qg eleq eA BA ueiode| ueesyuaWad
ewesel1a)| ewesef1ay A | uesode) | €
Bleq | Musw QST eleqg sepiL elep/ueyeq yejoSusw ‘unsnAusip
ewesefay |
ewesel1a) ewesel1ay 7'y ueJode| ejep uep ueyeq unsnAusw £
e1eQg | HUBIA ST eyeq yniun Segnsey uedyesesuay
) :
eweseliay ewesel19y Seqey @ eweseliay
eleq HUSIN § eleq uedode| ueunsnAuad ueyseSnua
.ﬁ.mﬂw Mﬂﬂn-ﬂm.ﬂ! Mﬂ—ﬂmx °h_m .ﬂv_ .—3“0“21 _.__M_E—- ccz
inding npem uede)Juajay
=) njeg nmn euesyejad




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.3.11
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019
Tanggal Revisi NN

Tanggal Pengesahap A 3utan
Disahkan oleh

Re %rgf. Gapigfri, Ph.D
+-NIP."196312171989031003

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Perpanjangan Kerjasama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4, Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Monitoring Kerjasama
2. SOP Pelaporan Kerjasama

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan
prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan
dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

2. Mengumpulkan dan menghimpun data realisasi
rencana anggaran dari fakultas dan unit-unit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP 1.4.9

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan __33aguari 2019

Disahkan oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

=

ExToR  //
atan Kaleidoskop

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Administrasi
Pemerintahan/llmu Komunikasi/Sistem Informasi
dan lainnya.

2. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

3. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan
oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

4, Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

5. Memahami peraturan terkait pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

6. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan berita 1. Komputer dan jaringan internet.
2. SOP Dokumentasi 2. Alat Tulis Kantor.
3. Peraturan dan perundang-undangan.

4. Peralatan komunikasi.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

1.4.8

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

3 Januari 2019

Disahkan oleh Rektor
IKAN
e Nasé’.}%
D AN
L& %% |
53 r R=1 = |
Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 3 -_; = b gzge;qbgggnalws
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama = L
Nama Standar ;
dan Hubungan Masyarakat : Regto®
e o . Operasional g
Universitas Negeri Padang ]
Prosedur
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14 | 1. Sarjana/Diploma: Administrasi

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Llayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Pemerintahan/limu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.

2. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan berita 1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.4.7

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

W

Peliputan berita

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

6. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

8. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Administrasi
Pemerintahan/llmu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.
2. Mengetahui penge

lolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan .
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Dokumentasi

2. SOP Layanan Informasi melalui website

3. SOP Layanan Informasi melalui Media
sosial

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.4.6

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

ri 2019

Disahkan oleh

Nama Standar  \\__|

Operasional
Prosedur

~Penyajian Informasi melalui
website

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

6. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

8. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Administrasi _
Pemerintahan/limu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.
2. Mengetahui penge

lolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
3. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap
Pengujian Konseku

Badan Publik berdasarkan
ensi secara seksama dan

penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan Peralatan dan Perangkat

1. SOP Pelputan berita 1. Komputer dan jaringan internet.

2. SOP Dokumentasi 2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

14.5

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan_

Disahkan oleh

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Penyajian Informasi melalui
online news

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

6. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

8. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Administrasi
Pemerintahan/limu Komunikasi/Sistem Informasi
dan lainnya.

2. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

3. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh

setiap orang

4. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

5. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasianal Prosedur

6. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan berita
2. SOP Dokumentasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,
maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

1.4.4

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

L
Tanggal Pengesaha%ﬁ }@MOIQ

Disahkan oleh o

UNIV g

I‘EMEﬂyz.

4

pS NEG ektor
) e‘?lh
A

Prof. Ganefri, Ph.D
FEMIRR96372171989031003
R

-

Nama Standar
Operasional

Prosedur

Penyajian Informasi melalui
E-Klipping

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

1. Sarjana/Diploma: Administrasi

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

6. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

8. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Pemerintahan/llmu Komunikasi/Sistem Informasi
dan lainnya.

. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan berita

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

143

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Nama Standar ~

Operasional
Prosedur

Penyajian Informasi melalui
videotron

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Llayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

1. Sarjana/Diploma: Administrasi
Pemerintahan/limu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.

2. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan Berita
2. SOP Dokumentasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Padang

Nomor SOP

14.2

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

n 019
NEG 24 ktor
E‘Q{’:’ ‘
%),

| Z
ngf.

¥ Ganéfri, Ph.D
6317171989031003

AP

Nama Standar
Operasional
Prosedur

\.ﬁ"-'-__#’/
\“Pelmn'a‘h{'nformasi melalui

Media Sosial UNP (FB,IG dan
Twitter)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-

1. Sarjana/Diploma: Administrasi
Pemerintahan/llmu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.

2. Mengetahui pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

. Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

. Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

. Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknalogi dan
Pendidikan Tinggi

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Peliputan berita
2. SOP Dokumentasi

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Nomor SOP 14.1

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2019
Tanggal Revisi e
Tanggal Pengesahanﬁﬁ"mw

Disahkan oleh

IPra96312171989031003

Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama —
Nama Standar \|—a~/ X .
dan Hubungan Masyarakat 5 Pelayanan Informasi melalui
S ‘ Operasional ;
Universitas Negeri Padang Pusat Informasi dan Layanan
Prosedur
Terpadu
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14 | 1. Sarjana/Diploma: Administrasi

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Padang

Permenristekdikti nomor 59 tahu 2016
tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti nomor 75 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosesdur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Pemerintahan/llmu Komunikasi/Sistem Informasi

dan lainnya.
2. Mengetahui penge

lolaan dan pelayanan

informasi di lingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

. Mengetahui Pengklasifian Informasi ditetapkan

oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh
setiap orang

. Memahami pedoman Pengelolaan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

. Memahami peraturan terkait pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

. Memahami terkait dengan pelayanan Informasi




Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Dokumentasi
2. SOP Pelayanan Informasi melalui Website

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4, Peralatan komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik,

maka pelayan informasi tidak berjalan dengan
baik

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP 1.3.2

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 3 Janya«i 2019
Disahkan oleh /N\ tor
0
St

&
>
§‘z‘ 17 &R

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 6312171989031003
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama Nama Standar \\__"Presedur penyusunan
dan Hubungan Masyarakat Operasional "~ ProgramKerja Subbag
Universitas Negeri Padang Prosedur Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

2. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Kerjasama Nomor 4 Tahun 2017

1. Sarjana: Hukum/Manajemen/Sistem Informasi
dan lainnya..

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis terkait dengan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.

3. Mampu memahami peraturan dan perundang-
undangan.

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
dan internet.

5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik.

6. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, dan bekerja tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan dan Perangkat

1. SOP Prosedur Penyusunan Program Kerja
Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

1. Komputer dan jaringan internet.

2. Alat Tulis Kantor.

3. Peraturan dan perundang-undangan.
4. Peralatan komunikasi.




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan program kerja Bagian Kerjasama dan
Humas tidak dapat berjalan dengan baik

1. Mempersiapkan  instrumen vyang akan
digunakan dalam rangka penyusunan program
kerja Bagian Administrasi Kerjasama dan Humas

2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data
rencana program kerja subbagian Kerjasama
dan subbagian Humas
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SISTEM TATA KELOLA

ADAN LAYANAN UMUM

IVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2015

ANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-
Nya, sehingga Universitas Negeri Padang (UNP) telah ditetapkan sebagai satuan kerja
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
secara penuh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 335/KMK.05/2015
Tanggal 17 Februari 2015.

Sebagai satuan kerja Pemerintah yang menerapkan PK-BLU, maka segala aktivitas
pengelolaan keuangan merujuk pada peraturan yang berlaku bagi satker PK.BLU. Universitas
Negeri Padang menyusun Pola Tata Kelola yang diusulkan ke menteri/pimpinan Lembaga
selanjutnya diajukan untuk disahkan oleh Kemenkeu. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Penyusunan Pola Tata Kelola BLU UNP mencakup struktur organisasi, prosedur kerja,
pengelompokkan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia,
serta efisiensi biaya. Disamping itu, juga diperhatikan akuntabilitas dan transparansi.
Akuntabilitas mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban program,
kegiatan, dan keuangan. Sedangkan transparansi mengarah kepada asas keterbukaan yang
dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Kami berharap Pola Tata Kelola BLU yang kami usulkan dapat segera diproses dan
disahkan oleh pihak yang berwenang, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga
pendidik dan kependidikan di Universitas Negeri Padang dalam mewujudkan visi, misi, dan

tujuannya.

Padang, Juli 2015

f. Dr. Phil. Yanuar Kiram
IP19570101 198403 1 004
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BAB |
POLA TATA KELOLA

1.1 Pengertian
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2007

Pasal 5 tentang persyaratan administratif penetapan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PK-BLU) dan peraturan internal Universitas Negeri Padang

(UNP) menetapkan:

1. Organisasi dan tatalaksana mencakup struktur organisasi, prosedur kerja,
pengelompokan fungs yang logis, ketersediaan dan pengembangan Sumber
DayaManusia (SDM), sertaefisiensi biaya;

2. Akuntabilitas mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggung-
jawaban, dan periodesas pertanggungjawaban program, kegiatan, dan ke-
uangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

3. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemu-

dahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

1.2. Prinsip-prinsip Tata Kelola

Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya melayani
masyarakat dapat menerapkan pola PK-BLU yang mengutamakan produktivitas,
efisiensi, dan efektivitas, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh nyata dari
penerapan mang emen keuangan berbasis kinerja. Pengelolaan organisasi berbasis
kinerja dt dilakukan apabila organisas tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip-
prinsip tata kelola yang menjamin terselenggaranya praktik yang baik. Untuk itu,
polatata kelola UNP menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan dan kemampuan UNP
menyajikan informas yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang
berlaku, sehingga dapat diterima secara langsung oleh stakeholders.

2. Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana UNP dikelola secara

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh serta tekanan dari

TATA KELOLA 1



pihak manapun. Kemandirian tersebut mengacu pada etika dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen UNP dalam memper-
tanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan pemangku kepentingan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Responsibilitas merupakan kemampuan UNP untuk mengelola aktivitasnya
sesuai dengan dinamika kependidikan yang berlandasan pada prinsip
organisas yang sehat serta kesesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kewgjaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola

Tata kelola UNP berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan

organisas untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan

standar pelayanan minimun dengan mengedepankan prinisp efisiensi, akuntabi-

litas, dan transparansi. Dengan pengelolaan organisasi yang baik akan berimpli-

kasi pada mekanisme kerja, kglelasan prosedur dan kewenangan, keprofesionalan

dan berdaya guna dalam mengemban visi dan misi UNP serta tujuan yang akan

dicapai. Dengan demikian penerapan tata kelola UNP bertujuan antaralain.

1

Memaksimalkan nilai yang dianut oleh UNP dalam penerapan prinsip keter-
bukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertangungjawaban dan keadilan sehingga
UNP memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional dan internasional.
Mendorong pengelolaan UNP secara profesional, transparan, efektif dan
efisien.

Memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi/unit kerja.
Mendorong UNP untuk membuat keputusan dan menjalankan kegiatannya
berdasarkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berlaku, serta tanggung jawab sosiad terhadap pihak berke-

pentingan.
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5. Meningkatkan kontribust UNP dalam upaya membangun kemandirian bangsa
di bidang pendidikan.
6. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan dengan pencapaian €fi-

siens, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

1.4 Klausul Tentang Perubahan Pola Tata Kelola

Pola tata kelola ini senantiasa dievaluasi dievaluas secara periodik agar
aktual dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi sehingga UNP dapat
meningkatkan kinerja pelayanan kepada semua pihak dan bermanfaat bagi
masyarakat. Oleh karena itu, apabila pola ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan
perkembangan organisasi maka dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan
organisas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku.

1.5 Landasan Hukum Tata Kelola

Landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menyusun pola tata kelola

UNP sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan
dan Pemindahan dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil sebagaimana
Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendi-
dikan Tinggi dan Pengelolaan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IK1P) menjadi Universitas.

Keputusan Mendikbud Rl 276/0/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Univer-
sitas Negeri Padang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2010.

Keputusan Mendikbud Nomor 222/0/2000 tentang Statuta Universitas Negeri
Padang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedo-
man Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedo-
man Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelo-
laan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun
2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/K etua/Direktur Pergu-
ruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan
Administratif dalam Rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang Pembentuan
Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Pe-
netapan Remuneras bagi Pegabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai
Badan Layanan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP UNP Tahun 2013.
Rencana Strategis UNP Tahun 2014-2018.
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BAB 11
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan perguruan tinggi dilingkung-
an Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Rektor yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan.
UNP merupakan perubahan namadari 1KIP Padang yang ditetapkan dengan Kep-
pres Nomor 93 tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999, dan berkedudukan di Kota
Padang Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum PK-BLU

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nomor 276/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja
(OTK) UNP, Ketentuan dalam Pasal 4 menyatakan bahwa OTK UNP terdiri dari:
a. Dewan Penyantun.

b. Rektor dan Pembantu Rektor.
C. Senat.
d. Fakultas:
1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
2) Fakultas Teknik
3) Fakultas lImu Keolahragaan
4) Fakultas IImu Pendidikan
5) Fakultas Bahasa Sastra dan Seni
6) Fakultas lImu-ilmu Sosial
7) Fakultas Ekonomi

e. Program Pascasarjana.

—h

Dosen.

Lembaga Penélitian.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
j.  Biro Administras Umum dan Keuangan (BAUK).

5 @
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k. Biro Administarsi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI).
|.  Unit Pelaksana Teknis,

1) Perpustakaan

2) Pusat Komputer;

3) Unit Pelaksana Teknis Lainnya
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Senat Universitas

Rektor La=sa| DewanPenyantun

Pembantu Rektor

I.  Bidang Akademik
Il. Bidang Administrasi dan Keuangan
I11. Bidang Kemahasiswaan

Biro

Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (BAAK)

Biro Administrasi Umum dan
Keuangan (BAUK)

Biro Administrasi Perencanaan,
dan Sistem Informasi (BAPSI)

Unit Pelaksana Program Fakultas Lembaga
Teknis (UPT) Pascasarjana
o Program Magister 1. Fak. llmu Pendidikan . o Lembaga
Perpustakaan (S-2) 2. Fak. Bahasa (_1an Seni Penelitian
Pusat - Program Doktor i Egt hﬂrﬁhersnsst'ig? dan IPA - Lembaga
Komputer (S-3) 5. Fak Teknik Pengabdian
(Puskom) 6. Fak. llmu Keolahragaan Kepada
UPT lainnya 7. Fak. Ekonomi Masyarakat
Gambar 1. Struktur Organisasi UNP sebelum PK-BLU
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2.1.1 TUJUAN, TUGASWEWENANG DAN PERSYARATAN
REKTOR

Tujuan:

1

Bertanggung jawab mengelola universitas sesuai dengan kepentingan stake-
holder Universitas Negeri Padang melalui aktivitas-aktivitas perencanaan,
pel aksanaan, dan pengawasan secara dinamis,

Menjamin semua aktivitas dilingkungan Universitas Negeri Padang berjalan

sesual dengan ketentuan dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Tugas/wewenang:

1

Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penye-
lenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mem-
bina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta
pel aksanaan, pengawasan, penilaian prestasi, proses penyelenggaraan Univer-
sitas Negeri Padang dan hubungan dengan lingkungannya;

Memimpin Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Menjaga silaturrahmi, kerjasama seluruh civitas akademika universitas;
Menjaga hubungann direct dan non direct user universitas terutama peme-
rintah, lembagaterkait dan duniabisnis;

Mengawasi seluruh aktivitas yang ada di universitas melalui mekanisme

pengendalian formal dan informal dan pelaporan yang rutin dan insidental.

Persyar atan:

A w0 DpPRE

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Berusiamaksimal 61 tahun;

Berijazah Strata Tiga (S3);

Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala, diutama-
kan Guru Besar;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu Rektor/Dekan/K epala
Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
setara dengan jabatan, baik di luar maupun di dalam institut/ universitas,
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
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7.
8.

Bersedia dicalonkan menjadi Rektor secaratertulis;

Memiliki visi, misi dan program kerja antaralain tentang;

PEMBANTU REKTOR BIDANG AKADEMIK

Tujuan:

1
2.

Mengevaluasi proses pendidikan serta sistem informasi perguruan tinggi;

Mengkaji dan Megembangkan pendidikan dan sistem informasi perguruan

tinggi.

Tugas/wewenang:

1

o gk~ WD

Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Membantu Rektor dalam pengembangan sistem informasi perguruan tinggi;
Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang pendidikan;
Mengkoordinasikan evaluasi jaminan mutu pendidikan;

Mengidentifikasi pengembangan strategi kurikulum dan silabus;

Menjalin hubungan dengan pihak luar universitas sehingga mengetahui
perkembangan terkini di bidang pendidikan;

Mengkoordinasi selurun komponen di bidang pendidikan sehingga tercipta
lingkungan kerja yang kondusif;

Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang pendidikan;
Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan pendidikan untuk

selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi.

Per syaratan:

o ~ W DN P

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Berusiamaksimal 61 tahun;

Berijazah Strata Tiga (S3);

Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepal a;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu Rektor/Dekan/Kepala
Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
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setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/
universitas,
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;

7. Bersediadicalonkan menjadi Pembantu Rektor secaratertulis.

PEMBANTU REKTOR
BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Tujuan:

1. Membuat dan mengelola keuangan, administrasi umum, fasilitas dan asset
manajemen;
2. Mengembangkan rencana strategis di bidang keuangan, administrasi, fasilitas

dan asset mana emen.

Tugas/wewenang:

1. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang admi-
nistrasi keuangan, dan administrasi umum;

2. Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang keuangan, admi-
nistras umum, fasilitas, dan asset manag emen;

3.  Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang adminsitratif, keuangan dan
usaha sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif;

4. Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan ke-
bijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang administrasi
keuangan;

5.  Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan pendidikan untuk
selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi.

Persyaratan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;
2. Berusiamaksimal 61 tahun;
3. Berijazah Strata Tiga (S3);
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Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepal a;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu Rektor/Dekan/Kepala
Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam
institut/universitas;

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
Bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor secaratertulis.

PEMBANTU REKTOR

BIDANG KEMAHASISWAAN

Tujuan:

1

Membuat dan mengelola kegiatan kemahasiswaan, jasa ketenagakerjaan, pro-

mosi, humas dan hubungan alumni;

2. Mengembangkan rencana strategis di bidang kemahasiswaan, jasa ketenaga-
kerjaan, dan hubungan alumni.

Tugas/wewenang:

1. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembi-
naan, pelayanan kesegjahteraan mahasiswa dan pelayanan alumni;

2. Mengidentifikas berbagai strategi dan kebutuhan di bidang kemahasiswaan,
dan hubungan alumni;

3. Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang kemahasiswaan, dan hu-
bungan alumni sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif;

4. Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang kema-
hasiswaan, ketenagakerjaan, dan hubungan alumni;

5. Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan bidang kemaha-
siswaan, dan hubungan alumni untuk selalu adaptif terhadap perubahan ling-
kungan pendidikan tinggi;

6. Meningkatkan kesgjahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa;

TATA KELOLA 11



7. Menjain hubungan dengan pihak luar universitas untuk memberi peluang
ketenagakerjaan bagi alumni.

Per syar atan:

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;
Berusiamaksimal 61 tahun;

Berijazah Strata Tiga (S3);

Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepal a;

o ~ W DN PP

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu Rektor/Dekan/Kepala
Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam
institut/universitas

6. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;

7. Bersediadicalonkan menjadi Pembantu Rektor secaratertulis.

DEWAN PENYANTUN

Tujuan:
Membantu dalam pengembangan institusi dan kemajuan universitas.
Tugas/wewenang:
1. Memberikan saran dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan
universitas,
Memberikan donasi terhadap perkembangan universitas;
Memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga pendidikan baik di dalam
negeri maupun di luar negeri;

4. Mempersiapkan pasar/industri bagi alumni.

SENAT UNIVERSITAS
Tujuan:
Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan teknis administrasi di univer-

sitas.
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Tugas/wewenang:

1

Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Penda-
patan dan Belanja Universitas yang digjukan oleh Rektor;

Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik
dan pengembangan universitas, termasuk akreditasi internal universitas dalam
hal pembukaan dan/atau penutupan Jurusan/Program Studi atau fakultas yang
telah ditetapkan Senat Guru Besar;

Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian
prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;

Memberikan pertimbangan teknis terhadap pel aksanaan norma dan tolok ukur

penyelenggaraan universitas;

Memberikan pertimbangan atas Calon Rektor yang digjukan kepada M enteri
untuk diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Rektor;

Memberikan pertimbangan pada calon Pembantu Rektor yang digjukan kepa-
da Rektor untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor;

Memberikan pertimbangan terhadap para calon Direktur dan Asisten Direktur
yang selanjutnya ditetapkan dan diangkat dengan keputusan Rektor;

Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (AUDITOR OFFICE)

Tujuan:

1

Membantu Pimpinan Universitas dalam kaitannya dengan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan Universitas Negeri Padang;
Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasi universitas

dengan serangkaian program audit yang sistematik.

Tugas/wewenang:

1

Mengelola kinerja penugasan audit yang dilakukan oleh staf auditor, mene-

laah kertas kerja dan laporan audit, mengedit laporan;
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2. Membuat jadwal dan rencana audit, membuat pengembangan rencana audit
tahuan institusi;

3. Melakukan pekerjaan audit termasuk persiapan, kertas kerja, temuan dan
laporan dan juga menguiji keakuratan catatan keuangan yang berkaitan dengan
aset, kewajiban penerimaan, pengeluaran dan transaksi-transaksi yang ada;

4. Membantu Rektor dalam memberi konsultasi teknis dan saran-saran yang
diperlukan untuk pengelola universitas, fakultas dan pihak-pihak internal lain
yang membutuhkan;

5. Selalu mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan dan prosedur yang ada
di universitas, perkembangan terkini di profesi akuntansi dan audit, dan
perubahan peraturan yang ada;

6. Membuat anggaran operasional tahunan;

7. Berpartisipasi daam pengembangan, implementass dan memelihara kebi-
jakan, tujuan, perencanaan jangka pendek dan panjang dan mengimple-
mentasikan program audit yang diperlukan;

8. Meakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh Rektor.

Persyaratan:

1. Berijazah minimal S2 Ekonomi bidang Akuntansi;

2. Menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat | (I1l/d) atau satu tingkat
dibawahnya;

3. Mempunyai sertifikat auditor;

4. Mampu mengoperasikan komputer (minimal MS Word dan MS Excel);

5. Mampu bekerja secara efektif dengan beragam orang;

6. Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip audit;

7. Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur audit universitas,

8. Mampu mengembangkan, merencanakan dan mengimplementasikan sasaran
jangka pendek dan panjang audit;

9. Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan rencana dan jadwal
audit dengan baik;

10. Mampu mengawasi dan melatih staf auditor termasuk mengorganisir prioritas

dan jadwal kerja;

TATA KELOLA 14



11.
12.
13.
14.

15.

Mengetahui proses pengendalian dan persyaratan dokumentasi secara hukum;
Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;

Mampu menyediakan panduan teknis pengauditan;

Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan
dan menerapkan strategi audit;

Mengetahui prinsip dan prosedur masalah pengangguran, estimasi biaya dan

manajemen biaya.

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)

Tujuan:

1

Membantu pimpinan universitas dalam kaitannya dengan penetapan standar
pelayanan minimal, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan di
tingkat universitas sampai unit terkecil dibawahnya;

2. Meéakukan verifikasi keadaan untuk menjamin mutu kinerja pengelolaan
tingkat universitas sampai unit terkecil dibawahnya dengan standar dan pro-
sedur operasi yang sistematik.

Tugas/wewenang:

1. Merencang dan menetapkan standar-standar pelayanan minimal yang harus
dilakukan dalam penyel enggaraan pengelolaan institusi;

2. Mengelola kinerja penugasan monitoring dan evaluasi internal yang dilaku-
kan oleh staf monitoring dan evaluasi internal (monevin);

Membuat jadwal dan rencana monevin dalam satuan waktu tertentu;

4. Meéeakukan pekerjaan monevin termasuk persiapan, kertas kerja, temuan dan
laporan dan juga menguiji keakuratan catatan pelaksanaan kegiatan,

5. Membantu Rektor dalam memberi konsultasi teknis dan saran-saran yang
diperlukan untuk pengelola universitas, fakultas dan pihak-pihak internal lain
yang membutuhkan;

6. Melakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh Rektor.

PERSYARATAN:

1. Berijazah minimal Strata 2 (S2);
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Menduduki pangkat/gol Penata Tingkat | (1V/@) atau satu tingkat dibawahnya;
Mampu bekerja secara efektif dengan beragam orang;
Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip penetapan standar penjaminan
mutu;

5. Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur monitoring dan evaluasi untuk
universitas,

6. Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan rencana monitoring
dan evaluas dengan baik;

7. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;

8. Mampu menyediakan panduan standar dan monevin;

9. Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan

dan menerapkan strategi penjaminan mutu.

BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tujuan:

Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelak-
sanaan kegiaran Biro Administrass Umum dan Keuangan serta merumuskan kebi-
jakan teknis, menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
administras umum berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai

pedoman kerja.

Tugas’'Wewenang

1. Menyusun rencana dan program kerja Biro sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2. Membagi tugas pada kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai dengan
bidangnya;

3. Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

4. Mengkoordinasikan pada kepala Bagian di lingkungan Biro dalam melak-
sanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

5. Membina bawahan di lingkungan Biro untuk meningkatkan kemampuan dan

disiplin kerja;
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6. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Biro agar sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian untuk mengetahui perma-
salahan dan penanggulangannya;

8. Menila prestasi kerja Kepala Bagian di lingkungan Biro untuk bahan pem-
binaan karier;

9. Merumuskan saran alternatif di bidang pembinaan dan pengembangan admi-
nistrass Umum dan keuangan berdasarkan masukan dari Kepala Bagian seba-
gal bahan penyusun kebijaksanaan;

10. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang administrass umum dan ke-
uangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Memeriksa dan meneliti rancangan penerimaan dan penggunaan anggaran.

12. Meneliti dan merekomendasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran
universitas,

13. Menyusun laporan Biro berdasarkan hasil yang telah dicapai sebaga per-
tanggungjawaban pel aksanaan tugas,

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

PERSYARATAN:

1. Pendidikan Formal : S2

2. Kursug/Pelatihan : 1) Diklatpim 1

2) Administrasi Keuangan
3. Pengalamandi bidang : Pengelolaan Keuangan selama5 tahun;
4. Bakat : 1) Intelegensia;

2) Verbd,

3) Ketelitian;

5. Kemampuan khusus : Kepemimpinan;

6. Jeniskelamin . Laki-laki atau perempuan;

7. Umur : minimal 45 tahun

8. Syarat kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani;
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9. Pangkat : 1) Pembina TK.I;

2) Golongan 1V/b;

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Tujuan

Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelak-
sanaan kegiaran Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta meru-
muskan kebijakan teknis di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Tugas Wewenang

Menyusun rencana dan program kerja Biro sebagai pedoman kerja;

2. Membagi tugas kepada kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai dengan
bidangnya;

3. Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk kelancaran
pel aksanaan tugas,

4. Mengkoordinasikan pada kepala Bagian di lingkungan Biro dalam melak-
sanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

5. Membina bawahan di lingkungan Biro untuk meningkatkan kemampuan dan
disiplin kerja bawahan;

6. Menyusun konsep Memo Program Koordinatif Rektor berdasarkan kebijak-
sanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Memo Program Koordinatif
Rektor sebagal bahan masukan atasan;

7. Menyusun rancangan program dan program operasional berdasarkan data dan
informasi serta ketentuan berlaku sebagai bahan usulan kegiatan universitas,

8. Merumuskan saran alternatif di bidang pembinaan dan pengembangan admi-
nistrass Umum berdasarkan masukan dari Kepala Bagian sebagai bahan
penyusun kebijaksanaan atasan;

9. Menyusun kalender akademik berdasarkan data dan informasi dari fakultas
serta memo program koordinatif Rektor sebagai pedoman kegiatan akademik;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menganalisis informasi akademik dari fakultas sebagai bahan pembuatan ke-
bijaksanaan;

Menyusun konsep naskah kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
berdasarkan data dan informasi serta ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;

Menelaah persyaratan akademik jenjang jabatan dosen untuk mengetahui ke-
lengkapan usul kenaikan jabatan akademik;

Menyusun konsep penetapan angka kredit kenaikan jenjang jabatan dosen
Lektor Madya ke bawah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dite-
tapkan Rektor;

Menyusun petunjuk teknis kegiatan akademik berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pel aksanaan kegiatan;

Memantau pelaksanaan kegiatan akademik agar sesuai dengan kalender aka-
demik;

Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan kemahasiswaan berda-
sarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pel aksanaan tugas,

Menelaah konsep surat izin dan rekomendasi kegiatan kemahasisswaan ber-
dasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kebenarannya;

Menelaah daftar mahasiswa calon peserta pendidikan, seminar, pertandingan
olahraga dan lomba seni sesuai dengan lamaran dari instans terkait untuk
mengetahui kelengkapan persyaratan;

Menelaah daftar usul mahasiswa calon peserta program keteladanan, pene-
rima beasiswa dan ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui kelengkapan persyaratan;

Menyusun laporan Biro sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai per-
tanggungjawaban pel aksanaan tugas,

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Per syaratan

1. Pendidikan Formal : S2

2. Kursug/Pelatihan : 1) Mangemen

2) Diklatpim 11
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3. Pengalamandi bidang : Kepala Bagian di lingkungan Biro Administras
Akademik dan Kemahasiswaan selama4 tahun

4. Bakat : 1) Intelegensia;

2) Verbal,;

3) Ketelitian;
5.  Kemampuan khusus : Kepemimpinan;
6. Jeniskelamin . Laki-laki atau perempuan;
7. Umur : minimal 45 tahun
8. Syarat kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani;
9. Pangkat : 1) Pembina TK.I;

2) Golongan IV/b;

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
Tujuan

Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelak-

sanaan kegiatan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informas serta

merumuskan kebijakan teknis, menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan administrasi perencanaan dan sistem informas berasarkan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Tugas Wewenang

1.  Menyusun rencana dan program kerja Biro Administrasi Perencanaan dan
Sistem Informasi sebagai pedoman pel aksanaan tugas,

2.  Menetapkan rencana dan program kerja Bagian, di lingkungan Biro sebagai
pedoman pel aksanaan tugas;

3. Membagi tugas kepada kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai dengan
bidangnya;

4.  Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk kelancaran
pel aksanaan tugas;

5.  Mengkoordinasikan kepala Bagian di lingkungan Biro Administrasi Peren-
canaan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja-

sama yang baik;
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6. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Biro agar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

7. Menila prestasi kerja Kepala Bagian di lingkungan Biro untuk bahan pem-
binaan karier;

8.  Merumuskan saran aternatif di bidang pembinaan dan pengembangan admi-
nistrasi perencanaan dan sistem informasi berdasarkan masukan dari Kepala
Bagian sebaga bahan penyusun kebijaksanaan atasan;

9. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang administrai
umum untuk kelancaran tugas,

10. Menelaah dan menyetujui usulan bawahan untuk dijadikan bahan penyu-
sunan kebijaksanaan teknis bahan masukan atasan;

11. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi perencanaan dan
sistem informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman kerja;

12. Menelaah dan menetapkan dan pengembangan administrasi perencanaan
dan sistem informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku sebagai bahan penyusunan rancangan kebijaksanaan pembinaan;

13. Menyusun materi pembinaan dan pengembangan administrasi umum berda-
sarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagal bahan penyu-
sunan rancangan kebijaksanaan pembinaan;

14. Menyusun laporan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi se-
suai dengan hasil telah dicapal sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas.

Per syar atan

1.  Pendidikan Formal . S2
Kursus/Pelatihan . Diklatpim Il dan pengelolaan keuangan

3. Pengdaman di bidang : Bidang Adm. Perencanaan dan Sistem Informasi

selama 4 tahun

4. Bakat ;1) Intelegensia;

2) Verbd;
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5. Kemampuan khusus

6. Jeniskelamin

\]

. Umur

[o0]

. Syarat kondisi fisik

o

. Pangkat

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah PK-BL U.

3) Ketditian;

: Kepemimpinan;

. Laki-laki atau perempuan;
: Minimal 45 tahun

. Sehat jasmani dan rohani;

: 1) Pembina TK.I;

2) Golongan 1V/b;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
pasa 32 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketika UNP
disetujui untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(PPK-BLU) maka struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2. Struktur Organisas UNP Setelah PK BLU
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Usulan struktur organisasi UNP setelah menerapan PK-BLU terdiri dari:

1.  Organ UNP terdiri atas:

a. Dewan Pengawas merupakan organ universitas yang mewakili kepen-
tingan pemerintah dan masyarakat yang bertanggung jawab kepada
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggidan/atau Menteri
Keuangan RI.

b. Senat Universitas adalah organ universitas yang menjalankan fungsi
memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor
dalam pelaksanaan otonomi di bidang akademik.

c. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah satuan pengawasan yang
dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pe-
laksanaan tugas unit kerjadi lingkungan universitas.

2. Pimpinan BLU adalah Rektor dan dibantu oleh empat Wakil Rektor yaitu
Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor 1), Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Umum dan Keuangan (Wakil Rektor I1), Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni (Wakil Rektor I11), dan Wakil Rektor Bidang
Kerjasama dan Sistem Informas (Wakil 1V).

Pejabat Pengelola Keuangan adalah Wakil Rektor 11
4. Pgabat Teknis, yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor adalah

para Dekan, Kepala UPT, Ketua lembaga, Direktur Pasca Sarjana, Kepala

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Kepala Biro Umum dan

Keuangan (BUK) dan Kepaa Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan

Masyarakat (BPK-HM).

Selain itu, untuk merealisasikan tujuan BLU, yaitu meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dengan menggunakan pengelolaan keuangan yang fleksibel
berdasarkan prinsip organisasi UNP akan mengadopsi konsep SADA (Sentra
Administrasi dan Desentralisas Akademik). Namun, struktur ini juga dimodi-
fikasi sedemikian rupa sehingga Fakultas dan Program Pascasarjana tetap mem-
peroleh akses wewenang. Wewenang yang dimiliki oleh Fakultas adalah we-
wenang yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan dan kemahasiswaan.
Pada model ini, administras perkuliahan, gedung perkuliahan, dan kemaha-

siswaan masi h didesentralisasikan ke Fakultas ataupun Program Pascasarjana.
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Rektor mengkoordinasikan Satuan Pengawasan Interna (SPI). Khususnya,
untuk penerapan implementasi otonomi, internal audit diperlukan karena begitu
rumitnya proses transformasi yang akan dihadapi UNP. SPI lebih terfokus pada
pengawasan pengelolaan keuangan. Tahapan implementasi otonomi pengelolaan
keuangan mengacu aturan PK-BLU universitas akan direncanakan dan dievaluasi
sertadiawas dengan baik oleh SPI.

Persyaratan untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas, Pimpinan BLU dan
Pejabat Teknis BLU disusun sesuai dengan kebutuhan keahlian dan tugas
tanggung jawab yang diembannya. Rincian uraian tugas dan tanggung jawab para
pejabat pokok setelah menjadi BLU serta syarat-syarat minimal untuk menduduki
jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

2.3. Uraian Tugas:
2.3.1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adal ah satuan fungsional bertugas melakukan pengawasan

PK-BLU diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Rl No. 109/PMK.05/ 2007.

a. Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BLU yang dilakukan oleh Pgabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan
Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggran, dan Peraturan
Perundang-undangan.

b. Dewan Pengawas berkewajiban:

1) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis
Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU.

2) Melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
Menteri Keuangan apabilaterjadi gejala menurunnyakinerja BLU;

3) Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan
saran kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan
Menteri Keuangan pada setigp masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaBLU;

4) Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan
pengelolaan BLU;
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5) Memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan
laporan kinerjaBLU kepada pejabat pengelolaBLU.

c. Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, dan Menteri Keuangan secara berkala
paling sedikit satu kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

2.3.2. Senat Universitas

Senat Universitas mempunyai tugas:

a.  Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
b. Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik.

2.3.3. Rektor
Rektor adalah pemimpin organ pengelola yang berfungsi melakukan penge-

lolaan universitas. Dalam melaksanakan tugasnya Rektor bertanggung jawab

kepada Menteri. Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan Rektor adalah

sebagal berikut:

a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;

b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan
pertimbangan senat;

Cc. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapatkan pertim-
bangan senat;

d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat
pertimbangan senat;

e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

f.  menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana
operasional);

h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di

bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang
melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik
berdasarkan rekomendasi senat;

menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan
pelanggaran sesual dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;

. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;

mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan sistem informasi managjemen berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma pergu-
ruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan
kealumnian;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan
tridharma kepada Menteri;

mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri;

membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, peme-
rintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan
masyarakat; dan

memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta
kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan
tinggi.

Sebagal pimpinan BLU, rektor berfungs sebagal penanggung jawab umum

operasional keuangan BLU dan mempunyal tugas sebagaimana diuraikan dalam
pasal 32 ayat (2) PP No. 23 tahun 2005 tentang pengel olaan keuangan BLU yaitu:

1
2.
3.

Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;

Menyiapkan RBA tahunan;

Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Rektor mel aksanakan tugasnya dibantu oleh empat orang wakil rektor, yaitu:
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2.34.

Wakil Rektor

1. Wakil Rektor | Bidang Akademik, mempunyal tugas.

a. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan penga

® o 0 T

jaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Mengidentifikasi berbagal strategi dan kebutuhan di bidang pendidikan;
Mengkoordinasikan evaluasi jaminan mutu pendidikan;

Mengidentifikasi pengembangan strategi kurikulum dan silabus;

Menjain hubungan dengan pihak luar universitas sehingga mengetahui
perkembangan terkini di bidang pendidikan;

Mengkoordinasi seluruh komponen di bidang pendidikan sehinggatercipta
lingkungan kerja yang kondusif;

Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang pen-
didikan;

Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan pendidikan
untuk selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi.

2. Wakil Rektor 11 Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Wakil rektor II mempunyai tugas:

a Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang

perencanaan dan keuangan.

Mengidentifikas dan menganalisis berbagai strategi dan kebutuhan di
bidang perencanaan dan keuangan.

Mengkoordinasikan selurun komponen di bidang Perencanan dan ke-
uangan sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang admi-
nistrasi keuangan.

Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan pendidikan
untuk selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi.
Membantu Rektor dalam kepemimpinan perencanaan, pengembangan dan
pembangunan kampus universitas yang moderen jangka panjang, me-

nengah dan pendek.
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Sebagal Pgabat Pengelola Keuangan BLU, WR |l bertugas sesuai dengan

amanat pasal 32 PP No. 23 tahun 2005 sebagai berikut:

a) Mengkoordinasikan penyusunan RBA.

b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU.

¢) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

d) Menyelenggarakan pengelolaan kas.

€) Melakukan pengelolaan utang piutang.

f) Menyusun kebijakan pengel olaan barang, asset tetap dan investasi BLU.

g) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.

h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

i) Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang admi-
nistrasi umum dan pembinaan SDM.

j) Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang administrasi
umum, dan SDM.

k) Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang adminsitrasi umum dan
SDM sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

|) Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang admi-
nistrasi umum dan SDM.

m)Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan pendidikan
untuk selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi.

n) Membantu rektor dalam kepemimpinan pengelolaan asset Negara sesuai
dengan asas dan manfaat.

0) Membantu rektor dalam kepemimpinan pengelolaan peningkatan penda

patan universitas melalui Business University.

3. Wakil Rektor |11 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Wakil Rektor 11 memiliki tugas:
a. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pem-
binaan, pelayanan kesg ahteraan mahasiswa dan pelayanan alumni;
b. Mengidentifikasi berbaga strategi dan kebutuhan di bidang kemahasis-

waan, dan hubungan alumni;
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c. Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang kemahasiswaan, dan hu-
bungan alumni sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif;

d. Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang kema-
hasiswaan, ketenagakerjaan, dan hubungan alumni;

e. Mendorong seluruh komponen yang berkepentingan dengan bidang kema-
hasiswaan, dan hubungan alumni untuk selalu adaptif terhadap perubahan
lingkungan pendidikan tinggi;

f.  Meningkatkan kesg ahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa;

i. Mengembangkan rencana strategis di bidang kemahasiswaan, jasa ketena-
gakerjaan, dan hubungan alumni.

j. Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang pengem-
bangan institusi dan kerjasama;

k. Menjalin hubungan dengan pihak luar universitas;

|. Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang pengembangan institusi
dan kerjasama;

m. Membuat dan mengel ola pengembangan institusi dan kerjasama;

n. Menjalin hubungan dengan pihak luar universitas;

0. Mengembangkan rencana strategis di bidang pengembangan institusi dan

kerjasama;

4. Wakil Rektor 1V Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
Wakil Rektor IV memiliki tugas:

a  Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ker-
jasama dan pengel olaan aset dengan berbagai pihak internal dan eksternal;

b. Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang kerjasama dan
sistem informasi;

c. Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang kerjasama dan sistem
informasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif;

d. Berpartisipas aktif dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan
kebijakan, tujuan dan rencana jangka pendek dan panjang bidang kerja

sama dan sistem informasi;
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e. Mengidentifikas berbagai strategi dan kebutuhan di bidang pengembang-
an institusi dan kerjasama;

f. Mengidentifikasi berbagai strategi dan kebutuhan di bidang pengem-
bangan ingtitusi dan kerjasama;

g. Mengkoordinasikan seluruh komponen di bidang pengembangan institus
dan kerjasama;

h. Membuat dan mengelola pengembangan institusi dan kerjasama;

i.  Mengembangkan rencana strategis di bidang pengembangan institusi dan

kerjasama;

2.34 Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas-tugas-sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;

b. Melakukan pengawasan internal terhadap pengel olaan pendidikan bidang non-
akademik;

c. Menyusun laporan hasil pengawasan internal;

d. Memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan
kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

e. Mengevaluasi kinerja tahunan unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan
program kerja tahunan dan rencana kerja dan belanja, yang selanjutnya

mel aporkan hasilnya pada Rektor.

235 Pegabat Teknis

Pegjabat Teknis terdiri dari Dekan, Kepala UPT, Ketua lembaga, Badan,
Direktur Pasca Sarjana, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK),
Kepaa Biro Umum dan Keuangan (BUK), Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama
dan Hubungan Masyarakat (BPK-HM).

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas Negeri Padang
yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur
di lingkungan Universitas Negeri Padang. Biro dipimpin oleh seorang Kepala
yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri
dari Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Kepala Biro Umum dan
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Keuangan (BUK), Kepaa Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat (BPK-HM).
1. Kepala Biro Umum dan Keuangan (BUK)

KepaaBiro Umum dan Keuangan (BUK) bertugas:

a

Menyusun rencana dan program kerja Biro sebagal pedoman pel aksanaan
tugas;

M el aksanakan kegiatan teknis sesuai menurut Rencana Bisnis dan
Anggaran; dan

Membagi tugas kepada kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai dengan
bidangnya;

Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk kelan-
caran pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pada kepala Bagian di lingkungan Biro dalam melak-
sanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

Membina bawahan di lingkungan Biro untuk meningkatkan kemampuan
dan disiplin kerja;

Menyelia pel aksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Biro agar sesual
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Mengevaluas pelaksanaan tugas Kepala Bagian untuk mengetahui perma-
salahan dan penanggulangannya;

Menila prestasi kerja Kepala Bagian di lingkungan Biro untuk bahan pem-
binaan karier;

Merumuskan saran aternatif di bidang pembinaan dan pengembangan ad-
ministras umum dan keuangan berdasarkan masukan dari Kepala Bagian
sebagal bahan penyusun kebijaksanaan;

Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi umum dan ke-
uangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Memeriksa dan meneliti rancangan penerimaan dan penggunaan anggaran;
Menelaah persyaratan akademik jenjang jabatan dosen untuk mengetahui
kelengkapan usul kenaikan jabatan akademik;

Melakukan verifikasi dokumen penagihan dan pembayaran;

Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
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Menyusun konsep penetapan angka kredit kenaikan jenjang jabatan dosen
Lektor ke bawah berdasarkan ketentuan berlaku untuk ditetapkan Rektor;
Meneliti dan merekomendasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran
universitas;

Menyusun laporan Biro berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai per-
tanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberukan oleh atasan.

2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)

KepaaBiro Akademik dan Kemahasiswa bertugas:

a

b.

Menyusun rencana dan program kerja Biro sebagai pedoman kerja;
Membagi tugas kepada kepala Bagian di lingkungan Biro sesuai dengan
bidangnya;

Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk ke-
lancaran pel aksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pada kepala Bagian dilingkungan Biro dalam melak-
sanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

Membina bawahan di lingkungan Biro untuk meningkatkan kemampuan
dan disiplin kerja bawahan;

Menyusun rancangan program dan program operasiona berdasarkan data
dan informas serta ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan kegiatan
universitas,

Merumuskan saran aternatif di bidang pembinaan dan pengembangan
administrasi akademik dan kemahasiswaan berdasarkan masukan dari
Kepala Bagian sebagai bahan penyusun kebijaksanaan atasan;

Menyusun kalender akademik berdasarkan data dan informasi dari fakultas
serta memo program koordinatif Rektor sebagai pedoman kegiatan aka-
demik;

Menganalisis informasi akademik dari fakultas sebagai bahan pembuatan
kebijaksanaan;
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j. Menyusun konsep naskah kerjasama dengan instans pemerintah dan
swasta berdasarkan data dan informasi serta ketentuan yang berlaku
sebagal bahan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;

k. Menyusun petunjuk teknis kegiatan akademik berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pel aksanaan kegiatan;

. Memantau pelaksanaan kegiatan akademik agar sesuai dengan kalender
akademik;

m. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan kemahasiswaan
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pel aksanaan tugas;

n. Menelaah konsep surat izin dan rekomendasi kegiatan kemahasisswaan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kebenarannya;

0. Menedaah daftar mahasiswa calon peserta pendidikan, seminar, pertan-
dingan olahraga dan lomba seni sesuai dengan lamaran dari instans terkait
untuk mengetahui kelengkapan persyaratan;

p. Menelaah daftar usul mahasiswa calon peserta program keteladanan, pene-
rima beasiswa dan ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui kelengkapan persyaratan;

g. Menyusun laporan Biro sesuai dengan hasil yang telah dicapa sebagai
pertanggungjawaban pel aksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan M asyar akat (BPK-HM)
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat bertugas:

a.  Memberi arahan kepada kepala Bagian di lingkungan Biro untuk kelan-
caran pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan kepala Bagian di lingkungan Biro Perencanaan dan
Kepagawaian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang
baik;

c. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Biro agar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menila prestas kerja Kepala Bagian di lingkungan Biro untuk bahan
pembinaan karier;
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Merumuskan saran aternatif di bidang pembinaan dan pengembangan
administrass umum dan kepegawaian berdasarkan masukan dari Kepala
Bagian sebagai bahan penyusun kebijaksanaan atasan;

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang admi-
nistras umum untuk kelancaran tugas;

Menelaah dan menyetujui usulan bawahan untuk dijadikan bahan penyu-
sunan kebijaksanaan teknis bahan masukan atasan;

Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi perencanaan dan
system informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berla-
ku sebagai pedoman kerja;

Menelaah dan menetapkan dan pengembangan administrasi perencanaan
dan sistem informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan rancangan kebijaksanaan pembinaan;
Menyusun materi pembinaan dan pengembangan administrasi perencanaan
dan sistem informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan rancangan kebijaksanaan pembinaan;
Menyusun laporan Biro sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai per-
tanggungjawaban pelaksanaan tugas,

2.3.6 Dekan

Dekan adalah penanggung jawab utama dalam memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga

kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Fakultas tugas:

a

-~ 0o o o T

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat padatingkat Fakultas;

M embina dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam lingkungan Fakultas;
Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri;
Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU pada lingkungan Fakultas;
Menyiapkan RBA tahunan Fakultas,

Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional BLU pada tingkat
Fakultas.
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2.3.7 Senat Fakultas
Senat Fakultas adalah menjalankan fungs pertimbangan dan pengawasan
akademik dan non akademik di tingkat fakultas;

2.3.8 Ketua Jurusan/Program Studi

Ketua Jurusan/program studi memiliki tugas:

a. Menyusun rencana teknis Kegiatan akademik pada tingkat jurusan/program
studi;

b. Melaksanakan kegiatan akademik di tingkat jurusan/program studi;

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan akademik kepada dekan.

2.3.9 Direktur Program Pascasarjana

Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas:

1. Menyusun rencanateknis Kegiatan akademik pada tingkat program studi;
2. Melaksanakan kegiatan akademik di tingkat program studi;

3. Mempertanggungjawabkan pel aksanaan kegiatan akademik kepada Rektor.

2.3.10 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (L P2M)

Ketua LP2M mempunyai tugas:

Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang penelitian dan pengabdian;

a. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;

b. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang penelitian dan
pengabdian masyarakat;

c. Meningkatkan relevansi program kegiatan penelitian dan pengabdian dengan
kebutuhan masyarakat;

d. Membantu masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan;

e. Meaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional dan
wilayah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik
dadam maupun luar negeri dalam bidang penelitian dan pengabdian

masyarakat.

2.3.11 Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
(LP2-PM)
Ketua LP2-PM mempunyai tugas:
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a

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pengembangan pembela
jaran, tenaga profesional, dan penjaminan mutu.

M el aksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pengembangan
pembel g aran, tenaga profesional, dan penjaminan mutu;

Meningkatkan relevansi program kegiatan pengembangan pembelgjaran,
tenaga profesional, dan penjaminan mutu;

Membantu masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan;
Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional dan
wilayah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik
dalam maupun luar negeri dalam bidang pengembangan pembelgjaran, tenaga

profesional, dan penjaminan mutu.

2.3.14. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari Perpustakaan, Bahasa, Pelayanan BK dan

Layanan Internasional .

1

Kepala UPT Pengembangan Teknologi dan Informas

Ketua UPT PTI mempunyai tugas:

a.  Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pengembangan teknologi

dan informasi akademik dan penunjang pel aksanaan layanan PK-BLU.

M el aksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pengembangan tek-
nologi dan informasi;

Meningkatkan relevansi program kegiatan pengembangan teknologi dan
informasi;

Membantu masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan;
Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional dan
wilayah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik
dalam maupun luar negeri dalam bidang pengembangan pengembangan

teknologi dan informasi.

TATA KELOLA 37



2. Kepala UPT Perpustakaan
Kepala UPT Perpustakaan mempunyal tugas.
a. Penyediaan dan pengelolaan sumber informasi;
b. Pemberian layanan dan pendayagunaan sumber informasi;
c. Pemeliharaan sumber informas;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Kewajiban K epala Perpustakaan sebagai pejabat teknis adalah:

a.  Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang perpustakaan;

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA,;

c. Mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidang perpustakaan.

3. Kepala UPT Balai Bahasa
Bala Bahasa memiliki tugas:
a. Mengadakan tes TOEFL, TOEIC, dan IELTS
b. Mengadakan pelatihan TOEFL, TOEIC, dan IELTS

4. Kepala UPT Pelayanan BK
Kepala UPT Pelayanan BK memiliki tugas:
a. Mengelola pelaksanaan kegiatan konseling bagi civitas akademika.
b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasaran yang berhubungan dengan
pel aksanaan kegiatan.
c. Melaporkan hasil kegiatan kepada rektor.

5. Kepala UPT Layanan Internasional
Kepala UPT Layanan Internasional memiliki tugas:
1. Merencanakan dan mengelola kerjasama luar negeri dengan berbagai
perguruan tinggi asing dan badan lainnya.
2. Merancang dan mengkgi draft MOU yang akan dilakukan dengan
berbagal perguruan tinggi asing serta badan lainnya.
3. Méaporkan hasil kegiatan kepada rektor.

6. Kepala UPT Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis
Ketua UPT PPB mempunyai tugas.
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a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan dan
pengembangan bisnis;

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;

c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pengelolaan dan
pengembangan bisnis;

d. Meningkatkan relevansi program kegiatan pengembangan pengelolaan
bisnis;

e. Membantu masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan;

f. Meaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional
dan wilayah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan
lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam bidang pengembangan

pusat bisnis.

2.4 Standar Kompetens

Standar kompetensi menjadi persyaratan yang penting untuk mendapatkan
SDM yang berkualitas. Pemenuhan SDM yang berkualitas harus sesua dengan
keahlian di bidang tugasnya (the right man on the right place). Standar kompe-
tens ini tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan sesuai dengan
perkembangan UNP dimasa yang akan datang, namun perkembangan organisasi
dan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas senantiasa mempertimbangkan
azaz efisiensi dan produktivitas. Pimpinan dan semua unsur pelaksana BLU di
UNP berkomitmen untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi tersebut.
Standar kompetenss SDM ditetapkan oleh rektor. Standar kompetensi masing
masing pejabat dan pengelola di lingkungan UNP sebagai berikut:

2.4.1 Dewan Pengawas
a.  Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

b. Pendidikan minimal S1;

c. Memiliki dedikas dan memahami masalah-masalah kegiatan BLU serta
mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas;

d. Mampu berbuat hukum;
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e. Tidak pernah menjadi direksi, komisaris, atau dewas yang mengakibatkan
badan usaha pailit;

f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

g. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang Akuntansi, keuangan negara
dan atau manajemen;

h.  Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang keuangan negara;

i.  Mempunya kemauan mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam
rangka menjamin kualitas hasil audit dan rekomendasi secara berkelanjutan;

2.4.2 Rektor

a.  Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esg;

b. Berusamaksimal 61 tahun;

c. Berijazah Strata Tiga (S3);

d. Memiliki jiwakepemimpinan;

e. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala, diutama-
kan Guru Besar;

f.  Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu rektor/ Dekan/Kepala
Pusat/Pembantu dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/
universitas;

g. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;

h. Bersediadicaonkan menjadi Rektor secaratertulis;

i.  Memiliki visi, misi dan program kerjayang jelas,

j. Memiliki kemampuan dalam membuat rencana bisnis;

k. Memiliki integritas dan kejujuran serta komitmen dalam menjalankan BLU;

Memiliki kemauan meningkatkan kinerja universitas dengan segenap civitas
akademika.

2.4.3 Wakil Rektor

a

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;
Berusiamaksimal 61 tahun;

Minimal berijazah Strata dua (S2);

Memiliki jiwa kepemimpinan;
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Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Pembantu rektor/Dekan/Kepala
Pusat/Pembantu dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang
setara dengan jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/
universitas,

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
Memiliki kemauan meningkatkan kinerja universitas dengan segenap civitas
akademika.

2.4.4 Satuan Pengawasan | nternal

2 o T @

> @ -

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

Berijazah minimal S1 Ekonomi bidang Akuntansi;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan;

Menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat | (I11/d) atau satu tingkat di
bawahnya;

Memiliki satu atau lebih kompetens dibidang auditing, teknis pelaksanaan
dan pelaporan anggaran, pengelolaan asset, pengelolaan kepegawaian, dan
mana emen organisasi;

Usiamaksimum saat diusulkan 54 tahun,

Mempunyai sertifikat auditor;

Mampu mengoperasikan komputer (minimal MS Word dan Excel);

Mampu bekerja secara efektif dengan beragam orang;

Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip audit;

Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur audit universitas;

Mampu mengembangkan, merencanakan dan mengimplementasikan sasaran
jangka pendek dan panjang audit;

Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan rencana dan jadwal
audit dengan baik;

Mampu mengawasi dan melatih staf auditor termasuk mengorganisir prioritas
dan jadwal kerja;

Mengetahui proses pengendalian dan persyaratan dokumentasi secara hukum;
Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;
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Mampu menyediakan panduan teknis pengauditan;

Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan
dan menerapkan strategi audit;

Mengetahui prinsip dan prosedur masalah penganggaran, estimasi biaya dan

manajemen biaya.

2.4.5 Penjaminan Mutu Internal

a

b.

C.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Minimal berijazah Strata 2 (S2) ;

Menduduki pangkat/golongan Pembina Tingkat | (1V/a) atau satu tingkat di
bawahnya;

Mampu bekerja secara ef ektif dengan beragam orang;

Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip penetapan standar penjaminan
mutu;

Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur monitoring dan evaluasi untuk
universitas,

Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan rencana monitoring
dan evauas dengan baik;

Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;

Mampu menyediakan panduan standar dan monitoring dan evaluasi internal;

Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan

dan menerapkan strategi penjaminan mutu;

2.4.6. Kepala Biro

a.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan

1) Pendidikan Formal : S-2
2) Kursus/ Pelatihan : - Mangemen
- Diklatpim [1

3) Pengadaman dibidang: Kepaa Bagian di lingkungan Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan selama4 tahun
4) Bakat : 1) Intelegensia;
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2) Verbd,
3) Ketelitian.

5  Kemampuan Khusus: Kepemimpinan;

6) JenisKelamin : Laki-laki atau perempuan;
7))  Umur : minimal 45 tahun
8) Syarat Kondis Fisik : Sehat jasmani dan rohani;
9) Pangkat . 1). PembinaTk.I;

2). Golongan 1V/b;
b. Biro Umum dan Keuangan

1) Pendidikan Formal : S-2
2) Kursug/Pelatihan  : 1. Diklatpim Il

2. Administrasi Umum dan Keuangan

3) Pengaaman bidang : Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan selama 5

tahun;
4) Bakat : 1) Intelegensia;

2) Verba;

3) Ketelitian;
5)  Kemampuan khusus : Kepemimpinan,
6) Jeniskelamin . Laki-laki atau perempuan;
7 Umur : minimal 45 tahun
8) Syarat kondisi fisk : Sehat jasmani dan rohani;
9) Pangkat : 1). Pembina Tk.I;

2). Golongan IV/b;

c. BiroPerencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPK-HM)

1) Pendidikan Forma : S-2
2) Kursus/Pelatihan  : 1. Diklatpim |1

2. Perencanaan dan system informas

3) Pengalaman bidang : Pengelolaan administras perencanaan dan sistem
informasi selama5 tahun;
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4)

5)

Bakat : 1) Intelegensia;
2) Verbd,
3) Ketdlitian;

Kemampuan khusus: Kepemimpinan;

6.) Jeniskelamin . Laki-laki atau perempuan;

7)
8)

9)

148

Umur : minimal 45 tahun
Syarat Kondisi Fisik: Sehat jasmani dan rohani;
Pangkat : 1). PembinaTk.l;
2). Golongan IV/b;
Dekan

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Umur maksimal 61 tahun;

Pendidikan minimal S2;

Jabatan Lektor Kepala;

Mampu berbahasa Inggeris Aktif;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Kepala Pusat/Pembantu
Dekan/Ketua Program Studi atau jabatan struktural yang setara dengan
jabatan-jabatan tersebut, bailk di luar maupun di dalam institut/
universitas,

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan
dokter;

Memiliki kemauan meningkatkan kinerja fakultas dengan segenap civitas
akademika

Pembantu Dekan

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esg;
b. Umur maksimal 61 tahun;
c. Pendidikan minimal S2;
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1.4.10 Di
a.

b
C.
d.
e

Jabatan Lektor 300;

Mampu berbahasa Inggeris Aktif;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Kepala Pusa/Ketua
Program Studi/jurusan atau jabatan struktural yang setara dengan
jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/
universitas,

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan
dokter;

Memiliki kemauan meningkatkan kinerja fakultas dengan segenap

civitas akademika.

rusan/program studi

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Umur maksimal 61 tahun;

Pendidikan minimal S2;

Jabatan Lektor 300;

Mampu berbahasa Inggeris Aktif;

Pernah memangku jabatan tambahan seperti Kepala Pusat/Ketua
Program Studi/jurusan atau jabatan struktural yang setara dengan
jabatan-jabatan tersebut, baik di luar maupun di dalam institut/
universitas;

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan
dokter;

Memiliki kemauan meningkatkan kinerja fakultas dengan segenap

civitas akademika.

rektur Pasca Sarjana
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berumur maksimal 61 tahun saat diusulkan;

Memiliki kualifikas pendidikan minimal S3;
Telah menduduki jabatan Lektor Kepala;
Mampu berbahasa Inggeris aktif.
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1.4.11 Asisten Direktur Bidang Akademik

a

b
C.
d.
e

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berumur maksimal 61 tahun pada saat diusulkan;

Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3;
Telah menduduki jabatan Lektor Kepala;
Mampu berbahasa Inggeris aktif.

1.4.12 Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

a

b
Cc
d.
e

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berumur maksimal 61 tahun pada saat diusulkan;

Memiliki kualifikas pendidikan minimal S3;
Telah menduduki jabatan Lektor Kepala;
Mampu berbahasa Inggeris aktif.

1.4.13 Ketua Lembaga

a

b
C.
d.
e
f

g.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berstatus PNS dari unsur staf pengajar (dosen);

Memiliki kualifikasi pendidikan S2;

Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

Umur maksimal 56 tahun;

Telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala (1V/b);
Mampu berbahasa Inggeris aktif.

1.4.14 SekretarisLembaga

a

a.

b
C.
d.
e
f

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berstatus PNS;

Memiliki kualifikasi pendidikan S2;

Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

Umur maksimal 56 tahun;

Telah menduduki jabatan fungsiona Lektor Kepala (1V/b);
Mampu berbahasa Inggeris aktif.
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1.4.15 Kepala UPT Perpustakaan

a
b
C.
d.
e
f

g.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

. Berstatus PNS;

Memiliki kualifikasi pendidikan S2 (K epustakaaan);
Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

. Sehat jasmani dan rohani;

Berpengalaman dibidang manajemen minimal satu tahun;
Umur maksimal 56 tahun;

1.4.16 Kepala UPT Bahasa

a

-~ ® o o T

5 @

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;
Berstatus PNS;

Memiliki kualifikasi pendidikan S2 Bahasa Inggris;
Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

Sehat jasmani dan rohani;

Berpengal aman dibidang mangemen minimal satu tahun;
Umur maksimal 56 tahun;

Memiliki skor TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6.

1.4.17 Kepala UPT Pelayanan BK

a

5«

-~ ® o o T

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esg;

Berstatus PNS;

Memiliki kualifikasi pendidikan S2;

Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

Sehat jasmani dan rohani;

Berpengal aman dibidang mangemen minimal satu tahun;

Umur maksimal 56 tahun;

Telah menduduki jabatan fungsional Lektor angka kredit 300 (111/d).

1.4.18 Kepala UPT Layananan Internasional

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

b.

Berstatus PNS;
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Memiliki kualifikasi pendidikan S2;
Memiliki kompetens jabatan yang diperlukan;

Sehat jasmani dan rohani;

- 0o o 0

Berpengalaman dibidang manajemen minimal satu tahun;
Umur maksimal 56 tahun;
Telah menduduki jabatan fungsional Lektor angka kredit 300 (111/d).

5 @

1.4.19 Kepala UPT Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

b. Berstatus PNS,

c. Memiliki kuaifikasi pendidikan S2;

d. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Berpengaaman dibidang manaemen minimal satu tahun;
g. Umur maksimal 56 tahun;

2.4. Prosedur Kerja

Prosedur kerja merupakan tahapan pekerjaan dalam melaksanakan suatu
kegiatan. Prosedur kerja di tiap kegiatan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan di UNP. Prosedur kerja didokumentasikan dalam
suatu dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang antara lain memuat
SOP dari aspek layanan, aspek pengelolaan keuangan. SOP ini telah disosiali-
sasikan dan diimplimentasikan di setiap Fakultas dan Unit Kerja.

Dengan adanya SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses setiap kegiatan
layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat
meningkatkan kinerja UNP secara keseluruhan. SOP secara lengkap dari masing-
masing unit kerja terdiri atas 122 SOP layanan yang dikemas dalam 2 (dua) buku
(terlampir). Kemudian, SOP keuangan terdiri dari 5 buku yaitu SOP Pengelolaan
Kas, SOP Pengelolaan Piutang, SOP Pengelolaan Utang, SOP Pengadaan Barang
dan Jasa, dan SOP Pengelolaan barang dan Inventaris.
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2.4.1 Prosedur KerjaLayanan

Prosedur kerjalayanan di setiap satuan kerja terdiri 122 SOP dengan rincian
62 prosedur pokok (PPK), 45 prosedur pendukung (PPD) dan 13 prosedur
peningkatan (PPE). Secararinci uraian masing-masing prosedur dapat dilihat pada
tabel di bawahini.

1.1 Prosedur Pokok (PPK)

PPK-01 : PELAKSANAAN PENELITIAN DANA DIPA DAN NON DIPA
PPK-02 : PELAKSANAAN PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR
PPK-03 : PELAKSANAAN PENERBITAN KARYA ILMIAH

PPK-04 : PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PPK-05 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPROGRAM

PPK-06 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSIDENTAL

PPK-07 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALAUI KERJASAMA
PPK-08 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KULIAH KERJA NYATA

PPK-09 : PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU

PPK-10 : PENGUSULAN MENDAPATKAN BANTUAN BEASISWA STUDI S2/S3 KE LUAR
NEGERI YANG DIBIAYAI DEPDIKNAS

PPK-11 : PENERBITAN SURAT IZIN

PPK-12 : PENERBITAN SURAT KETERANGAN MAHASISWA

PPK-13 : PENGAMBILAN IJAZAH PENERIMA TID DAN BEASISWA P3DK
PPK-14 : PENGGUNAAN RUANG KULIAH UNP

PPK-15 : PEMBERIAN BEASISWA

PPK-16 : PENULISAN PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA

PPK-17 : MONITORING DAN REKAPITULASI PERKULIAHAN

PPK-18 : PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK

PPK-19 : SURAT PENUGASAN KEMBALI

PPK-20 : PENGEMBANGAN MINAT BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA
PPK-21 : PENEMPELAN JADWAL KULIAH PADA RUANG KULIAH UNP
PPK-22 : MONITORING PEMANFAATAN PEMAKAIAN RUANG KULIAH UNP
PPK-23 : PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

PPK-24 : PENETAPAN CALON WISUDAWAN-WATI

PPK-25 : PELAKSANAAN UPACARA WISUDA

PPK-26 : PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SANKSI
AKADEMIK
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PPK-27
PPK-28
PPK-29
PPK-30
PPK-31
PPK-32
PPK-33
PPK-34
PPK-35
PPK-36
PPK-37
PPK-38
PPK-39
PPK-40
PPK-41
PPK-42
PPK-43
PPK-44
PPK-45
PPK-46
PPK-47
PPK-48
PPK-49
PPK-50
PPK-51
PPK-52
PPK-53
PPK-54
PPK-55
PPK-56
PPK-57
PPK-58

PPK-59

PPK-60
PPK-61
PPK-62

HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HUMAS, KEPROTOKOLAN DAN PIDATO PIMPINAN

MENGUMPUL, MENGOLAH DAN MENGANALISIS KETATAUSAHAAN
PELAYANAN URUSAN PERSURATAN

PENGELOLAAN URUSAN KEARSIPAN

PELAYANAN REPRODUKSI DAN REPROGRAFI

PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN UNP
PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN UNP
PENGELOLAAN KEAMANAN KAMPUS UNIV. NEGERI PADANG
PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN

PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN

PENERBITAN SK KENAIKAN PANGKAT

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN BARU
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN KETENAGAAN (FORMASI)
PENGUSULAN PENSIUN DOSEN

PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA GAJI PNS

PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DANA PNBP
PROSEDUR PENGELOLAAN PENGELUARAN-PENCAIRAN DANA DIPA UNP
PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN SAI MELALUI SIMKEU
MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENYUSUNAN RKA-KL

PENYUSUNAN REVISI RKA-KL

PENGADAAN BAHAN PUSTAKA

PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

PERAWATAN BAHAN PUSTAKA

LAYANAN PEMAKAI

PENGELOLAAN JARINGAN KOMPUTER

PEMBUATAN EMAIL

PEMELIHARAAN DAN UPDATE INFORMASI WEBSITE
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PPLK UNP

PELAKSANAAN UJIAN TOEFL, TOEIC DAN LETS BAGI MAHASISWA S1, S2, S3
DAN MASYARAKAT UMUM

PELAKSANAAN PELATIHAN TOEFL, TOEIC, IELTS, ESP, GENERAL ENGLISH BAGI
MAHASISWA S1, S2, S3 DAN MASYARAKAT UMUM

PELAKSANAAN PELATIHAN EFC
PELAYANAN KESEHATAN UMUM
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
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1.2 Prosedur Pendukung (PPD)

PPD-01
PPD-02
PPD-03
PPD-04
PPD-05
PPD-06
PPD-07
PPD-08

PPD-09
PPD-10
PPD-11
PPD-12
PPD-13
PPD-14
PPD-15
PPD-16
PPD-17
PPD-18

PPD-19
PPD-20
PPD-21
PPD-22
PPD-23
PPD-24
PPD-25
PPD-26
PPD-27
PPD-28

PPD-29
PPD-30
PPD-31
PPD-32
PPD-33

PENGELOLAAN RUANG BACA LEMBAGA PENELITIAN

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA PENELITIAN
PENGELOLAAN KERJASAMA

PENERBITAN ABSTRAK

JURNAL ILMIAH SULUAH BENDANG

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGABDIAAN KEPADA MASYARAKAT
INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA

PENDAFTARAN, PENGELUARAN, DAN PENYIMPANAN BARANG DI GUDANG UHTP
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PENGELOLAAN RUMAH DINAS UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PENGADAAN BARANG DILINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA

PENERBITAN SK DOSEN LUAR BIASA

PELAKSANAAN PENGUKUHAN GURU BESAR

PELAKSANAAN STUDI LANJUT

PROSEDUR PENGELOLAAN LEMBUR TAHUNAN PNS

PROSEDUR PENGELOLAAN GAJI KE 13

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENGHENTIAN PEMBAYARAN

PROSEDUR PENGELOLAAN HONORARIUM TENAGA PENGAJAR LUAR BIASA
UNP

PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TUNJANGAN PROFESI DOSEN
PROSEDUR PENERBITAN SPM

PENGELOLAAN SITE VISITE

PENYUSUNAN RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA

MONEV PROGRAM DAN ANGGARAN

PELAYANAN INFORMASI DAN MANAJEMEN

PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI
PENYUSUNAN LAKIP

PENGHIMPUNAN SUMBER INFORMASI

DAFTAR TAMBAHAN BUKU BARU DAN DAFTAR KOLEKSI KARYA ILMIAH SIVITAS
AKADEMIKA UNP

STOCK OPNAME

PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA

ALIH MEDIA

PENJAJARAN BAHAN PUSTAKA

SISTEM PENGAMANAN BAHAN PUSTAKA (SECURITY SYSTEM)
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PPD-34 : LAYANAN BEBAS PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA

PPD-35 : SANKSI PELANGGARAN PERPUSTAKAAN

PPD-36 : KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN

PPD-37 : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PPD-38 : PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

PPD-39 : PEMBERIAN IZIN/CUTI

PPD-40 : PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

PPD-41 : PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

PPD-42 : PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PPD-43 : PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN KAMPUS
PPD-44 : PENGELOLAAN KEAMANAN PERPUSTAKAAN

PPD-45 : LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM DINAS

1.3 PROSEDUR PENINGKATAN (PPE)

PPE-01 : PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA
PPE-02 : PENGELOLAAN RAPAT-RAPAT DINAS
PPE-03 : PENGENDALIAN REKAMAN

PPE-04 : AUDIT INTERNAL

PPE-05 : EVALUASIDIRI

PPE-06 : PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
PPE-07 : TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
PPE-08 : PENILAIAN KINERJA SDM

PPE-09 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PPE-10 : PENGUKURAN KEPUASAN SDM

PPE-11 : PEMBERDAYAAN SDM

PPE-12 : KEPUASAN MAHASISWA

PPE-13 : TINJAUAN MANAJEMEN

2.4.2 Prosedur Kerja Keuangan Sesuai PKBLU

Pelaksanaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) Universitas
Negeri Padang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 mengenai Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang BLU. Untuk menunjang
pelaksanaan prosedur kerja keuangan BLU yang transparan dan akuntabel maka
disusun 5 (lima) SOP keuangan yaitu:
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1. SOP Pengelolaan Kas

2. SOP Pengelolaan Piutang

3. SOP Pengelolaan Utang

4.  SOP Pengadaan Barang dan Jasa (sesuai Perpres Nomor 2012)

5.  SOP Pengelolaan barang dan Inventaris (sesua PMK 2011)
Penjelasan:

1. Dokumen perencanaan (DIPA/Revis DIPA), dokumen transaks anggaran
(SSBP, SPM dan SP2D) diinput di Bagian Keuangan dalam aplikas Sistem
Akuntans Instansi (SAl).

2. Proses posting ke buku besar/General Ledger.

3. Setiap bulan, Bagian Keuangan pada Biro BAUK Universitas Negeri Padang
mencetak Laporan Realisass Anggaran dan Neraca untuk disampaikan ke
KPPN beserta ADK sebagal bahan rekonsilias dengan KPPN. Apabila data
SAI (data Universitas Negeri Padang) dan SAU (data KPPN) telah sama, maka
KPPN menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Apabila data SAl dan
SAU tidak sama, maka baik Universitas Negeri Padang maupun KPPN
melakukan pengecekan kembali.

4. Setiap triwulan, Universitas Negeri Padang menyusun laporan keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK), serta menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan
Menteri Keuangan.

5. Setiap semester, Universitas Negeri Padang menyusun |aporan keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisass Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK), serta menyampakannya kepada Menteri Pendidikan
Nasional dan Menteri Keuangan.

6. Menteri Pendidikan Nasional membuat kompilasi seluruh LK satker di lingkup
Kemendiknas dan menyampaikan LK hasil kompilasi kepada Menteri

Keuangan, disertai dengan ADK sebagal bahan rekonsiliasi tingkat KL.
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7. Menteri Keuangan membuat kompilasi LK BLU dan membuat ikhtisar LK
BLU dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penjelasan:

1. Semua PNBP dan Belanja yang bersumber dari PNBP BLU diadministrasikan
secaratertib dan bukti transaksi di simpan oleh Universitas Negeri Padang.

2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, baik rutin, swakelola dan kontraktual
yang bersumber dana PNBP, Pelaksana kegiatan (Pgjabat Pembuat Komitmen/
PPK) Universitas Negeri Padang menyampaikan Surat Perintah Pembayaran
intern (SPPi) kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM).

3. PP SPM melakukan pengujian secara substansif dan forma atas SPPi yang
gukan. Setelah SPPi yang gukan memenuhi syarat subtansif dan formal, PP
SPM menerbitkan SPMi.

4. SPMi digukan kepada KPA melalui Bendahara Penerimaan untuk dimintakan
pembayaran/pencairan dana. Bendahara melakukan pengecekan dengan keter-
sediaan alokasi dana dan data lainnya sesuai dengan RBA dan DIPA.

5. KPA melakukan pengecekan SPM yang gjukan. SPM yang telah disetujui oleh
KPA untuk dilakukan pembayaran diterbitkan SP2D.

6. Selambat-lambatnya sebelum triwulan berkenaan berakhir, KPA Universitas
Negeri Padang mengkompilasi seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber
dana PNBP. Kemudian menyampaikan SP3B BLU kepada KPPN, atas usulan
SP3B BLU tersebut, KPPN menerbitan SP2B BLU.

7. SP3B BLU dan SP2B BLU merupakan salah satu dokumen sumber untuk

diinput dalam sistem akuntansi keuangan.

2.6. Keter sediaan dan Pengembangan SDM

2.6.1. Ketersediaan SDM
Ketersediaan sumber daya manusia dapat dilihat perkembangan dari tahun
ke tahun berdasarkan pendidikan, kualifikas pendidikan, golongan fungs
dan proyeks setelah PK-BLU.
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2.6.2 Kondisi SDM saat ini
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UNP saat ini berdasarkan tenaga
pendidik berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat dalam Tabel 2.6.1.

Tabd 2.6.1
Kualifikas Pendidik Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
NO KUALIFIKASI PNS NON-PNS JUMLAH
1 | Doktor (S3) 192 - 192
2 | Magister (S2) 677 43 720
3 | Sajana(S1) 59 - 59
JUMLAH 928 43 971

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik (dosen) dengan status
PNS sebagian besar berpendidikan strata 2 (S2) yaitu 73,41%. Hal ini berarti
bahwa secara aturan atau menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen dapat disimpulkan bahwa dosen telah memenunhi
syarat minimal dosen yang berhak mendapatkan sertifikat profesi pada
perguruan tinggi. Selain itu, dosen berkualifikas S2 sangat potensial untuk
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Sedangkan, dosen yang berkua-
lifikasi akademik strata 1 (S1) 7,46% sebagian besar dosen yang berkualifikas

S1 merupakan dosen senior yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.6.2
Kualifikas Jabatan PNS Berdasarkan Fungsional Tahun 2014
NO KUALIFIKASI JUMLAH
1 Guru Besar/Profesor 49
2. Lektor Kepala 331
3. Lektor 326
4, Asisten Ahli 175
5. Belum Fungsional 91
6 Staf Pengajar (Non PNS) 43
JUMLAH 971

Berdasarkan kualifikas jabatan berdasarkan fungsional sebagian besar
atau 72,5% dosen telah memiliki jabatan fungsional lektor ke atas. Sedangkan,
dosen dengan jabatan Asisten Ahli dan belum fungsional sekitar 28,5% dosen.
Hal ini dikarenakan adanya penambahan dosen baru sehingga masih dalam
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tahap pengurusan jabatan fungsional dan sebagainya. Disamping itu, 4,19%
merupakan dosen non-PNS yang siap untuk membantu menjalankan tugas

fungsional atau tri dharma perguruan tinggi.

Tabe 2.6.3
Tenaga K ependidikan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
Jumlah
No Tingkat Pendidikan Jumlah
PNS NON-PNS

1. S3 1 0 1
2. S2 47 47
3. S1 173 1 174
4, Diploma 102 100 202
5. | SMA 204 256 460
6. | SMP 8 0 8
7. | SD 10 0 10

JUMLAH 499 257 892

Berdasarkan Tabel 2.6.3 menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di
UNP lebih dominan tamat Diploma dan sarjana meskipun ada sebagian kecil
yang berpendidikan SMA ke bawah. Khusus untuk lulusan SD dan SMP me-

rupakan tenaga kependidikan yang senior dan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.6.4

Tenaga Kependidikan PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2014
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 34
2. Golongan I11 271
3. Golongan |1 133
4, Golongan | 7
5. Non PNS 275

JUMLAH 720

Berdasarkan Tabel 2.6.4 menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di
UNP lebih dominan telah bergolongan Il dan 11l. Golongan | hanya sebesar
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2,94% dan Golongan 1V 5,51%.

Tabel 2.6.5
Tenaga Kependidikan PNS Berdasarkan Fungsi
Tahun 2014
No Fungs Jumlah

1 Struktural 71
2 Pranata Komputer 1
3 Laboran 21
4 Arsiparis 12
5 Pranata Humas 1
6 Pustakawan 36
7 Fungsional Umum 572
8 Pengembangan Teknologi Pendidikan 1

JUMLAH 720

Berdasarkan Tabel 2.6.5 menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di
UNP lebih dominan ditempatkan pada bagian fungsional umum yaitu sebesar
79,44%. Kemudian, sebesar 9,86% ditempatkan bagian jabatan struktural
mulai kepala sub bagian (kasubag) sampai dengan kepaaBiro.

Tabel 2.6.6
Proyeks SDM Tahun 2014 s.d. 2018
No. Jenis Pendidikan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
A. | Tenaga Pendidik
1. StrataTiga(S3) 201] 250] 320 385| 402
2. StrataDua(S2) 795 853 790 765 798
3. Strata Satu (S1) 25 0 0 0 0
JUMLAH 1021 | 1103| 1110| 1150 21200
B. | Tenaga Kependidikan
1. StrataTiga(S3) 1 2 2 3 3
2. StrataDua(S2) 50 55 60 65 70
3. Strata Satu (S1) 236 255 300 312 327
4. Diploma 160 170 215 235 250
5. SLTA 300 250 190 185 180
6. SLTP 5 3 1 0 0
7. SD 8 5 2 0 0
JUMLAH 760 740 770 800 830

Berdasarkan Tabel 2.6.6 dapat diproyeksikan kebutuhan SDM hingga
tahun 2018 dengan mempedomani berbaga kebijakan dan analisis kebutuhan

sumberdaya institus sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan
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Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.6.2 Rencana Pengembangan SDM

Upaya-upaya yang diperlukan melaksanakan tujuan organisasi berdasarkan
kebijakan yang telah disusun dan disepakati. Dalam konteks rencana strategis
pengembangan dosen, dilakukan kalkulasi untuk mendapatkan proyeks rekrut-
men, studi lanjut dosen, dan promosi profesor untuk setiap jurusan dan Fakultas
pada periode 5 tahun mendatang. Di samping upaya peningkatan kualifikasi pen-
didikan, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui berbagai
DIKLAT baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kondis saat
ini pada tahun 2014 merupakan kondisi baseline yang dijadikan awal sekaligus

tolok ukur dalam pencapaian periode perencanaan strategis sampai dengan 2018.

2.6.3 Rencana Program

a.  Merekrut dosen mengacu pada formasiyang tersedia dan kebutuhan masing-
masing program studi dan unit pelayanan mahasiswa melalui seleksi yang
ketak berkenaan dengan kualifikasi akademik dan kemampuan profesional
sebagai dosen. Kualifikass minima calon dosen berpebdidikan S2 atau
bersedia langsung melanjutkan studi ke jenjang S2.

b. Memfasilitas dosen-dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik mereka,
melalui studi pada program pendidikan pascasarjana, baik di dalam maupun
di luar UNP.

c. Memfaslitass dosen dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui kemudahan dalam penyusunan proposal, akses
terhadap sasaran kegiatan serta sumber pembiayaan, penulisan laporan, serta
pemanfaatan hasil kegiatan lebih lanjut, sampai dengan diperolehnya Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

d. Mewujudkan adanyajurnal terakdreditasi, buku teks, dan penyediaan biaya.

e. Menyelenggarakan promos bagi dosen sesuai dengan hak kepentingan/
jabatannya.

f.  Mengikutsertakan dosen pada seminar-seminar sesuai keahlian, baik tingkat

nasional maupun internasional.
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g. Memfaslitas dosen-dosen yang bergelar Doktor (S3) untuk pencepatan
kenalkan pangkat menjadi guru besar melalui fasilitas penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan penulisan artkel padajurnal terakreditasi.

h. Memfasilitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti berbagai
DIKLAT yang terkait dengan peningkatan kompetens yang harus dimiliki.

2.6.4 Pola Rekrutmen Pegawai

Pel aksanaan rekrutmen didasarkan kepada kebijakan rekrutmen dosen baru
di tingkat Universitas dan mengacu pada pasal 45 UU No 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. Aturan tersebut menyatakan bahwa dosen wajib memiliki
kualifikas akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,
dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyarakatkan Satuan Pendidikan Tinggi
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendi-
dikan nasional. Selanjutnya, pasal 46 ayat 1 pada UU tersebut menyatakan bahwa
kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasa 45 diperoleh
melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan
bidang keahlian. Sistem dan mekanisme rekrutmen dosen harus memperhatikan
persyaratan pada kedua pasal terbut. Jika dihubungkan dengan keharusan semua
dosen sudah memiliki kualifikast S2 pada tahun 2015, maka mulai tahun 2013
diproyeksikan tidak ada lagi rekrutmen dosen yang berijazah S1. Rekrutmen akan
dilaksanakan untuk calon dosen dengan kualifikasi S2/S3.

Khusus untuk rekrutmen pegawai PNS mengacu pada Undang-undang
Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara nasional penerimaan PNS
dilakukan secara terpusat sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh
kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Mempan-
RB). Peran pimpinan perguruan tinggi sebatas mengusulkan kebutuhan pegawai

berdasarkan analisis pekerjaan (job analysis).

2.6.5 Prosedur Rekrutmen Pegawai Baru Non PNS.

Secara sederhana alur penerimaan pegawa Non PNS selingkungan Univer-
sitas Negeri Padang dapat dilihat pada Gambar 3. Secara umum, kebutuhan setiap
satuan kerja (satker) diusulkan kebagian kepegawaian tingkat Fakultas atau Wakil
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Dekan 2 bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian. Berdasarkan hasil analisis
pekerjaan (job analysis) di tingkat Fakultas menghasilkan formas yang akan
diusulkan ke Rektor. Berdasarkan persetujuan Rektor maka formasi yang dibuka
diumumkan ke masyarakat melalui website www.unp.ac.id atau papan pengu-
muman dilingkungan kampus. Selanjutnya, pelamar mengikut prosedur dan jad-
wal yang diumumkan oleh panitia penerimaan calon pegawa non PNS. Secara
sederhana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Analisis Kebutuhan (Job Analysis)
untuk Formasi Pegawai Non PNS
v

Pengumuman Formasi
Penerimaan

v
Pendaftaran Calon
Pegawai Non PNS

v
Seleks Tertulis dan
Wawancara

v

Pengumuman hasil
Seleksi

v
Kesediaan Menjadi
Pegawai non PNS
v

Penetapan SK Rektor
untuk Pegawai Non-PNS

Gambar 3. Alur Penerimaan Pegawai Non PNS
Fakultas/Unit:
1. Mengagjukan usulan permintaan pegawal baru Non PNS ke Rektor;
2. Melakukan test substantif /wawancara;
3. Menerimanama-nama pegawal baru lulus seleksi;
Rektor:

1. Menerimasurat permintaan pegawai baru non PNS dari Fakultas/Unit
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Mengkaji surat usulan permintaan bersasma PR |, PR 11 dan PR 111 dan
Dekan

3. Menetapkan formasi yang tersedia

Mengkaji hasil Test Substantif dan TPA serta Psikologi bersamaPR I,
PR 1l dan PR 111 dan Dekan
Mengumumkan hasil test TPA

6. Mengumumkan hasil test substantif

WRII:

o g b~ W DN

BUK:

Lo

Memantau penyel enggaran penerimaan pegawai baru Non PNS

Menerimaformas Pegawai Baru Non PNS dari Rektor

Membentuk Panitia penyelenggara penerimaan pegawai baru Non PNS
Mengumumkan penerimaan pegawai baru Non PNS

Mengirimkan hasil test TPA kepada UPBK

Mengirimkan peserta test substantive kepada fakultas/unit

Memonitor kegiatan panitia penerimaan pegawai baru Non PNS

Mengkoordinir kerja panitia penerima pegawal baru Non PNS

2. Menyelenggarakan seleks penerimaan

Bagian
1.

4.

Mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan pegawai
baru Non PNS

K epegawaian:

Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan
penerimaan pegawai baru Non PNS

M endokumentasikan surat-surat yang berkaitan dengan penerimaan
pegawai Non PNS

Mengatur teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan pegawai baru Non
PNS

Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit-unit terkait

Pelayanan BK:

1
2.
3.

M enerima nama-nama peserta test psikologi
Melakukan tes psikologi
Menyerahkan hasil test psikologi kepada PR |1
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BAB |11
AKUNTABILITASDAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas dan transparansi merupakan instrumen pertanggungjawaban
atau pengukuran kinerja instansi pemerintah berupa kinerja layanan maupun
kinerja keuangan kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian akun-
tabilitas dan transparans menyangkut pertanggungjawaban kepada dua arah yang
vertikal kepada atasan dan horizontal kepada masyarakat dan stakeholder.

Pelaksanaan Akuntabilitas dan transparansi arah vertikal merupakan per-
tanggung jawaban lembaga dan keterbukaan atas sumber daya dan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan. Sedangkan, akuntabilitas dan
transparansi secara horizontal menyangkut pertanggungjawaban kepada
masyarakat atau publik, khususnya peserta didik dan stakeholder.

Agar pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dapat ditegakkan dengan
baik, maka diharapkan masyarakat dan stakeholder ikut serta mengawas setiap
langkah kebijakan yang ditempuh oleh UNP dalam melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, sehingga masyarakat akan memperoleh kepuasan atas layanan
yang diberikan oleh UNP.

3.1 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan pengelolaaan sumber daya dan
pel aksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada UNP dalam mencapal visi, misi
dan tujuannya. Akuntabilitas memuat kebijakan, mekanisme, media pertanggung-
jawaban dan periodesasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditempuh oleh UNP daam membangun akuntabilitas
mengacu kepada kebijakan nasional yang telah digariskan oleh Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam renstra Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun kebijakan tersebut adalah; menyusun
program, kegiatan, dan anggaran yang bersifat bottom up dan top down. Bottom

Up vyaitu setiap unit kerja di lingkup UNP dapat mengusulkan program atau
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kegiatan yang disertai dengan target output dan pagu anggaran kepada pihak
Rektorat. Topdown yaitu daam ha penetapan program, kegiatan, anggaran
keseluruhan UNP mengacu kepada kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah
renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, renstra UNP dan
SPM. Penghitungan biaya untuk setiap kegiatan tetap mengacu kepada Standar
Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. Pengajuan setiap
kegiatan disusun berdasarkan basis kinerja dan penghitungan biaya per unit
layanan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2007
tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Pelaksanaan
akuntabilitas dimonitor dan dievaluasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebelum
disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri
Keuangan terlebih dahulu direvisi oleh SPI. Laporan keuangan setelah ditetapkan
sebagal satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diaudit oleh auditor
eksternal.

Mekanisme akuntabilitas UNP secara umum dapat dijelaskan sebagai
berikut: Pertama, Setiap unit kerja di lingkup UNP menyusun dan mengajukan
program dan kegiatan sesuai dengan Renstra UNP. Pengajuan usulan program,
kegiatan yang disertai dengan target kinerja/output dan anggarannya mengguna-
kan penghitungan biaya per layanan (unit cost) dan disesuiakan dengan kemam-
puan pendapatan dan/atau alokas dana masing-masing unit kerja. Usuaan
program, kegiatan target output dan anggaran disampaikan kepada Rektorat yang
dituangkan dan dikompilasi dalam dokumen perencanaan UNP berupa RBA dan
RKAK/L UNP. RBA dan RKAK/L UNP selanjutnya disampaikan kepada Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan. Dalam
implementasinya, setiap unit kerja lingkup UNP dan universitas sendiri mengacu
kepada RBA dan RKAKI/L.

Daam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang meliputi
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, UNP menyusun menyajikan Lapor-
an Keuangan yang disertai dengan Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Pe-

raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner-
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ja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan
yang disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas laporan Keuangan (CalLK).
Laporan kinerja yang disusun memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang telah
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (RBA dan DIPA). Selanjutnya
UNP menyampaikan laporan keuangan yang disertai dengan Laporan Kinerja di-
maksud kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri
Keuangan setigp triwulan, semester, dan tahunan. Laporan Kinerja yang
disampaikan oleh UNP tersebut merupakan bahan bagi Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi dalam menyusun Laporan Kinerja Tingkat Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan PP nomor 8/2006, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku
Pengguna Anggaran mengkompilasi semua Laporan Kinerja dari Seluruh KPA di
lingkup Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan menyampaikan
Laporan Kinerja Tingkat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja yang disusun oleh UNP sebelum disampaikan kepada Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan direviu dulu oleh
SPI.

Pelaksanaan semua program, kegiatan, dan anggaran dimonitor, evaluasi
dan direviu oleh SPI. Evaluasi dan reviu yang dilaksanakan oleh SPI dilakukan
secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan
Keuangan UNP. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanan program, kegiatan, target
kinerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
(RBA dan RKAK/L). Evaluas dan reviu perlu dilakukan SPI agar Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja yang disampaikan UNP sesuai dengan peraturan

perundangan yang mengatur Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja, serta secara
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akuntabilitas dan transparansi dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal apabila
terjadi hasil output/redlisasi kinerja kegiatan tidak sesuai dengan target kinerja
yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi kinerja UNP. Untuk itu perlu
dilakukan kajian lebih lanjut dan diidentifikasi faktor-faktor penyebab target
kinerja yang tidak tercapai. Penyebab target kinerja tidak tercapai apakah
dipengaruhi faktor internal dan faktor eksterna UNP. Berdasarkan hasil kgian
dan identifikasi tersebut perlu dilakukan tindak lanjut perbaikan dan penetapan
kebijakan yang perlu diambil dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan
pencapaian kinerja.

Akuntabilitas secara rinci akan diuraikan di bawah ini, mencakup akunta-
bilitas program, kegiatan, dan keuangan sesuai prinsip-prinsip pokok manajemen
yaitu; a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan (actuating), c) pengukuran (mea-

surement), d) pelaporan (reporting), dan €) pemantauan (controlling).

3.1.1. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan uraian program yang dimulai dari
perencanaan program sampai dengan pemantauan yang dilaksanakan oleh UNP
sebagal wujud dari pengimplementasian pelaksanaan semua program UNP yang
didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme mana-
jemen UNP dalam melaksanakan akuntabilitas program adalah sebagi berikut:

3.1.1.1 Perencanaan (Planning)

UNP dalam merencanakan dan menyususn program-program kerja menggu-
nakan prinsip pengguan dari bawah (bottom up) yaitu dari unit-unit kerja di
lingkungan universitas yang diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Rektor (topdown). Kebijakan-kebijakan tersebut mengacu kepada
strategi pengembangan universitas yang telah ditetapkan pimpinan UNP yang
tertuang dalam renstra universitas untuk diterapkan di lingkungan UNP

Perencanaan program berdasarkan aspirasi-aspirasi dari masing-masing unit
kerjadi lingkungan UNP yang tetap mengacu pada renstra UNP dan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Secara berjenjang selanjutnya aspiras

program kerja masing-masing unit kerja tersebut disampaikan kepada bagian Biro
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Administras Perencanaan dan Sistem Informasi untuk ditampung dan diseleks
sesuai dengan arah dan strategi pengembangan universitas dan dalam hal keter-
sediaan anggarannya.

Semua usulan program kerja yang telah diseleksi sesuai dengan arah dan
strategi pengembangan fakultas oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi yang selanjutnya dikonsolidasikan/digabungkan dalam satu dokumen
perencanaan yaitu Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian digjukan
kepada Rektor UNP untuk dibahas adalam rapat pimpinan, para Pembantu Rektor,
Kepala Biro Dekan-dekan, Ketua Lembaga dan para Kepala Unit serta melibatkan
Dewan Pengawas.

Hasil rapat pimpinan managemen universitas menetapkan program-program
dengan skala perioritas yang akan dilaksanakan di UNP dalam satu tahun menda-
tang untuk mencapa visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana statergis bisnis UNP. Kebijakan dan program kerja tahunan ditetapkan
oleh Rektor UNP pada tingkat universitas. Sedangkan, kebijakan dan program
kerja tahunan pada tingkat unit kerja ditetapkan oleh pimpinan masing-masing
unit kerjaterkait (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit).

Rektor menetapkan program kerja tahunan UNP dan kebijakan yang
mendasarinya dalam satu dokumen perencanaan yaitu Rencana Bisnis dan
Anggran (RBA). Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah merupakan operasional
tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dalam rangka mencapai
program-program kerja tersebut setigp program terdiri dari beberapa kegiatan
yang disertai dengan target pencapaian kegiatan. Program-program yang telah
ditetapkan dalam Renstra dan RBA UNP adalah; 1) Penyempurnaan kurikulum
berbasis kompetensi; 2) Peningkatan proses belgar menggar; 3) Peningkatan
jumlah beasiswa; 4) Pengembangan mangemen mutu; 5) Peningkatan program
studi; 6) Peningkatan minat dan bakat mahasiswa; 7) Peningkatan kualitas dan
kuantitas penelitian; 8) Peningkatan model pembelgaran yang inovatif; 9)
Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat; 10) Pengadaan
sarana dan prasarang; 11) Pemeliharaan sarana dan parasarana; 12) Peningkatan
kualitas tenaga kependidikan; 13) Peningkatan kuantitas tenaga profesional bagi
tenaga kependidikan; 14) Peningkatan pengelolaan keuangan BLU; 15) Pening-
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katan kerjasama lokal dan nasional, dan inter dan nasiona; 16) Peningkatan
kualitas tenaga pendidik; 17) Peningkatan kuantitas tenaga profesiona bagi tena-
gapendidik; 18) Peningkatan kualitas bahasa Inggris.

RBA UNP disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
TinggiRI c.q. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. RBA merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UNP.
RKA UNP dikonsolidasikan ke dalam Rencana K erja dan Anggaran Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. RBA yang disampaikan UNP beserta RBA
terlampir. Di tingkat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RBA
dan RKA dibahas di Kementerian Keuangan dan selanjutnya di bahas di DPR.
Hasil pembahasan RKA UNP kemudian disyahkan menjadi DIPA. Apabila RKA
dan RBA hasil pembahsan tidak sesuai dengan usulan dari UNP, selanjutnya RKA
dan RBA disesuaikan. RBA yang telah disesuikan dengan hasil pembahasan
kemudian ditetapkan olen Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
menjadi RBA UNP yang definitif. Alur penyusunan program dapat digambarkan
dalam tabel berikut:

Tabel.3.1
Alur Penyusunan Program

NO. PROGRAM KEGIATAN
1 Penyusunan Program 1.  Unit-unit kerjadi lingkup universitas mengusulkan
Tingkat Unit-unit Kerja program-program kerja kepada pimpinan unit kerja.

2. Pimpinan unit kerja (Dekan, Ketua Lembaga, dan
Ketua UPT) menetapkan kebijakan dan program kerja

tahunan
2 Penyusunan Program 3. Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi
Tingkat Universitas Perencanaan dan Sistem Informasi

mengkonsolidasikan semua program kerja universitas
menjadi dokumen perencanaan atau RBA.

4. Biro Adinistrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
menuangkan program dan anggarannya ke dalam
RBA kemudian disampaikan kepada Rektor untuk
ditetapkan.

5. Rapat pimpinan universitas (Rektor, para Pembantu
Rektor, para Kepala Biro, para Dekan, para Ketua
Lembaga, dan para kepala UPT) dan Dewan Pengawas
menetapkan kebijakan dan program-program kerja

tahunan dalam RBA
3 Penyusunan Program 6. RBA dibahas di tingkat Kementerian Riset, Teknologi
Tingkat Kementerian dan Pendidikan Tinggidan Kementerian Keuangan

terkait dengan penetapan pagu anggaran dan
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keselarasan dengan rencana kerja pemerintah.

7. Hasil pembahasan ditetapkan dalam DIPA yang
disahkan oleh Kementerian Keuangan dan RBA
defenitif yang disahkan oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan pendidikan Tinggi.

3.1.1.2. Pelaksanaan (Actuating)

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa program menyeluruh di tingkat
universitas disusun bersama berdasarkan aspirasi dari unit-unit kerja yang telah
disdlaraskan dengan arah dan strategi pengembangan universitas kemudian
ditetapkan oleh Rektor UNP sebagai wujud program dari semua unit di ling-
kungan universitas.

Program-program UNP dilaksanakan dengan mengacu kepada program
kerja tahunan yang tertuang dadam RBA dan DIPA, Rektor menunjuk
penanggungjawab program yang bertanggungjawab menjalankan program sesuai
dengan ketetapan yang telah diputuskan dalam rapat pimpinan manaemen
universitas antara Rektor, para Wakil Rektor, para Kepala Biro, para Dekan, para
Ketua Lembaga, dan para kepala UPT melalui SK Rektor. Pelaksanaan program
dapat digambarkan tabel berikut berikut:

Tabel 3.2
Pelaksanan Program

No. PROGRAM KEGIATAN

Pel aksanaan program 1. Pimpinan unit kerja (Dekan, K etua Lembaga,
tingkat unit-unit kerja dan Kepala UPT) ditunjuk sebagai
dan universitas peneggungjawab program.

2. Unit-unit kerjadi lingkungan universitas
mel aksanakan program kerja berdasarkan
usulan yang telah disampaikan dan ditetapkan
oleh pimpinan unit kerja, mengacu kepada
RBA dan DIPA

3.1.1.3. Pengukuran (Measurement)

UNP menyadari adanya keterbatasan dana (budget constrains) pada satu

Sisi, sementara pada sisi lain berkewajiban untuk menangani isu stategis terkait
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dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi
dan membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan tanggungjawab
sosial (social responsibilities). Oleh karena itu, UNP harus mampu melaksanakan
belanja negara yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan
sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secaraterukur, efektif dan efisien
untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Metode pengukuran kinerja yang dikembangkan meliputi aspek keuangan
dan non keuangan serta dapat memberikan manfaat dan informasi antaralain:

1. Lebih konprehensif dan kredibel serta objektif dan mampu menjangkau tahap
perencanaan dan pel aksanaan, baik terkait keuangan, fisik, maupun outcome.

2. Mengenai tingkat efektifitas belanja infrastruktur, baik secara agregat, per
jenis infrastruktur, maupun masing-masing variabel yang telah ditetapkan.
Ha ini memudahkan bagi perumus kebijakan untuk mengindentifikas
kelemahan maupun kelebihan pelaksanaan suatu program/kegiatan sehingga
dapat meningkatkan upaya penguatan belanja infrastruktur.

3. Mengenai tingkat efisiens belanja infastruktur, yaitu penggunaan input yang
optimal serta potens efisiensi penggunaan input.

Setelah ditetapkan sebagal satker yang menerapkan pengelolaan keuangan
BLU, UNP akan mengembangkan metode pengukuran kinerja yang tidak hanya
mengukur tingkat penyerapan anggaran yang selama ini diterapkan yaitu
mengukur realisasi dengan pagu/anggaran (dalam persentase) dan relisasi/capaian
dengan targetnya secara kuantitas. Akan tetapi, pengukuran kinerja yang akan
dikembangkan diharapkan juga dapat mengukur kualitas capaian dan efektif
belanja. Secara teoritis, efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sa-
saran dan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, apabila tujuan tersebut telah tercapai
baru dapat dikatakan efektif.

Dalam hal pengukuran pelaksanaan pencapaian program di UNP dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi pencapaian program dengan target yang
telah ditetapkan dalam RBA dan RKA. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuain
antara pelaksanaan program—program yang telah dilakukan dan masih berjaan

dengan perencanaan dan kebijakan yang mendasarinya. Selain untuk melihat
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efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dengan arah pencapaian program,
pengukuran ini penting dilaksanakan sebagal bahan monitoring, evauasi, dan
perbaikan dalam menetapkan program dan kebijakan yang mendasari ditetapkan-
nya program-program tersebut di tahun-tahun yang akan datang.

3.1.1.4. Pelaporan (Reporting)

Laporan hasil pelaksanaan program disusun meliputi pencapaiaan pelak-
sanaan program yang dirinci dengan rencana-rencana dan target pencapaian
program dengan indikatornya, pelaksanaan program, hasil pelaksanaan program,
hambatan/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan program disertai dengan
solusinyal/cara mengatasinya.

Pertanggungjawaban program dilakukan sebagai berikut:

1. Unit-unit kerja menyusun pelaksanaan program dan hasil evaluasinya secara
berkala setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Unit-unit kerja me-
laporkan pelaksanaan program kepada penanggungjawab program.

2. Penanggungjawab program menyusun laporan pelaksanan program berda-
sarkan laporan kinerja dari unit-unit kerja. Penanggungjawab program mela-
porkan setigp program yang telah ditetapkan mangeman secara periodik
setigp bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Penanggungjawab program
menyampaikan pelaporan program dan evaluasinya kepada Rektor melalui
Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi.

3. Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaaan dan Sistem Infor-
masi mengkopilasikan pelaksanan program dan evaluasinya menjadi bagian
dari Laporan Kinerja Universitas dan menyampaikannya kepada Rektor.

4.  Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ki-
nerja Intansi Pemerintah, Rektor UNP menyampaikan Laporan Kinerja UNP
kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri
Keuangan tiap triwulan dan semesteran.

Laporan kinerja yang disampaikan oleh Rektor UNP kepada Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Laporan Kinerja
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan Laporan Kinerja tingkat
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Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja tersebut disampaikan paling lambat 2

(dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Kinerja UNP memuat:

a) Redisas pencapaian program dibandingkan dengan rencana-rencana
programnya.

b) Hasil pelaksanaan pencapaian program dibandingkan dengan indikatornya
(outcome) yang disertai dengan faktor-faktor penyebab tercapainya program
dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program.

c) Evauas berupa masaah dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
program serta sulusinya.

d)  Saran dan masukan dalam pelaksanaan program,

Alur pelaporan program dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Alur Pelaporan Program
NO
PROGRAM KEGIATAN
1 Pertanggungjawa (L.  Unit-unit kerjadi lingkup universitas menyusun
ban Program pel aksanaan program dan evaluasinya.
l';ggat Unit-unit 2. Unit-unit kerja melaporkan pel aksanan program kepada
J penanggungjawab program.
> Pertanggungjawa |3. Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan
ban Program dan Sistem Informasi menerima laporan
Tingkat pertanggungjawaban dari tiap-tiap penanggungjawab
Universitas program.
4. Bagian Perencanaan mengkopilasi pelaksanaan program
dan evaluasinya berupa Laporan Kinerja Universitas.
5. Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan
dan Sistem Informasi (BAPSI) menyampaikan Laporan
Kinerja Universitas kepada Rektor.
3 Tingkat 6. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian menerima pertanggunjawaban program dari Rektor UNP
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3.1.1.5. Pemantauan (Controlling)

Pemantauan pelaksanaan program selalu dilakukan oleh Rektor yang dilak-
sanakan melaui Satuan Pengawas Internal (SPI). Pemantauan yang dilaksanakan
oleh SPI dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program dan laporan ke-
uangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dan anggaran yang
dialokasikan untuk pencapaian program sesuai dengan rencana program dan alo-
kasi anggaran per program yang telah ditetapkankan dalam dokumen perencanaan
(RBA) dan RKAKI/L). Laporan hasil pemantauan dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan oleh pe-
nanggungjawab program masing-masing. Hasil pemantauan pelaksanaan program
merupakan bahan evaluasi dan sebagal pengukuran kinerja bagi Rektor UNP un-
tuk perbaikan terhadap pelaksanaan program, terhadap hal-hal yang perlu
diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh Rektor UNP dalam rangka peningkatan kuali-
tas pelaksanaan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana stategis universitas.

3.1.2. Akuntabilitas K egiatan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, terhadap program-program UNP yang
telah ditetapkan dalam renstra selgutnya dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan.
Renstra UNP memuat per program yang terdiri dari beberapa kegiatan disertai
dengan rencana capaian kegiatan/output. Mekanisme UNP dalam melaksanakan
akuntabilitas kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Pola Tata Kelola dilaksa-
nakan untuk semua kegiatan yang ditetapkan dalam renstra UNP.

Akuntabilitas kegiatan secara detail diuraikan sebagai berikut:

3.1.2.1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan kegiatan dilakukan dari unit-unit kerja UNP menggunakan
prinsip pengajuan dari bawah (bottom up), yaitu dari unit-unit kerja dilingkungan
universitas sebaga pelaksana kegiatan, yang disesuaikan dengan program kerja
tahunan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor (top down).
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Perencanaan kegiatan-kegiatan di UNP disusun secara berjenjang dari
masing-masing unit kerja disampaikan kepada Bagian Perencanaan pada Biro
Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasin untuk dikonsolidasikan/diga-
bungkan menjadi kegiatan-kegiatan universitas yang akan dilaksanakan oleh UNP
untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka penyusunan kegiatan universitas
tersebut, Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi selalu berkoordinasi dalam hal ketersediaan anggaran.

Semua usulan kegiatan yang telah diseleksi sesuai dengan program kerja
tahunan, arah dan srategi pengembangan universitas dikosolidasikan/digabungkan
dalam satu dokumen perencanaan yaitu Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang
kemudian digukan kepada Rektor UNP untuk dibahas dalam rapat pimpinan
mangjemen yang meliputi Rektor, Wakil Rektor, para kepala Biro dan para
Kepala Bagian, para ketua Lembaga dan para Kepala Unit serta melibatkan
Dewan Pengawas.

Hasil rapat pimpinan managemen universitas menetapkan kegiatan-kegiatan
yang sesual dengan skala prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan di
UNP dalam satu tahun mendatang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis bisnis UNP. Kebijakan, program
kerja tahunan dan kegiatan-kegiatan pada tingkat universitas ditetapkan oleh
Rektor UNP. Sedangkan kebijakan, program kerja tahunan dan kegiatan-kegiatan
pada tingkat unit kerja ditetapkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja terkait.

Rektor menetapkan kegiatan-kegiatan per program UNP dalam dokumen
Rencana Strategis dan Bisnis dan Anggaran (RBA). Kegiatan-kegiatan per
program tersebut disertai dengan target pencapaian kegiatan dengan indikatornya
(output).

RBA UNP disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI c.q Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. RBA
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) UNP. RKA UNP dikonsolidasikan kedalam RKA Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. RKA disampaikan UNP beserta RBA

terlampir.
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Di tingkat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RBA dan
RKA dibahas di Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dibahas di DPR. Hasll
pembahasan RKA UNP kemudian disahkan menjadi DIPA. Apabila RKA dan
RBA hasil pembahasan tidak sesuai dengan usulan dari UNP, selanjutnya RKA
dan RBA disesuaikan. RBA yang telah disesuaikan dengan hasil pembahasan
kemudian ditetapkan olen Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
menjadi RBA UNP yang definitif.

Alur penyusunan kegiatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penyusunan K egiatan

No PROGRAM KEGIATAN

1. | Penyusunan kegiatan tingkat unit- | 1. Unit-unit di subbagian-subbagian, dan instalasi
unit kerja di lingkungan universitas mengusulkan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun mendatang.

2. Pimpinan unit kerja (Dekan, Ketua Lembaga,
dan Kepala Unit) menetapkan kegiatan-
kegiatan untuk mencapai program kerja tahunan
yang telah ditetapkan.

3. Pimpinan unit kerjatersebut menyampaikan
agenda kegiatan-kegiatan per program dalam
satu tahun ke Bagian K euangan.

2. | Penyusunan kegiatan tingkat 1. Bagian Perencanaan mengkonsolidasikan
universitas semua kegiatan dengan output-nya per program
menjadi dokumen perencaan atau RBA
kemudian disampaikan kepada Rektor.

2. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi menyusun program dan anggarannya
ke dalam RBA, selanjutnya menyampaikan
RBA kepada Rektor untuk ditetapkan.

3. Rapat pimpinan (Rektor, para Pembantu
Rektor, para Kepala Biro, para Ketua Lembaga
dan para Kepala Unit) dan Dewan Pengawas
menetapkan kegiatan-kegiatan dengan output-
nya.

3.1.2.2. Pelaksanaan (Actuating)
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Daam melaksanakan kegiatan, setiap unit kerja di lingkungan UNP melak-
sanakan fungsi-fungs mangemen yang bersifat terbuka. Setiap unit kerja dipim-
pin oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab kepada Rektor. Tiap pegawai
di unit kerja bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan UNP dilakukan dengan mengacu pada ke-
giatan-kegiatan per program kerja tahunan yang tertuang dalam RBA dan DIPA.
Setiap program dirinci/dijabarkan menjadi beberapa kegiatan. Untuk mengelola
kegiatan yang bersifat rutin di setiap unit kerja di UNP, pimpinan unit kerja dan
pegawa terikat dengan rincian tugas yang berdasarkan analisis jabatan dan job
discription. Di dalamnya diuraikan: @) identitas pekerjaan, b) kedudukan jabatan
dalam struktur organisasi, ¢) tugas pokok dan fungs jabatan, d) rincian tugas
mencakup tugas pokok, tugas tambahan, €) hubungan kerja, f) tanggung jawab
jabatan, g) standar kompetensi.

Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat insidental, dalam pelaksanaannya
perlu dibentuk Tim adhock/Task Force/kepanitiaan yang ditetapkan dengan surat
keputusan atau surat tugas dari Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pel aksaan kegiatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pelaksanaan K egiatan

No. PROGRAM KEGIATAN

1. | Pelaksanaan kegiatan 1. Pimpinan unit kerja (Dekan, Ketua
tingkat unit-unit kerja di Lembaga dan Kepala Unit) ditunjuk
universitas sebagal penanggung jawab kegiatan)

2. Pegawai tiap unit di sub bagian dan
instalasi di lingkungan universitas
mel aksanakan kegiatan berdasarkan
usulan kegiatan yang telah disampaikan
dan ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja,
mengacu pada RBA dan DIPA.

3. Setiap pimpinan unit kerja dan pegawai
terikat dengan rincian tugas yang
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tertuang dalam job description.

4. Kegiatan insidental dilakukan dengan
Tim/Task Force/K epanitiaan yang
ditetapkan dengan surat keputusan atau
surat tugas dari Rektor.

3.1.2.3. Pengukuran (Measurement)

Pengukuran pelaksanaan pencapaian kegiatan di UNP dilakukan dengan
membandingkan antara target pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam
RBA dan RKA dengan realisasinya. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan yang masih berjalan
dengan perencanaannya. Juga untuk melihat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan dengan arah pencapaian program. Pengukuran ini penting dilakukan
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menetapkan kegiatan untuk mencapai
program di tahun yang akan datang.

3.1.2.4. Pelaporan (Reporting)

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun meliputi pencapaian pelak-
sanaan kegiatan yang dirinci dengan rencana-rencana dan target pencapaian
kegiatan dengan indikatornya, pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan,
hambatan/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan disertai dengan
solusi/cara mengatasinya.

Pertanggungjawaban kegiatan dilakukan sebagal berikut:

1) Unit-unit kerja menyusun pelaksanaan kegiatan dan hasil evauasinya
secara berkala setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Unit-unit
kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab
kegiatan.

2) Penanggungjawab kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan laporan kerja dari unit-unit kerja. Penanggungjawab kegiatan
melaporkan setiap kegiatan secara periodik, setiap bulan, triwulan,

semesteran, dan tahunan. Penanggungjawab kegiatan menyampaikan la-
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poran kegiatan dan evaluasinya kepada Rektor melalui Bagian Peren-

canaan pada Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

3) Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi mengkopilasikan pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya menjadi
Laporan Kinerja UNP dan melaporkan kepada Rektor.

4) Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah. Rektor UNP menyampaikan Laporan Kinerja
UNP kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri
Keuangan tigp triwulan dan semesteran. Laporan Kkinerja yang
disampaikan oleh Rektor UNP kepada Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Laporan Kinerja Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan Laporan Kinerja Tingkat
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja tersebut
disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

5) Laporan Akuntabilitas dan Kinerja UNP memuat:

a) Redlisas pencapaian kegiatan dibandingkan dengan rencana-rencana
kegiatan dan targetnya.

b) Hasil pelaksanan pencapaian kegiatan dibandingkan dengan
indikatornya (output) yang disertai dengan faktor-faktor penyebab
tercapainya target kegiatan dan faktor-faktor penyebab tidak
tercapainyatarget kegiatan.

c) Evauas berupa masalah dan hambatan yang terjadi dalam
pel aksanaan kegiatan serta solusinya.

d) Saran - saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Alur pelaporan kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:
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Tabel 3.6
Alur Pelaporan K egiatan

No. PROGRAM KEGIATAN
1 Pertanggungjawaban kegiatan 1. Unit-unit kerja menyusun pel aksanaan
tingkat unit kerja kegiatan dan hasil evaluasi.

2. Unit-unit kerja melaporkan
pel aksanaan kegiatan kepada
penanggung jawab kegiatan.

2 Pertanggungjawaban kegiatan 1. Bagian Perencanaan menerimalaporan
tingkat universitas pertanggungj awaban pelaksanaan
kegiatan dari tiap-tiap penanggung
jawab kegiatan.

2. Bagian Perencanaan
mengkompilasikan pelaksanaan
kegiatan dan evaluasinya berupan
Laporan Kinerja Universitas.

3. Bagian Perencanaan pada BAPSI
menyampaikan Laporan Kinerja

Universitas pada Rektor
Kementerian Riset, Teknologi Kementerian Riset, Teknologi dan
dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi menerima
pertanggung jawaban kegiatan dari
Rektor UNP

3.2.1.5 Pemantauan (Controlling)

Pemantauan pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan oleh Rektor yang dilak-
sanakan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI). Pemantauan yang dilaksanakan
oleh SPI dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan |aporan
keuangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
diaokasikan untuk pencapaian kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan
alokas anggaran per kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
(RBA dan RKAK/L). Laporan hasil pemantauan dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan oleh pe-
nanggung jawab kegiatan masing-masing.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan merupakan bahan evaluasi dan
sebagal pengukuran kinerja bagi Rektor UNP untuk perbaikan terhadap pelak-
sanaan kegiatan, terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh
Rektor UNP dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk men-
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capal visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis Universitas.

3.1.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang disusun merupakan perwujudan UNP dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan disertai dengan
penetapan kebijakan—kebijakannya,

M ekanisme manajemen UNP dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan
adalah sebagal berikut:

3.1.3.1 Perencanaan (Planning)
Pada tahap perencanaan keuangan mencakup perencanaan dan peng-
anggaran yang termasuk dalam siklus APBN, sebagai berikut:

1. UNP menyusun RBA mengacu pada Strategis UNP dan Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. RBA UNP disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi
biaya.

3. RBA UNP disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan
yang diperkirakan diterima dari masyarakat, kerjasama dengan pihak
ketiga, hibah dan APBN, serta pendapatan lainnya yang sah.

4. RBA UNP disusun sebagai berikut :

a. Setigp unit kerja di lingkungan Universitas mengajukan usulan
anggaran per kegiatan per program.

b. Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi  berkoordinass dalam menyusun usulan anggaran per
kegiatan per program dari tigp unit kerja untuk dikompilasikan ke
dalam RBA Universitas.

c. Rektor beserta Pimpinan Unit Kerjaterkait membahas usulan anggaran
per kegiatan per program dalam RBA Universitas. Pembahasan
anggaran dilakukan secara berjenjang yang bertujuan agar anggaran
yang dialokasikan benar—benar ditujukan untuk mencapai tujuan, dari
visi dan misi UNP yang telah ditetapkan.
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d. Setigp anggaran yang disusun oleh unit-unit kerja harus mencan-

tumkan program dan program tersebut dirinci menjadi kegiatan—
kegiatan yang disertai indikatornya (output) yang jelas dan terukur
sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

RBA UNP dilampirkan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) UNP dikonsolidasikan ke dalam RKA Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Apabila RKA dan RBA hasil pembahasan tidak sesuai dengan usulan
dari UNP, sdlanjutnya RKA dan RBA disesuaikan. RBA yang telah
disesuaikan dengan hasil pembahasan kemudian ditetapkan oleh Men-
teri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi RBA UNP yang
definitif.

. Pada setiap akhir tahun anggaran diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran BLU (DIPA BLU) sebagai dasar penarikan dana baik yang
berasal dari APBN RM maupun dari pendapatan BLU (PNBP BLU).

Alur penyusunan perencanaan penganggaran dapat digambarkan sebagai

berikut:
Tabe 3.7
Alur Penyusunan Perencanaan Anggaran
No. PROGRAM KEGIATAN
1 Penyusunan perencanaan 1. Unit kerjadi lingkungan Universitas

penganggaran tingkat unit —
unit kerja

mengaj ukan usulan anggaran tiap
kegiatan per program.

2. Pimpinan unit kerja menetapkan usulan
anggaran per program

3. Pimpinan unit kerja menyampaikan

usulan anggaran per kegiatan per
program dalam satu tahun disampaikan
kepada Bagian Perencanaan pada Biro
Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi.

Penyusunan perencanaan

1. Bagian Perencanaan padaBiro
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penganggaran tingkat Administrasi Perencanaan dan Sistem
Universitas Informasi mengkonsolidasikan semua
usulan anggaran kegiatan per program
disampaikan kepada Rektor untuk
dibahas dalam rapat pimpinan.

2. Rapat pimpinan ( Rektor, para
Pembantu Rektor, para Kepala Biro,
para Dekan, para Ketua Lembaga, para
KepalaUnit ) dan Dewan Pengawas
membahas usulan dan menetapkan
anggaran kegiatan per program.

3. Semuaanggaran tiap kegiatan,
perogram dengan kebijakannya disusun
dalam dokumen RBA Universitas.

3.1.3.2 Pelaksanaan ( Actuating )

3.1.3.2.1 Ketentuan Umum

Daam rangka akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan penerimaan dan
belanja PNBP BLU, UNP menyusun prosedur kerja/mekanisme pengelolaan
pelaksanaan penerimaan dan belanja yang ditetapkan olen Pemimpin BLU.
Prosedur kerja/lmekanisme tersebut meliputi penerimaan, pelaksanaan pengeluaran
dan pelaporan baik yang bersumber dana rupiah murni maupun pendapatan BLU
(PNBP BLU).

Pengelolaan pelaksanaan penerimaan dan belanja PNBP BLU di
lingkungan UNP mencakup mulai PNBP tersebut diterima, masuk ke dalam
rekening penerimaan, kemudian dikeluarkan untuk belanja membiaya kegiatan
BLU sampai kepada pertanggungjawaban belanja dari PNBP BLU tersebut agar
tercatat dalam Rekening Kas Umum Negara yang dikelola oleh KPPN.

Agar pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan melaui
rekening UNP dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tertib maka UNP
menerapkan kebijakan satu pintu ( one gate policy ) yaitu suatu prosedur yang
mengatur mengenai transaksi keuangan meliputi seluruh penerimaan dan penge-
luaran/belanja BLU UNP harus melalui rekening atas nama Universitas. Semua
penerimaan yang diterima ditampung dalam Rekening Operasional BLU dan
belanja dalam rangka kegiatan BLU dikeluarkan melalui Rekening Operasional
BLU. Sedangkan belanja yang didanai dari rupiah murni dikeluarkan melaui
Rekening Bendahara Pengel uaran.
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3.1.3.2.1. Pgabat Perbendaharaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja oleh kemen-
terian negarallembagal/satuan kerja, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan peja-
bat perbendaharaan meliputi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

Pada awal tahun anggaran, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
menetapkan pegabat pengelola anggaran tercantum dalam DIPA Satker UNP,
yaitu:

1. Rektor sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab
secara keseluruhan terhadap anggaran yang dikeloladi lingkungan UNP.

2. Pegabat Penandatanganan SPM adalah peabat yang ditunjuk untuk
menandatangani SPM dan bertanggungjawab atas pengeluaran yang digjukan
ke KPPN.

3. Bedahara Penerima adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, mengadministrasikan, mengeluarkan, dan melaporkan belanja
dari PNBP BLU atas persetujuan KPA.

4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat/pegawa yang ditunjuk untuk
membayarkan belanja yang didanai dari Rupiah Murni.

3.1.3.2.2. Prosedur Kerja/Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
Belanja

Setelah UNP ditetapkan sebagal satker yang menerapkan PK BLU, pada
dasarnya terdapat dua klasifikasi prosedur pembayaran kegiatan yang dibagi
berdasarkan sumber dana, yaitu prosedur pembayaran kegiatan bersumber dana
dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pgjak (PNBP) sebagai berikut:

3.1.3.2.2.1. Prosedur Pembayaran Kegiatan bersumber dana dari Rupiah
Murni
Pelaksanaan keuangan (executing budget) yang bersumber dana APBN
Rupiah Murni mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pel aksanaan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja dilakukan dengan mengacu
pada anggaran dalam DIPA sebagai pagu anggaran tertinggi yang tidak dapat
dilampaui.

Pegjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya kepada
Kepala Sub Bagian Anggaran. Setelah melakukan pengujian secara substans,
kelengkapan berkas, kelayakan SPP, dan mengecek ketersediaan pagu anggaran
dalam DIPA, Kepala Sub Bagian Anggaran menyampaikan SPP kepada Kuasa
Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan pernerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM). SPM yang telah disetujui kemudian ditandatangani oleh
Pgjabat Penandatangan SPM dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perben-
daharaan Negara (KPPN). Di KPPN, SPM tersebut dilakukan pengujian kembali
meliputi pengujian substansi dan formal, antara lain: menguji ketersediaan pagu
anggaran dalam DIPA, akun yang digunakan, kelengkapan berkas yang
dilampirkan.

Hasil pengujian tersebut menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN disam-
paikan ke Bank Umum yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai bank pembayar
untuk dilakukan pencairan dana.

3.1.3.2.2.2. Prosedur Penerimaan dan Pembayaran K egiatan Ber sumber
dana dari PNBP:

a. Setiap pendapatan dari jasa layanan yang diselenggarakan oleh UNP,
pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga dan/ atau hasil usaha
lainnya, hibah tidak terikat yang merupakan pendapatan BLU UNP
dibukukan oleh Bendahara Penerima, dokumen pendukung/ Kuitansi
penerimaan diadministrasikan dan disimpan secaratertib.

b. Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
ditampung dalam rekening Operasiona BLU yang dikelola oleh
Bendahara Penerima.

c. Pendapatan dari hibah terikat digunakan UNP sesuai dengan peruntukan
hibah.
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d. Pendapatan dari jasa layanan, pendapatan dari kerjasama dengan pihak
ketiga dan atau hasil usaha lainnya dan pendapatan hibah tidak terikat
dikelolalangsung untuk membiayai kegiatan sesuai dengan kegiatan dalam
RBA UNP.

e. Belanjalpengeluaran untuk membiaya kegiatan BLU diatur sebaga
berikut;

1) Pembayaran Dengan M ekanisme UP

a) Untuk menunjang kelancaran pel aksanaan kegiatan yang didanai
dari PNBP BLU, UNP menerapkan pembayaran dengan
mekanisme Uang Persediaan (UP) terhadap belanja-belanja
yang dapat dilakukan dengan mekanisme UP.

b) Belanja yang dapat dilakukan dengan UP adalah klasifikasi
belanja barang dan klasifikasi belanja modal yang dikeluarkan
dalam rangka perolehan aset (biaya pengumuman lelang, biaya
perjalanan dalam rangka memperoleh aset, honor tim, dan
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung dalam rangka perolehan aset).

c) Setiap Pemegang Uang Muka (PUM) di unit kerja dapat
mengajukan UP PNBP kepada Bendahara Penerima dengan
basaran UP 1/12 dari alokas pagu anggaran per unit kerja atau
maksimal Rp. 50.000.000,- dan pembayaran yang dapat
dilakukan maksimal Rp. 20.000.000,- untuk satu kuitansi/
rekanan

d) UP PNBP digukan oleh PUM unit kerja sesua dengan
kebutuhan, bersifat dapat diisi kembali (resolving) apabila dan
belanja telah mencapai sekurang-kurangnya 75% dan telah
dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Penerima.

€) Apabilabelanjabelum mencapai 75%, sedangkan unit kerja me-
merlukan tambahan dana untuk kebutuhan yang mendesak,
maka dapat mengajukan Tambahan UP (TUP) yang harus habis
dalam satu bulan. Setelah satu bulan, sisa TUP harus disetor
kembali kepada Bendahara Penerima.
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f)Apabila sisa TUP belum disetor, akan diperhitungkan dengan
pemberian UP berikutnya.

g) Penggunaan UP/TUP menjadi tanggungjawab PUM yang
ditunjuk.

h) Tiap akhir tahun, sisa UP/TUP PNBP yang ada pada PUM harus
disetorkan semua kepada Bendahara Penerima dan dimasukkan
kedalam Rekening Operasional BLU.

2). Pembayaran Secara L angsung (LS)

a) Setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, Pegjabat Teknis
mengajukan SPP-LS ( pembayaran honor, non belanja pegawai,
dan perjdanan dinas) kepada Pejabat Penendatangan SPM/
Pejabat Penerbit SPM di Sub Bagian Anggaran.

b) Pengguan SPP-LS untuk pembayaran honor/non belanja
pegawai/belanja perjalanan dinas disertai dengan dokumen
pendukungnya untuk dimintakan biaya sesui dengan pagu
anggaran. Sub Bagian Anggaran melakukan pengujian secara
substantif dan forma kemudian dimintakan persetujuan
pembayaran kepada Rektor selaku KPA Pembayaran dilakukan
melalui Bendahara Penerima atau langsung ke rekening rekanan.

3). Pengelolaan Rekening

a) Pada saat ini UNP mempunyai 2 (dua) rekening dalam rangka
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran VYyaitu
rekening penerimaan untuk menempung seluruh PNBP yang
dikelola oleh Bendahara Penerima dan rekening pengeluaran
untuk mengelola belanja yang dibayar dari rupiah murni (dapat
berupa pemberian mekanisme Uang Persediaan dan/atau LS
Bendahara) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

b) Sesua dengan peratuaran Menteri Keuangan Nomor 05/
PMK.05/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/K antor/Satuan Kerja bahwa bagi
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satker yang menerapkan PK BLU dapat mengajukan izin untuk
membuka Rekening Lainnya berupa Rekening Operasional
BLU.

Apabila telah ditetapkan sebagai satker BLU dengan berpe-
doman kepada PMK tersebut dan dalam rangka fleksibilitas
pengel olaan pel aksanaan anggaran yang berasal dari penerimaan
BLU, UNP akan mengajukan izin membuka Rekening Lainnya
berupa Rekening Operasional BLU kepada Bendahara Umum
Negara Pusat.

Rekening Operasiona BLU tersebut dipergunakan untuk
mengelola penerimaan PNBP BLU dan pengeluaran/belanja
yang berasal dari PNBP BLU dalam rangka membiayal kegiatan
operasional BLU UNP. Rekening yang dikelola oleh universitas
ditetapkan sebagal satker PK BLU meliputi Rekening Opera-
sional BLU yang dikelola oleh Bendahara Penerima dan Reke-
ning Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengel uaran.

4). Pengelolaan Belanja Yang Didanai PNBP BLU kepada
Bendahara Umum Negar a/K PPN

Sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap PNBP BLU
yang dikelola langsung, Rektor UNP melakukan pengesahan
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dikeluarkan
secara triwulanan ke KPPN, yaitu dengan mengajukan SP3B BLU dan
oleh KPPN akan diterbitkan SP2B BLU. Alur penerimaan dan
pembayaran kegiatan yang bersumber dari dana PNBP tergambar pada
bagian hal diatas.

3.1.3.3. Pengukuran (Measurement)

Proses pengukuran pelaksanaan keuangan dilakukan dengan
membandingkan antara realisas dengan anggarannya. Setiap perencanaan
berdasarkan pada prinsip penganggaran berbasis kenerja dan setiap
pengeluaran memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas. Setiap terjadi
perbedaan/variance harus dapat dijelaskan penyebab terjadinya gap/
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variance tersebut, sehingga perbaikan kinerja dapat dilakukan secara
berkesinambungan.

3.1.3.4. Pelaporan (Reporting)

a Semua transaks kegiatan di UNP dicatat dan dibukukan berdasarkan
Standar Akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Sistem
akuntans tersebut dikembangkan sesuai dengan karakteristik kegiatan di
UNP.

b. Sebaga entitas akuntansi, setelah UNP menerapkan pengelolaan BLU,
UNP menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) berbasis aktual. Laporan keuangan yang disampaikan
terdiri atas Laporan Redlisasi Anggaran/Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).
Laporan keuangan yang disampaikan triwulanan terdiri dari Laporan
Readlisas Anggaran/Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Laporan Keuangan yang
disampaikan secara semesteran dan tahunan terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran/Laporan Operasiona, Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Laporan Keuangan tersebut
disampaiakan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan
Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.

c. Dadam rangka konsolidasi Laporan Keuangan UNP dengan Laporan
Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNP menyampaikan
Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) berbasis kas. Laporan Keuangan yang disampaikan terdiri atas
Laporan Realisas Anggran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Laporan keuangan tersebut disampaikan secara periodik bulanan
berupa Aplikasi Data Keuangan (ADK) dan hardcopy ke KPPN untuk
direkonsiliasi. Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan dilaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi dan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.
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d. Untuk mengkonsolidasi Laporan Keuangan UNP dengan Laporan
Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNP mengem-
bangkan Sistem Akuntansi baik manual maupun terkomputerisas yang
dapat mengahasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK dn SAP.

e. Laporan Keuangan UNP sebelum disampaikan kepada para stakeholders
terlebih dahulu direviu oleh SPI sebagai pemeriksa internal dan juga
disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal. Tiap
tahun laporan keuangan UNP akan diaudit oleh Auditor eksterna sesuai
dengan peraturan perundangan.

3.1.3.5. Pemantauan (Controlling)

Monitoring terhadap pelaksanaan keuangan dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Rektor melalui SPI. Pelaksanaan
pemantauan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan fungsi pengawasan
interna UNP. Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan keuangan merupakan
bahan evaluasi dan sebagai bahan pengukuran kinerja khususnya kinerja keuangan
bagi Rektor UNP. Hasil monitoring oleh SPI, kemudian disampaikan kepada
Rektor UNP. Evaluas hasil monitoring mencakup pelaksanaan kegiatan keuangan
yang berdasarkan pengaanggaran berbasis kinerja, kesesuaian antara pelaksanaan
anggaran dengan perencanaan program/kegiatan, efisensi dan efektifitas
pelaksanaan, dan lain-lain. Hasil evaluasi tersebut berupa rekomendasi perbaikan
terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh
Rektor UNP agar pelaksanaan keuangan serta pertanggungjawaban sesuai dengan

peraturan perundangan di bidang pengel olaan keuangan negara.

3.2 TRANSPARANS

Pada prinsipnya, transparansi penyelengaraan pelayanan publik merupakan
keterbukaan dan kemudahan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan
informasi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan/program UNP. Pelaksanaan tugas
dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarkat dari proses kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Informasi mengenal
keputusan dan pel aksanaan kinerjan Univeristis negeri Padang dapat diterima oleh
pihak-pihak terkait yang membutuhkan atau para stakeholders. Pada
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pel aksanaannya transparansi penyelenggaraan pelayanan public diupayakan dapat
dipahami dan dapat dipantau. Transparansi menciptakan kepercayaan tibal balik
antara UNP dan masyarakat melaui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi tentang pelayanan UNP yang akurat
dan memadai.
1. Website

Sebagal salah satu upaya transparans pelayanan pad masyarakat sesual
dnegna perkembangan dalam bidang informasi, UNP sudah memula

mengembangakan jaringan dan pemberian fasilitas melalui situs http://unp.ac.id

bagi semua sivitas akademika dan masyarakat umumnya. Situs ini merupakan
situs institusional yang memungkinkan terjadinya penyebaran informas bagi
kalangan sivitas akademika dan umum tanpa ada batasan waktu. Hal ini sekaligus
menjadi media informas bagu masyarakat/stakeholders dan dosen dalam
menunjang berjalannya dan transfaransi proses pendidikan.

UNP memiliki link ke beberbagai situs kemdiknas, jurnal nasional
internasional dan didukung dengan bandwith 60 Mbps melayani 8 klien local.
UNP juga memiliki (Network Operation Centre) yang menangani jaringan
internet dan intranet selingkungan UNP.

2. Kaetersediaan Informasi untuk publik
a. Menyediakan papan-papan pengumuman.
b. Kotak saran
c. Seminar dan pelatihan
d. Sosiaisasi
e. Email

f. Brosur/leaflet/spanduk
g. Pusat computer dan sustem informasi

3. Auditor
Untuk meningkatkan mutu sistem pengelolaan keuangan, Univeristas Negeri
Padang akan mengembangkan sistem informasi akuntansi keuangan yang
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi organisasi sektor publik
sebagai wujud dari transparansi pengelolaan keuangan BLU, laporan

keuangan dan kinerja akan diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan dan laporan kinerja yang
telah diaudit akan dipublikasikan melalui media website UNP.
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BAB IV
PENUTUP

Kinerja UNP selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang
signifikan baik dari aspek layanan maupun keuangan. Sgjalan dengan harapan
UNP ke depan untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(PK BLU) yang menekankan pada peningkatan layanan, UNP memulai
melakukan pembenahan dan penataan kembali baik di bidang organisasi maupun
manajemen yang disusun dalam polatata kelola.

Penyusunan pola tata kelola selain merupakan tuntutan internal UNP juga
merupakan salah satu syarat menerapkan pengelolaan keungan BLU. Diharapkan
dengan tersusunan pola tata kelola UNP dapat mendorong penyelenggaraan
pendidikan akan lebih transparansi dan akuntabel dalam rangka peningkatan
layanan kepada stakeholders.

Pola Tata Kelola UNP yang telah disusun ini memuat anatara uraian tugas,
prosedur kerja dan mengatur akuntabilitas di bidang program, kegiatan serta ke-
uangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran pertanggungjawaban

dan pengawasan.
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Daftar SOP

Pelayanan Front Office
Pengarsipan Dokumen Persuratan
Surat Keluar E-Office

Surat Masuk E-Office




C. Subbagian Tata Usaha

1. Pelayanan Front Office

NOMOR sOP 11331

TGL. PEMBUATAN

122 Agustus 2019

TGL. REVISI

5 Maret 2021 (Revisi 2)

TGL. EFEKTIF 130 Agustus 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WAKTU

45 menit pelaksanaan

DASAR HUKUM

Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Proses Bisnis)

DISAHKANOLEH

Rektor Universitas Negeri Padang

Prof! Zazefri, Ph.D
NIP. 196312171982031003

NAMA S0P PELAYANAN FRONT OFFICE

RUANG LINGKLUP

Mencakup proses pelayanan front office

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Permen PANRB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

" |Kementerian Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

. Peminran Menteri Pendayagmnaan Aparatnr Negara dan Refi i Birok 3 Memahami terkait pelay publik dan ped pengelolaan peningk:
“* | Nomor 15 Talma 2014 tentang Pedoman Standar Pelay ** [knatitzs pelaysnan publik
Pe Menten Pendayag AT MNegara dan Reformas: Birokrasi
4. [Nomor 1 Takun 2015 teating Ped Hvaluasi Kinerja Peayelenggara . |Mamp goperasikan kompuler dengan baik
Pelayanan Pablik
5 Permennistekdikti Nomeor 15 Tahun 20135 tentang Organisasi dan Tata Kerja & | oatoie erbalings [Hgasts sicura Fisan da TUbsG

Py M 1 Risct, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Talma
6. | 2016 tentang Pelayanan Publik di K iun Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Permennstekdikti Nomeor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
. | Proses Bismis dan Standar Operasional Prosedur di Linglungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
. |Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penvusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah

KETERKAITAN

o

PERALATANPERLENGKAPAN

Personal Komputer / Laptop

=

. [Taringan Internet

3. |Telepon

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Pelayanan Front Office tidak dilaknk ti

Dist bagai data dektronik dan manmal
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2. Pengarsipan Dokumen Persuratan

NOMOR SOP 11.3.3.2
TGL. PEMBUATAN 22 Agusrus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 [Rewvisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Negeri Padang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG —
Prof/ Casefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003
NAMA SOP Pengarsipan Dokumen Persuratan

WAKTL RUANG LINGKLUP

48 menit pelaksanaan Mencakup proses pendokumentasian pada arsiparis

DASAR HUKUM KUALIFTKASI PELAKSANA
Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Proses Bisnis)

Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

an Mcnteri Peadayagunzan Aparatur Negara dan Reformasi irokrasi | | [Momahami p terkait pelayanan publik dan pedoman pengelolaan peningk
~* |Nomor 15 Talun 2014 tentang Pedoman Standar Pelay * | knalitas pelayanan publik
R Menteri Pendayagunaa A paratur Negam dan Reformasi Birokmsi
4. (Nomor 1 Tahun 2015 teatang Pedoman Fvalasi Kinerja Penydenggara 4. |Mamy goperasikan komputer dengan baik
Pelay Publik
5 ?erme'mis_sekdil.m No_mor 5 Tahun ZDIS_ [.enm:?_gl_('}rg.anisaci di FamE s 5. {Mampu berbahasa Inggris secara Lisan dan Tulisan
Kementernan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi =i
Perab Menleri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. | 2016 tentang Pelayanan Publik di K jan Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Permennistekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. | Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah

(ETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

. |Personal Komputer / Laptop

. |Jaringan Internet

Tl
1l

[P

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pelayanan Front Office tidak dilakn) ul scmestinya maka | Disi bapai data dektronik dan mammal

i ¥
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3. Surat Keluar e-office

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WAKTU

35 menit pelaksanaan

DASAR HUKUM
PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

NOMOR SOP 11.3.3.3

TGL. PEMBUATAN 22 A 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 [Revisi2
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Negen Padang

Prof Tanefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP
RUANG LINGKUP

SURAT KELUAR e-Office

Mencakup proses surat keluar

KUALIFIKASI PELAKSANA

. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

E Meaten Pendayag Ap Negama dan Reformas Birokmasi e —— —_—
J' 3
** |Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelay s ] e sy s
Perat Menleri Pendayag: Aparater Negara dan Reformas Birokrasi
4. [Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ped Evaluasi Kinerja Penyclengpam 4. |Mcmab ped pengelol gkatan knalitas pelay pubhik

Pel Publik

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
" |Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

un

5, |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peratnzn Mealeri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. [2016 tentang P Publik di K. Riset, Tcknologi, dan Pendidikan

bentang Pelay

Permennistekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
. | Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah

o

KETERKAITAN
. |SOP Surat Keluar

PERALATANPERLENGKA
. |Personal Komputer | Laptop

(=]

. |Jaringan Internet

"RINGATAN
Apabila SOP Surat Keluar tidak dilaknk i

yang szmpaikan ke mmnm atin nnit tejean tidak Pt

| b
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4. Surat Masuk e-office

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WAKTU

29 menit pelaksanaan

DASARHUKUM
PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
{Business Process)

NOMOR SOP 11.3.3.4
TGL. PEMBUATAN |22 Agnsnas 2010
TGL. REVISI |5 Mare: 2021 [Revisi 3)
TGL. EFEKTIF [30 Agusas 2019
DISAHKAN OLEH
Rektor Univarsitas Negeri Padang
.-..:':::j:{-;','—'-‘—'-'-"
Prof. Canefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003
NAMA SOP SURAT MASUK e-Office

RUANG LINGKUP

Mencakup surat masuk ke pimpinan Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

ra

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

(Perath Menieri I ryag pamatur Negara dan Reformasi Birokrmsi Nomor
" |15 Talum 2014 fentang, Ped Standar Pel

F ryag ¥ Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
" |1 Tabun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
" |Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

n

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

PA =

feri Risel, Tek
Publik di K

logi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Talum 2016
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
. |Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara dan Reformasi Birokrasi
. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

SOP Sural Masuk tidak dilakul

PENCATATAN DAN PENDATAAN

hapai data elel ik dan manual
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SOP




Daftar SOP |
1.  Usulan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan Lektor |
2. Usulan Pengangkatan Dosen Luar Biasa
3.  Usulan Pindah Homebase External dan Internal
4.  Usulan Izin Belajar
5. Usulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
6.  Usulan Mutasi Dosen |
7. Usulan NIDN dan NIDK
8.  Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Jabatan Asisten Ahli dan Lektor
9.  Usulan Sanksi Dosen
10. Usulan Penerimaan Tanda Jasa/Penghatgaan
11. Usulan Alih Status Tugas Belajar ke Izin Belajar
12. Usulan Tugas Belajar
13. Usulan Penerimaan DTNPNS
14. Administrasi Pengusulan Formasi CPNS dan P3K
15. Administrasi Rekrutmen Tendik Non-PNS
16. Administrasi Pengusulan Kenaikan Pangkat
17. Administrasi Pensiun BUP
18. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
19. Administrasi Usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
20. Promosi Jabatan
21. Administrasi Pelantikan
22. Pembinaan Disiplin PNS
23. Administrasi Mutasi
24. Monitoring Berkas Usulan

TR T



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN KEPEGAWAIAN

A. Subbagian Pendidik

1. Prosedur Kenaikan Jabatan Assisten Ahli dan Lektor

NOMOR SOP 11.2.1.1

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2012

UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Pektor,

Prof. Ganefri. P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217128903 1003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOF) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

a. Sebagal acuan prosedur pengajuan Kenaikan Jabatan secara resmi
Asisten Ahli dan Leltor

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosssan kenaikan jabatan

c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil vang terlibat dalam layanan
pemrosesan kenaikan jabatan untuk tenaga pengajar (dosen)
Asisten Ahli dan Lektor

NAMA SOP Usulan Kenailian Jabatan Asisten Ahli dan Lektor
RUANG LINGKUP

1 buiam Kerja SOP Sidang, Kenaikan Tabatan Asisten AhH dan Lektor

Sidang Penilaian Angka Kredil Tingkal Tniversitas

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

I, |[UU RINo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

_ llilindmg-whmgl{epuﬂik Indonesia Nomor 12 Tahmnn 2012 lenbang Pendidikan 3. hami T Peratiran Terknit Peb Puiblik
Pb;?:m}’enﬁinhh Repnblik ndonesia Nomor 37 Tahan 2009 tentang 4 Memabami Tentang Penggnnaan Kompater dan Aplikasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahon 2013 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendavagunaan Aparatur Wegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Talun
"|2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan
Fungsional Dos:n dan Angka Kreditnya,

ra

Mengetali Prosedur Tentang Usulan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan Lektor

ia

Perainran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
" |Mo.44 Tahmn 2015 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

. |danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIIIPE/2014 dan Nomor 24
" |Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Jabaman Fungsional Dosen dan
angka kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92
8, |Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

L. |Dosen 1. |Komputer/LaptopPrinter
2. |Fakultas 2. |Jaringan Tnternet
3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila 8OP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pengusulan Kenaikan Jabatan s i d ik 1
Asisten Ahli dan Lektor tidak dapat betjalan dengan baik (st =elng ek L
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2. Usulan Pengangkatan Dosen Luar biasa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERTPADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NOMOR S0P 11212

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF 30 Agustas 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujunan nnmk

memberikan penjelasan mengenai:

a. Sehagai acuan pengangkatan dosen luar biasa

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengangkatan dosen luar biasa

. Terkoordinasinya unit kerja dan personil vang terlibat dalam layanan

pemrosesan usulan penganglatan dosen luar biasa

DISAHKAN OLEH —Rekior,

Prof. Ganefri, P.hD
NIP, 196312171989031003

1 Minggn Kerja

NAMA 50P Usulan Pengangliatan Dosen Luar biasa

SOP nsnlan p b dosen Tear biasa

DASAR HUKUM
Undang — Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

KUALTFIKASI PELAKSANA

1 emahami Tent it kait Dengan Kepegawaia
1 et debeii Neat st L. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian
n — Und RIN 2 tahun 2012 tentang . 1 :

2 L uda.ng.. ; [].t'mg. RN S I TS ENE 2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Pengangkatan dossen luar biasa

Pendidikan Tinggi =

Peratwan Pemermizh RI Nomor 17 tahun 2010 teakmg 7 .

3 3. (Mcmal Tentang P Terkait Pl Publik

3 Pcagclolazn dan Pemyclenpgaraan Pendidikan ? S =2
i sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R1 1 Mermhami Tenbamg Pengpunasn Komputer dan Aphikasi

Nomor 66 talun 2010 N
5 |Undang-Tindang No. 14 Talmn 2005 g Gurn dan Dosca

6 |Undang-undang Nomor § Tahun 2014 Tentang Aparatir Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengclolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Recpublik Indonesia Tahun 2014 Nomer 16).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang

Standar MNasional Pendidikan Tinggi.

KETERKAITAN

. [Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. |Komputer/Laptop/Printer

. [Fakultas

. |Jaringan Internet

PERINGATAN

biasa tidak dapat berjalan dengan balk

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pengangkatan dosen luar
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3. Usulan Pindah Homebase External dan Internal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR SOP 11213

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI § Maret 2021 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF 30 Apustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Sebagal acuan usulan homebase

[b. Terbitnya mekanisme lavanan pemrosesan homebase
khususuva bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

c. Terkoordinasinya unil keja dan personl vang tetlibat dalam layanan
pennirosesan usulan homebase untuk fenaga pengajar (dosen)

DISAHKAN OLEH ~Rektor,

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

WAKTU

NAMA SOP Usnlan pindah homebase external dan internal
RUANG LINGKUP
SOP usulan homehasc unituk Tenaga Pengajar (Dosen)

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor § Tahun 2014 rentang ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. [Memahami Tentang Peramran Terkait Dengan Kepegawaian

(2]

PP Nomer 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan homebase

Perataran Menten Risct, Teknologi dan Perpurean Tinppi RI No. 2 Talmn 2016
3 |Teniang Perubahan Afas Perateran Menteri Riset, Tekmologi, dan Pendidikan
"Iinggi No. 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

3. |Memabami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Pablik

4 |Undang-Undang Ne. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doszn

4 Memahami Tentang, Penppunaan Komputer dan Aplikasi

KETERKAITAN
1

. |Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

v

. |Fakultas

2. |Jaringan Internet

Bagian Keuangan
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan homebase tdak dapat
benalan dengan baik

3. |Kertas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sehapai data elektronik dan mamal
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4. Usulan Izin Belajar

BIRO UMUMDAN KEUANGAN

TUJUAN

NOMOR 50P 11214

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVIST 5 Maret 2021 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

. Sebagai acuan prosedur pengajuan izin belajar secara resmi

etapi tetap melakukan proses pembelajaran

b, Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan 1zin belajar

c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang tedibat dalam layanan

pemrosesan izin belajar untuk tenaga pengajar (dosen)

DISAHKAN OLEH

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 1963 1217198903 1003

Afdalisma, SH.. M.Pd.
NIP. 197012051992032002

WAKTU
3 Hari Kerjs

NAMA SOP Usulan Izin Belajar
RUANG LINGKUP
SOF Surat keterangan Izin belajar diberikan kepada dosen yang

ingin melanfntkan program sindi dengan biaya sendiri

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor £ Tahun 2014 tentang ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

2 |PPNomer 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negarl Sipil

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Izin Belajar

Peratnran Menteri Pertama 224/MP/196]1 Tentang Peratnran Pelaksanaan
niang Pemberian Togas Belajar dalam dan di Lnar Negeri

3. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Pablik

Permendiknas Nomeor 48 Tabun 2002 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pecawni Negerd Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan

=

Memahami Tentang Penggunaan Kompater dan Aplikasi

[

Undang-Undang No. 14 Talmn 2005 tentang Gum dan Dosen

Peraturan Menteri Riset, Telmologi, dan Pendidikan Tinged Nemeor 9§ Tahun
2016 Tentang Pemberian Kunasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentn Di Lingkungan
Kementerian Riset. Teknologi, Dan Pendidikan Tinggl

Surat Edaran Menteri Pendayagumaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan [zin Belajar

<1

Keputusan Menter] Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03N/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tingei,

=

Surat Edaran Menteri Riset, Telmologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor
9 (2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset; Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Riset, Telmologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
10.[297%/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Linglkungan Kementerian Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggd

CETERKAITAN

- |Dosen

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

Komputer/LaptopPrinter

Fakultas

Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan izin belajar
tidak dapat betjalan dengan baik

3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manmsl
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5. Usulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar

NOMOR SOP 11215
TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL.EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
Prof..".G.aneEri. P.hD
BIRO UMTM DAN REUANGAN NIP. 1963121719280031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenal:

a. Schagai acuan prosedur pengajuan Kenaikan Jabatan secara resmi
Lelitor Kepala dan Gur Besar

b. Terbitnya mekamsme layanan pemrosesan kenaikan jabatan

e. Terkoordinasinva unit kerja dan personil yang terlibat dalam lavanan
pemrosesan kenaikan jabaran untuk tenaga pengajar (dosen)

Lelitor Kepala dan Gum Besar

Usulan Kenalkan Jabatan Lektor Kepala dan Guru

NAM
NAMA SOP el i3
| Bulan Eerja |SOPUnhnKmﬂmIahldeij@ahdemBmar |

DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. |UU BRI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilran Nasional 1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Kenaikan Jabatan Lekior Kepala dan Guru

(]

Dosen: Besar
Tadan i T -
3. 1 s g Repubhk Womor 12 Talma 2012 tentang Pendidikan 3. |Memsharmi Tentsmp Perat “Terkait Pelay Publik
4 Peratnran Pemerintah R epublik Indonesia Nomor 37 Talmn 2009 fentang ., |Memahami Tentang Penggunaan Kompulor dan Aplikas
Dosen; B

Peraturan Mented Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 scbagal mana tclzh diubzah dengan Peraturan Mented
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun

" (2013 tentang Pernbshan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

Perainran Menleri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingpt Republik Indoncsia.
' [No.44 Talma 2015 'y g Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peratiran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII'PB/2014 dan Nomor 24
Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan
angka kreditnya:

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Womior 92
. |Tahun 2014 tentang pefunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angha Kredit
Jabatan Funegsional Dosen dan Angka Kreditnva,

o

"TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [Dosen 1. |[KomputerLaptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Taringan Internet
3 |Senat Universitas dan Komist 3. |Kerlas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP im tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan kenaikan Dising it st d 2

Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar Gdak dapat berjalan dengan baik
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6. Usulan mutasi Dosen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR SOP 112.16

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF 30 Agnstus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUNM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ber tujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
4. Scbagai acuan Mutasi Dasen

Ib. Terbitnyva mekanisme layanan pemrosesan usulan murasi
klususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

c. Terkoordinasinya unit Kerja dan personil vang terlibat dalam layanan
pemrosesan nsulan mntasi untuk tenaga pengajar {dosen)

DISAHKAN OLEH

Rekior,

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 1963121 71989031003

WAKTU

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor S Talnn 2014 tentang ASN

NAMA SOP
RUANG LINGKUP

L

KUALIFIKASI PE

Usulan mutasi Dosen

SANA

Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawal Negen Sipil

-3

Mengetahui Prosedur Tentang Usulan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Risel, Teknologt, Dan Pendidikan Tingm

3 |Undung-Undang No. 14 Tahun 2005 lentang Guru dan Dosen 3. |Memakami Tentang Peraturan Terkail Pelayanan Publik
Peraturan Menter Riset. Tekmologi, dan Pendidikan Tinggi Nomeor 98 Tahun
s 2016 Tentang Pemberian Knasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan 4 (Memahami Tenlang Penggunam Komputer dan Aplikasi

5 |Undang-Undang No. 14 Talun 2005 lentang Guru dan Dosen

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nemor
13/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tingei;

1. [Dasen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Laptop/Printer

2, |Fakultas

b

. [Jaringan Internet

3 [Kemdikbud
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka vsulan mutasi tidak dapat
berjalan dengan baik

3.

Disimpan schagai data clckironik dan mamal

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kerlas
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7. Usulan NIDN dan NIDK

NOMOR SOP 11.2.
TGL. PEMIBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
{3‘. EKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH _ Rektor,

Prof. Ganefri. P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 18631217138903 1003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOF) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

A Sebagal acuan prosedur pengajuan usulan NIDN dan NIDK

b. Terbitnva mekanisme layanan perresssan usulan NIDN dan NIDK
khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

nasinya unit keja dan personil yang terlibat dalam layanan
n usulan NIDN dan NIDE untuk tenaga pengajar (dosen)

NAMA S0P Usulan NIDN dan NIDK
RUANG LINGKUP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Menteri Riset. Teknologi. Dan Pendidikan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
" |Menteri Riset, Teknologl, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Registrasi Pendidik Pada Pergumman Tinggd

1. |Memahami Tentang Peratutan Terkait Dengan Kepegawaian

Lampiran Peraturan Menteti Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
" [Riset. Telmologl, Dan Pendidikan Tinggd Nomor 26 Talun 2015 Tentang
Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

Perainran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Talmn 2009 tenfang 2o i . Publik

ra

2. |Mengetahui Prosedur Tentang NIDN dan NIDK

= =] &

1. [Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2, |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan bail, maka pengusulan NIDN / NIDE
tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data clektronik dan manmal
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8. Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Jabatan Asisten Ahli dan Lektor

NOMOR S0P 112138

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVIST 5 Maret 2021 (Revisi 1)

)
)]
ﬂ_

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

B,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUNM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenal:
& Sebagai acuan pengaktifan kembali dosen jabatan asisten ahli dan lektor

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengaktifan kembali
khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen) setelah selesai masa belajar

e Terkoordinasinys unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan pengakti fan kembali nintuk tenaga pengajar (dosen)

DISAHKAN OLEH ‘ekior,

Prof. Ganefri. P.hD
NIP. 1963 12171988031003

Usulan Pengakrtifan Kembali Dosen Jabatan Asisten
Ahli dan Lektor

NAMA SOP

RUANG LINGKUP

DASAR HUKUM

KUALIFTKASI PELAKSANA

Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

PP Momeor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negerl Sipil

=]

Mengetahuoi Prosadur Tentang Usulan Pengaktifan Kembali

Perainran Menteri Pertama 224/MP/1961 Tentang Peratnran Pelaksanaan
Tentang Pemberian Tagas Belajar dalam dan di Lnar Negeri

Permendiknas Nomeor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil D Linglungan Departemen Pendidilan
Nasional

e

Undang-Undang No. 14 Tabmn 2005 t: g Onm dan Dosen

Peraturan Menteri Risst, Teknologl, dan Pendidikan Tinggd Nomeor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kezgiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tingm

=1

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Peinberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar

-1

Keputusan Menteri Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomeor
03/M/EPT.KP/20 16 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggd:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/LaptopPrinter

. |Fakultas

Jaringan Internet

Bagian Feuangan
PERINGATAN

Apahila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pengakdifan kembali
tidak dapat berjalan dengan baik

Eerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Drisimpan schagai data elektronik dan manmal
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9. Usulan Sanksi Dosen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO TMIUM DAN KEUANGAN

NOMOR SOP 11.2.19

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan ai:

a. Scbagal acuan pemberian sanks!

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pemberian sanksi

c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil vang terlibat dalam layanan

pemroscsan usulan pemberaan sanksi

DISAHK AN OLEH

Rektor,

Prof. Ganefri. P.hD
NIP, 196312171989031003

Peraturan Pemerintah Nomeor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negerd Sipil.

NAMA S0P
RUANG LINGKUP

Usulan Sanksi Dosen

L. [Memshami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

. |Peraturan Pemerintah Nemor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawal Negen Sipil.

. |Mengctahul Prosedur Tentang Usnlan Pemberian sanksi

Peraturan Pemermiah R1 Momor 17 i 2010 teatsn g
Penpelolaan dan Peryclenpgaman Pendidikan

i Tentang P Pubhk

Torkait Pelay

Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan

4 |Administratif dan Hokuman Disiplin Terhadap
Perawai Negeri Sipil Yang Menggunakan
ljazah Palsu,

TERKAITAN

L. |Dosen

Memahami Tentang Penggunaan Komputer dan Aplikasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

L. |Komputer/Laptop Printer

2. |Fakultas

. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pemberian sanks: dosen
tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kerias
PENCATATAN DAN PENDATAAN
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10. Usulan Penerimaan tanda jasa / penghargaan

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

_

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan genai:
& Sebagai acuan peperimaan tanada jasa / penghargaan

[b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan penerimaan
tanda jasa/ penghargaan khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil vang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan penerimaan tanda jasa / penghargaan

NOMOR SOP 11.2.1.10

TGL. PEMBUATAN 22 Apustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Rewvisi 1)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DISAHKAN OLEH Rekior,

Prof. Ganefri. P.hD
NIP. 1963 1217198305 1003

1 Bulan

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Grelar, Tanda Jasa. dan Tanda Kehormatan,

S0P usalan peperimaan tanda jasa / penghargaan untuk Tenaga Pengajar (Dosen)

NAMA SOP Usulan Penerimaan tanda jasa / penghargaan
RUANG LINGKEUP

KUALIFTKASI PELAKSANA

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan.

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Penetimaan tanda jasa / penghargaan

Peratnran Pemerintah Momor 35 Tabnn 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor 20
“Tahun 2009 tentang, Gelar, Tanda Jasa, dan
Tamda K chormatan.

3. |Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Pablik

ETERKAITAN

4 |Memabami Tentang Penggunaan Kompater dan Aplikasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan bailk, maka usulan penerimaan tanda jasa /
penghargaan tidak dapat berjalan dengan baik

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Kemdikbud 1. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Drigimpan sebaga data elektrondk dan mammal
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11.

Usulan Alih Status Tugas Belajar Ke Izin Belajar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO TMUM DAN KEUANGAN

NOMOR 50P 112111

TGL. PEAMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVIST 5 Maret 2021 (Revisi 1)

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a. Sebhagai acoan prosedur pengajuan perubahan

alih ugas belajar ke izin belajar

b, Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan perubahan

alih status tugas belajar ke izin belajar

c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil yang terlibat dalam layanan

pemrosesan alih status tugas belajar ke izin belajar dosen

DISAHKAN OLEH

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 16631217128903 1003

3 Harl Kerja

NAMA S0P

Usulan Alih status tugas belajar ke izin belajar

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor § Tahun 2014 tentang ASN

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan alili slalus

2 |PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Neged Sipil
P 224/MP1961 Tentang Peratiran Pelak sanaan
Tentang Pemberian Togas Belajar dalam dan di Lnar Negerd

2 T PR S e § Thisks Pablik
8 Y

Permendiknas Nomer 48 Tabun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pegawal Negsti Sipil Di Linglungan Departemen Pendidikan

Memahami Tentang Pengsnnaan Kompater dan Aplikasi

Tindang Undang No. 14 Talun 2005 lenlang G dan Dosen

Peraturan Menterd Riset, Telmologi, dan Pendidikan Tinged Nemeor 9§ Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dtan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Fiset, Teknologl, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras
Republik Indonesia Nomor 4 Tahum 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Tzin Belajar

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Pergumuan Tinggi,

Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor
2979/A A2/SF/2018 Tentane Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Linglungan Kementerian Risel, Telmologi. Dan Pendidikan Tinggd

Surat Edaran Menteri Riset, Telmologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor
.|2979/A AZ/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi

ETERKAITAN

1. (Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

o

Komputer/LaptopPrinter

2, |Fakultas

Jaringan Internet

Bagian Kenangan Universifas

Apabila SOP ind tidak dijalankan dengan bail. maka pelaksanann usulan alih status
tugas belajar ke izin belajar tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Drisimpan schagai dala elektronik dan mannal
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12. Usulan Tugas Belajar

NOMOR SOP 112.1.12

TGL. PEMBUATAN 22 Apustus 2019

TGL. REVISI 5§ Maret 2021 (Revisi 1)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

Prol. Ganefrl P.LD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 1963121 7108903 1003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
. Sebapai acuan prosedur pengajuan fugas belgar secara resun

[b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan Tugas belajar

& Terkoordinasinya unit kefja dan personil vang terlibat dalam layanan

pemrosesan tugas belajar untuk tenaga pengajar (dosen)

NAMA SOP Usulan Tugas Belajar
WAKTU RUANG LINGKUP

SOP Surat Usalan Tugas Belajar

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Pasal 70 UU Nomor 5 Talun 2014 tentang ASN

. |Memaband Tentang Peraturan Terkait Denpan Kepesawaian

PP Nomar 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pepawal Negen Sipil . |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Tueas Belajar

Peratnran Menteri Pertama 224/MP1961 T Peratnran Pelaksanaan - ; .

Teakarg Prsshyrions Taseas Hokaow hakun ch?:meegmi 3. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Pablik

Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tupas 4. |Memahami Tentang Penppunaan Kompater dan Aplikasi

5 [UndangUndang No. 14 Tahun 2005 tentang, Gurs dan Dosen

Peraturan Menter Riset, Teknologd, dan Pendidikan Tingpi Nomor 98 Tahun

2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegast Wewenang Pelalssanaan

Kepiatan Administrasi Kepepawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan

Kementenian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tingm

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi
epublik Indonesia Nomor 4 Tabun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar

dan I7in Belgjar

Keputusan Menteri Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tingei Nomor

03/ M/EPT.KP/2016 Tentang Nama Proeram Studi Pada Perpuruan Tingei;

=

o

Sural Edaran Menteri Riset, Telmologi. dan Pendidikan Tinggi Nomaor
2979/A A2/SE2018 Tentang Pengpunaan Aplikasi Tugas Belajar danizin
Belajar Di Linglungan Kementerian Riset, Telmologi. Dan Pendidikan Tinggi
KETERKAITAN TRALATAN/PERLENGKAPAN

o

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Bagian Kevangan Universitas 3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apahila SOP ini tidak dijalankan denean baik, maka pelaksanaan nsulan mgas

belajar tidak dapat bejalan dengan batk isimpan schagai data clektronik dan
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13. Usulan Penerimaan DTNPNS

NOMOR S0P 11.2.1.13
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL.REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHK AN OLEH
Fenf,
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP, 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenal:
a. Bebagai acuan pencrimaan DTNPNS

b. Terhitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengangkatan DTNPNS

c. Terkoordinasinya unit kerja dan persom| yang terlibat dalam layanan

pemrosesan usulan penerimaan DTNPNS

NAMA 50P Usulan Penerimaan DTNPNS
WAKTU RUANG LINGKUP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang — Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem o . . .
1 e s : - L. |Memahani Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian
Pendidikan Nasinnal = = ¥

1 |Undang-Unding No. 14 Talun 2005 ben bmg Gurn dan Dosen 2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Penerimaan DTNPNS
Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 talma 2010 tentang x 5 .
1 g 3. [Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Publik
¥ | vapelolem dim Desglongnivenn Peadidilng am e
at Pemerintah Nomor un 2( tan araan Memahami P K Aptikasi
Per’l}lrlzm .Lrpcm?mq Nomer 4 Tabun 2014 Ten. 13 IP.en_\,e engg s_:a: ami T diii
4 |Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggl (Lembaran Negara 4

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 16).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tingg.

n

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1. |Dosen I. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

A pabila SOP ini tidak dijalankan dengan baile, maka usulan penerimaan DTNPNS tidak
dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan ‘mamal
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B. Subbagian Tenaga Kependidikan

1. Administrasi Pengusulan Formasi CPNS dan P3K

NOMOR SOP 11.2.2.6
TGL. PEMBUATAN |4 September 2020
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
- 3 &, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 320 Desember 2020
E j‘ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH =~ Rektor,
D
Frof. Gapefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

|Proses administrasi yang dilaksanakan untuk pengusulan formasi
CPNS atau P3K

Administrasi Pengusulan

NAMA SOP Formasi CPNS dan P3K

WAKTU RUANG LINGKUP

SOP Pengusulan Formasi CPNS dan P3K mencakup
scluruh proses admimstras: terkant nsulan formasi
CPNS dan P3K

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 2 ¥
penyusunan standar operasional prosedur

2 |UU Nemeor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggl 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tehun 2000 jo Peraturan
3 |Pemerintzh Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri | 3 |Memahami peraturan terkait pelayaman publik

Sipil

4 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan i Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Tatalaksana [Business Process) kualitas pelayanan publik

5 PetiaPANRE Noigr 33 atinn 012 sictanis Beduman 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan bail
Penvusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah K EeE o
P‘_ﬂﬁ _' Meitess ayag : ABmAL e Moz deix Pt Memahami Peraturan terkait pedoman

6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6

penyusunan standar operasional prosedur
Pelayanan
Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birckrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentsmg Pedomsm Evaluasi Kinerja 7 |Memahami Analisis Jabatan

Penyelengpara Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun

Mengetahui struktur organisasi, tugas pokok dan

8 2015_Tfmtang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementenian 8 b esiiat Woowgn UNR
Pendidikan dan Kebudayaan

9 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan o Memahami prosedur penyusunan usulan formasi
Tata Kerja Universitas Negeri Padang peoawal
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dem Pendidikan Tinggi Nomor 59

10 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, 10 |Memahami peraturan dan ketentuan vang berlaknu

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ERKAITAN ALATAN/PERLENGKAPAN
Tenaga Kependidikan 1 |Komputer/Laptop/Printer
Pimpinan 2 |Jaringan Internet
Pemroses di Kemendikbud 3 |Kertas

SOP Analisis Jabatan

S0P Penerbitan Surat Keluar
Apabhila SOP ini1 ndak dyalankan dengan baik, maka pelaksanasan i 5 "

administrasi usulan formasi tidak dapat berjalan dengan bailk Dimitmpuinr séchagy detim clek ik dem mezmaal

[51] =N e8] LN




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bagian Bagian Keterangan
BUK Kepegawai- UHBMN Kelengkapan Waktu Output
an Sub HTL

1 Menugaskan Bagian Lembar Disposisi, 15 menit Pertimbangan
Kepegawaian untuk menyusun OTK, KAK, RAB, tertulis pada
konsep usulan formasi pegawai RKAKL, RKT disposisi

2 Menerima pertimbangan, — Disposisi, OTK, 15 menit Pertimbangan
kemudian menugaskan KAK, RAB, tertulis pada
Subbagian Tendik untuk RKAKL, RKT disposisi, Surat
menyusun konsep usulan Tugas
formasi pegawai

3 |Mengumpulkan bahan Peta Jabatan, 10 menit Bahan
penyusunan formasi Uraian Jabatan, penyusunan

DUK, Usulan usulan formasi
I Promosi, RKT negawaj
4 |Menyusun daftar nama jabatan Peta Jabatan, 60 menit Daftar Nama
Uraian Jabatan Jabatan
(Formulir A)
5 |Menyusun daftar nama DUK 60 menit Daftar Nama
pegawai menurut jabatan Pegawai
menurut jabatan
(Formulir B)
6 |Menyusun daftar bezeting DUK 2 jam Daftar bezeting
(Formulir C)

7 |Menyusun daftar keadaan DUK 4 jam Daftar Keadaan
pegawai menurut jabatan, Pegawai
golongan ruang, jenis kelamin, menurut
dan usia Jabatan,

Golongan Ruang,
Jenis Kelamin,
dan Usia
(Formulir D)

8 Menyusun daftar perkiraan DUK, SK Mutasi, 30 menit Daftar Perkiraan
perubahan komposisi pegawai SK Pensiun, perubahan
dalam 5 tahun ke depan Usulan Promosi, komposisi

Formulir D Pegawai
(Formulir E)

9 Menyusun daftar perkiraan DUK, Formulir E 30 menit Daftar perkiraan
persediaan pegawai selama 5 persediaan
tahun ke depan pegawai

(Formulir F)

10 |Melakukan analisis beban Peta Jabatan, 40 jam Laporan Analisis [terkait POS

kerja Uraian Jabatan, Beban Kerja Analisis
RKT (Formulir G) Jabatan

Melakukan analisis kebutuhan 20 jam Daftar

SDM kebutuhan

11 |Menyusun daftar Formulir F, dan 30 menit Daftar
keseimbangan kebutuhan dan Formulir G Keseimbangan
persediaan pegawai selama 5 kebutuhan dan
tahun persediaan

pegawai
(Formulir H)

12 |Menyusun daftar prioritas Formulir H 60 menit Daftar prioritas
kebutuhan pegawai Tigak kebutuhan

pegawai

13 |Memeriksa konsep usulan Konsep usulan 60 menit Konsep Usulan
formasi pegawai, bila: formasi pegawai formasi pegawai
Ya, maka menyerahkan (Formulir A - H) yang sudah di
kepada Rektor untuk verifikasi
ditetapkan;

Tidak, maka mengembalikan
ke Bagian Kepegawaian untuk
di revisi/diperbaiki

15 |Melakukan validasi konsep e Konsep usulan 60 menit Usulan formasi
usulan formasi pegawai, bila: formasi pegawai pegawai yang
Ya, maka memvalidasi, (Formulir A - H) sudah di validasi
menetapkan dan
menyerahkan kepada Bagian
Kepegawaian untuk diajukan
ke Biro SDM Dikbud;

Tidak, maka mengembalikan Ya
ke Bagian Kepegawaian untuk
di revisi/diperbaiki

16 |Mengajukan dokumen usulan Usulan formasi 10 menit Usulan formasi [terkait POS
formasi pegawai kepada pegawai yang pegawai yang Surat Keluar
Sekretaris Ditjen Dikdasmen sudah di validasi sudah di validasi

17 |Mengarsipkan dokumen Dokumen Usulan 5 menit Arsip usulan

usulan formasi pegawai

formasi pegawai

formasi pegawai




2. Administrasi Rekrutmen Tendik Non-PNS

"-;a ) UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur [SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Proses administrasi yang dilaksanakan untuk rekrutmen Tendik

Non-PNS

NOMOR SOP 11.2.2.1
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
! TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revim 2)
3® . KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
LI

DISAHKAN OLEH - Rektor,
k—"'_""‘--._‘ ~

3
-

Gahqefri, P.hD
4217 198903 1 003

WAKTU
1 kali/tahun dengan lama pelaksanaan 2 bulan

DASAR HUKUM
1 |UJ Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Administrasi Rekrutmen Tendik
NAMA SOP Non-PNS
RUANG LINGKUP

SOP Administrasi Rekrutmen Tendik Non-PNS
mencakop scliruh kegiatan admimistrasi yang berkaitan
dengan rekrutmen tendik Non PNS

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2 |Mengetahui magas dan fungsi Sistem dan Prosedur

3 |PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K

Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Lo

PermenPANEE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana {Business Process)

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
kualitas pelayanan publik

PermenPANREE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

5 |Mampu mengoperasikan kemputer dengan bk

Peraturmn Menteri Pendayagunaan Apamatur Negara dan Reformasi
6 |Hirokrasi Nomor 15 Tabun 2014 tentang Pedomen Standar

Pelayanan

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan
standar operasional prosedur

Peratumn Menteri Pendayagunasm Aparainr Nepara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinega
Penyelenggara Pelayanan Publik

7 |Memahami aturan ketenaga kerjaan

Permenristekdilkti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tigg Nomor 59
9 |Tahun 2016 tentang Pelayeman Publik di Kementerian Riset,
Teknolopi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdilti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedeman
10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdilkti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegas: Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepepawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristelkdikti

KETERKAITAN
Tenaga Kependidikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Komputer/Laptop/Printer

1
2 |Bagian Keuangan

2. |Jaringan Internet

3 |Pimpinan
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
rekrutmen tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kertas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

IDhisimpan sehagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Fakultas/ Bagian Ket.
i 1B WRII BUK Kepegawai- | Pelamar | Kelengkapan | Waktu Output
Lembaga/ an
PPs
1 |Usulan kebutuhan SDM 1jam |Surat usulan
’ kebutuhan
3 [Menugaskan Pelaksana 1 hari |Rekapitulasi
membuat rekapitulasi usulan
kebutuhan SDM kebutuhan SDM
2 |Melakukan analisis dan 1 jam |Hasil analisis
pertimbangan kebutuhan
3 |Memberikan pertimbangan 1 hari
usulan
Ditolak Diterima
I
5 |Menyusun formasi yang akan Hasil analisis | 2 hari |Kebutuhan
ditawarkan, merencanakan kebutuhan formasi
proses seleksi dan penilaian,
serta menginformasikan ke
nada peserta 1
6 |Menerima informasi melalui 1 hari |Pengumuman,
pengumuman/undangan undangan, dan
pelaksanaan seleksi, serta soal ujian
mengikuti pelaksanaan seleksi
8 |Pelaksanaan penilaian, Lembar max 1 [Rekapitulasi
penyusunan rekap dan jawaban dan | minggu [hasil penilaian
penyampaian hasil secara bukti hadir
berieniang.
Melakukan analisi dan 2 hari |Hasil analisis
pertimbangan nilai seleksi
9 |Memberikan pertimbangan max 1 |Keputusan hasil
penerimaan minggu |seleksi
Diterima
10 |Menyusun dan menerbitkan - 1 hari |Dokumen
kontrak kontrak
Ditolak
14 |Menerima salinan dokumen max 1 [Salinan
kontrak - hari |dokumen
kontrak
15 |Mengarsipkan 5 menit |Arsip (dokumen
).( kontrak dan
bukti
penerimaan)




3. Administrasi Pengusulan Kenaikan Pangkat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

4,3
o
s

: R, iy

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

NOMOR SOP 112,24
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revism 2)

TGL. EFEKTIF

30 Agustus 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

IProses administrasi yang dilaksanakan pada saat pengusulan pangkat

DISAHKAN OLEH

77 Rektor,

PiatsGanzfri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

12 Hari Kesja

DASAR HUKUM

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

NAMA SOP

Administrasi Pengusulan

RUANG LINGKUP

SOP Kegiatan Pengusulan kenaikan pangkat mencakup
schiruh kematan admimstrasi yang dipersiapkan untok
pengusulan kenaikan pangkat

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Kenaikan Pangkat
WAKTU

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan
standar operasional prosedur

Tata Kerja Universitas Negeri Padang

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur
3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 _|Memahami peraturan terkait pel an publik
i PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman % M thami ped pengelolaan pemingkatan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah kualitas pelayanan publik
Peraturan M 1 Pendayag: Aparatur Negara dem Reformasi
5 |Hirokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stendar 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan batk
Pelayanan
P‘:nml Mentesi Pendayepriisen Apavatir Negnrden Re!bmam Memahami Peratiiran terkait pedoman penyusunan
6 |Birckrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evahliasi Kinega 6 5
- ; : standar operasional prosedur
Penyelenggara Pelayanan Public
7 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 7 Memahami aturan serta proses kenaikan panghkat

PNS3

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidiken Tinggi Nomor 59
8 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdilkcti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
9 |Penyusunan Peta Proses Bismis dan Standar Operasional Progedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Telknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

10
2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pesawai Negen Sipil

Kep BEN No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

11
KET!

Tenaga Kependidikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Laptop/Printer/scanner

Jaringan Internet

1
2 | Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
3 |Pimpinan

o [ 1=

Kertas

Apabila SOP 11 tidak dyjalankan dengan beik, maka pelaksanaan
pengusulan kenaikan pangkat tidak dapat berjalan dengan baik

4 |SOP Pembinaan Digiplin PNS
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebaga data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
. Bagian Fakultas/
o Kegitan Kepegawai- | Pengusul |  BUK |Biro/ Unit/ | Kelengkapan | Waktu |  Output e
an Lembaga
1 [Pemberitahuan kenaikan Daftar jadwal | 1jam [Surat
pangkat secara berkala 9. kenaikan Pemberitahuan
pangkat
2 |Menerima pemberitahuan 2jam |Informasi batas
kenaikan pangkat ' waktu
pengumpulan
bahan
3 |Melakukan pengecekan sanksi Ad Dokumen 2jam |Informasi
disiplin penundaan kenaikan ‘ disiplin ada/tidak
pangkat hukuman
disiplin
penundaan KP
4 [Mempersiapkan bahan usulan Tiebk ada 7hari |Berkas usulan [Kelengkapan berkas KPO: Foto
dan mengirimkan ke bagian KP kopi sk terakhir, SK NIP Baru (Jika
kepegawaian Ada), SKP dan capaian SKP 2
tahun terakhir (sekurang-
idak lengkap kurangnya bernilai baik).
Kelengkapan berkas KP dalam
jabatan: Foto kopi sk terakhir, Foto
kopi sk jabatan, Foto kopi sk
pelantikan, SPMT, SKP dan
capaian SKP 2 tahun terakhir
(sekurang-kurangnya bernilai
baik).
Kelengkapan berkas JFT: Foto
kopi sk terakhir, Foto kopi sk
jabatan fungsional tertentu,
Penilaian Angka Kredit (PAK), SKP
dan capaian SKP 2 tahun terakhir
(sekurang-kurangnya bernilai baik)
5 [Memerikasa dan membuat L 1 hari
engkap
pengantar usul KP *—-
6 |Memeriksa kelengkapan Ditolak 1sd.5
berkas, dan pengentrian ke hari
SAPK di alamat
https:/ /sapk.bkn.go.id/
Di'fl-: illld .
7 |Proses cetak usul dan 2jam |Draft surat
pembuatan surat pengantar i pengantar
usul KP usulan KP
8 |Penandatanganan surat 1 hari [Surat pengantar
pengantar usul kenaikan ._ | usulan KP
pangkat
9 |Perekaman data softcopy ke 2jam |Surat
CD dan mengirimkan usulan pengantar,
kenaikan pangkat ke berkas usulan,
kemendikbud CD, daftar
nominatif, dan
bukti
pengiriman
10 |Pengarsipan Surat 2jam |Arsip dokumen
pengantar, hardcopy dan
berkas usulan, softcopy
CD, daftar
nominatif




4. Administrasi Pensiun BUP

NOMOR SOP 112232
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
. TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
& = ""g_ KEMENTE RIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
"i,_ ;-‘j UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
- > IS T
Pro¥ Biznefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
|Proses administrasi vang dilaksanakan untuk mengurus pensiun
NAMA SOP Administrasi Pensiun BUP
17 hari kerja SOP Kegiatan Administrasi Pensman BUP mencakup

seharuh kegiatan administrasi yang dipersiapkan
untuk pengusulan pensiun

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman

JUN 5T 2014 1 £ & S1pi ga :
1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 ST e dar AbeaRTban] praReRi
2_|UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan
3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 2 |M hami peraturan terkait pelayanan publik
4 PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 Memahami pedoman pengelolaan pemngkatan

Tatalaksana (Business Process) |kualitas pelayanan publik

_ |PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

¥
i

Peratnran Menten Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6
Pelayanan
Pemturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaliasi Kinerja 7 |Memahami aturan serta proses pensiun PNS
Penyelenggara Pelayanan Publk
Permenrnistekdikn Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementenian Riset,
Tekenologi, dan Pendidikan Tingai

Permenristelkdikt Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

10 |Penyvusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERATURAN BADAN KEFEGAWATAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

11 [PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peratuiran BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa

12 Persiapan Pensiun
l. |Tenaga Kependidikan |. |Komputer/Laptop /Printer
2. |Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 2. |Jaringan Internet

3 |Pimpinan 3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

_‘\pabliiﬂ S0P in.i tidak rlij&]anlfsm dengan I)a_ikl, maka pelaksanaan usulan Disihgnn st T
pensiun BUP tidak dapat berjalan dengan baik. &




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bagian Fakulta / Ket.
. Biro/ Unit/
Kepegawai- [ Pengusul BUK Kelengkapan | Waktu Output
Lembaga/
an
PPs
1 [Membuat surat pemberitahuan Daftar BUP |30 menit |Surat 18 bulan sebelum masa BUP
Batas Usia Pensiun (BUP) - Pemberitahuan
2 [Menerima pemberitahuan BUP 2jam  (Informasi batas |18 bulan sebelum masa BUP
dan mempersiapkan bahan pengumpulan
usulan bahan
3 [Mempersiapkan bahan usulan Dokumen 2 minggu (Berkas usulan |Berkas kelengkapan: Surat
kelengkapan Permohonan, DPCP, Foto kopi SK
bahan usul CPNS dan PNS, Foto kopi surat nikah,

il

Tidak Sesug|

Foto kopi akte kelahiran, Surat
keterangan kematian, Foto kopi SK
pangkat terakhir, Surat keterangan
janda/duda, Daftar keluarga, Pas foto
3x4 sebanyak 5 (lima) lembar, SKP 1
tahun terakhir, Surat Pernyataan
tidak Pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang/ berat dalam 1
tahun terakhir, Surat Pernyataan
Superpidana; Semua bahan di buat
rangkap 2 (dua)

4 [Memeriksa kelengkapan sesuai 2jam  |Berkas telah

aturan &_ dicek
Seslai

5 |Membuat surat pengantar 30 menit (Berkas usulan,

usulan pensiun i dan pengantar
Fak/ Unit/
Lembaga
6 [Memeriksa kelengkapan ljam  [Berkas telah
usulan pensiun dicek
Tidak Sesuai
Spsuai
7 |Membuat surat pengantar, 2jam  [Draf surat
pengantar
usulan pensiun

8 [Menandatangani pengantar ljam  [Surat
usul pensiun pengantar

usulan pensiun

9 [Update data dan buat usul ljam  [Update data
melalui SAPK di alamat SAPK
https://sapk.bkn.goid/

10 |Melakukan proses digitalisasi 2jam  [Arsip dokumen
dokumen, mengirimkan usulan hardcopy dan
pensiun BUP ke Kemendikbud softcopy serta
dan mengarsipkan dokumen bukti

usul

pengiriman




5. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
|Proses administrasi yang dilaksanakean untuk kenakan gaji berkala

NOMOR SOP HZo8

TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
e itd’*‘:ﬁ_ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
%@dg UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,

Prof. Saae’ri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

WAKTU
3 jam 35 menit

DASAR HUKUM
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Administrasi Kenaikan Gaji
Berkala

NAMA sOP

RUANG LINGKUP
SOP Kenaikan Gaji Berkala mencakup proses
administrasi gaji berkala di lingkungan KPTU

Memahami Peraturan terkait pedoman

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2 |Mengetahui tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur

3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana [Business Process)

4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
kualitas pelayanan publik

- |PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

o

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evahluasi Kinerja

Penyelenggara Pelayanan Publik

-1

Memahami aturan gaji

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

8 |Memahami proses kenaikan gaji berkala

Peraturan Menten Riset, Teknology, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 [Talun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinge

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tingg

11 |PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
12 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemennstekdikt
KETERKAITAN

Tenapa Kependidikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Laptop /Printer

Jaringan Internet

Pimpinan

LIRS | =

Kertas

1
2 |Bagian Keuangan
3

4 |SOP Pembinaan Disiplin PNS
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
kenaikan gaji berkala tidak dapat berjalan dengan baik

ATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan scbagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bagian Ket.
Kepegawaian BUK Kelengkapan | Waktu Output
Sub Tendik
1 [Memeriksa database tenaga Database tenaga | 1jam |Daftar pegawai
kependidikan KPTU untuk kependidikan yang akan naik
menentukan siapa yang berhak KPTU (hardcopy/ gaji berkala
diajukan kenaikan gaji berkala Ada soft file)
oleh pelaksana
2 |Melakukan pengecekan sanksi Dokumen sanksi | 2 jam |Informasi
disiplin penundaan berkala penjatuhan ada/tidak
hukuman hukuman
disiplin disiplin
Tidak Ada penundaan penundaan
kenaikan gaji kenaikan gaji
herkalo herkalo
3 |Mengumpulkan bahan dan Fotocopy gaji ljam [Kesesuai
menyusun kelengkapan berkala/SK informasi
dokumen tenaga kependidikan pengangkatan berkala dan data
yang berhak untuk mendapat terakhir pendukung
kenaikan gaji berkala.
4 |Memproses konsep SK 1 jam [Konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala ‘ Tidak Sesuai Kenaikan Gaji
Berkala
S |Memeriksa konsep SK 10 menit |Konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala ‘_ Kenaikan Gaji
Berkala telah
dicek
6 |Menandatangani SK Kenaikan pesuai 10 menit |SK Kenaikan
Gaji Berkala Gaji Berkala
7 |Perbanyakan SK berkala, dan — S menit [Salinan SK
pembubuhan stempel Kenaikan Gaji
Berkala
8 |Distribusi SK Kenaikan Gaji 5 menit |Bukti
Berkala pada yang penerimaan SK
bersangkutan dan BPP Gaji
9 |Pengarsipan ili S menit |Arsip berkala




6. Administrasi Usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

2 kaliftabun dengan lama pelaksanaan 2 minggn

DASAR HUKUM
1 |UU Nomeor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur Sipil Nepara

NOMOR SOP 11.2.2.8
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
_ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
e i & KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
'?% ¢  UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH «hektor,
LNy ’
Prof tazefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP, 19631217 198903 1 003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Ii‘n)sf:ﬁ administrasi vang dilaksanakan untuk administrasi
|[Penghargaan Satyalancana Karva Satya
Administrasi Usulan
NAMA SOP Penghargaan Satyalancana
Karya Satya
WAKTU RUANG LINGKUP

S0P Administrasi Usulan Penghargaan Satyalancana
Karya Satya mencakup seluruh kegiatan administrasi
yang berkaitan dengan usulan penghargaan
Satyalancana Karya Satya
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |Memahami Peraturan terkait pedoman

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingei

2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999tentang pokok-pokok Kepegawaian

7
v

Memahami peraturan terkait pelayanan publik

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

3
4 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

o

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

(9]

Peraturen Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan

Memahami Peraturan terkait pemberian
penghargaan Satyalancana Karya Satva

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penye P Publik

-1

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negerl Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 59
Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi

10

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian

kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdiki

KETERKAITAN
1 |Tenaga Kependidikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Komputer/Laptop /Printer

2 |Pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga

2. |Jaringan Internet

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
adminisirasi usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya tidak dapat
berjalan dengan baik

3 |Pejabat Pembina Kepegawaian 3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan scbhagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan F'akultas'/ Bagian Ket.
IEfiRD)) Wiwifi) WR II BUK Kepegawai- | Kelengkapan Waktu Output
Lembaga/
PPs an
1 |Menerima berkas dari yang Fc SK CPNS Periode |Berkas usul
bersangkutan, melakukan q (Dilegalisir) Mei max
pengecekan awal, dan FC' SK PNS akhir
memberikan pertimbangan (Dilegalisir) Januari
Fc SK Jabatan
Terakhir d?n
(Dilegalisir) Periode
Fc Karpeg Agustus
(Dilegalisir) max
SKP 1 Tahun akhir
Terakhir. Maret
Daftar Riwayat
Hidup Di Tempel
Photo.
Surat Tidak
Ada Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin|
Dari Atasan
Langsung dan
Penghargaan
Satyalancana
yang pernah
diperoleh (kalau
dal
2 |Melakukan pengecekan Dokumen sanksi 2 jam |Informasi
penjatuhan sanksi hukuman penjatuhan ada/tidak sanksi
disiplin hukuman disiplin hukuman
Tidk Ada disiplin
3 |Mengusulkan nama-nama Berkas usul 1 hari |Daftar usul dan
penerima Satyalancana Karya berkas calon
Satya beserta kelengkapan
berkas
4 |Memberikan pertimbangan Daftar usul dan| 1 jam |Pertimbangan
melalui disposisi usulan secara _“ berkas calon melalui disposisi
berjenjang usulan
L
5 |Melakukan pengecekan Berkas usul 5 hari |Berkas usul
kelengkapan usul telah dicek
Tidak lengka
6 |Melakukan perbaikan Informasi 1 hari |Berkas usul
kelengkapan berkas usulan ‘ kelengkapan yang telah
Ledgkap berkas dilengkapi
7 |Membuat daftar usul dan Berkas usul 2 hari |Daftar usul dan
pengantar ’* telah lengkap surat pengantar
Salah
8 |Pengecekan daftar usul dan Daftar usul dan | 10 menit | Daftar usul dan
pengantar surat pengantar surat pengantar
telah di cek
9 |Melakukan paraf secara Daftar usul dan | 1 hari |Daftar usul dan
berjenjang ‘__ﬁ surat pengantar surat pengantar
telah di cek telah di paraf
10 |Melakukan penandatanganan Daftar usul dan| 1 hari |Daftar usul dan
daftar usul dan pengantar surat pengantar surat pengantar
telah di paraf telah di
tandatangani
11 |Mengentry dan mengupload Daftar usul, 15 menit |Pemberitahuan
dokumen usul, ke pengantar, dan oleh sistem
https://layanan.sdm.kemdikbu kelengkapan keberhasilan
d.go.id/e-sipd berkas entry dan upload
dokumen usul
12 |Monitoring usul melalui laman Pemberitahuan
https://layanan.sdm.kemdikbu oleh sistem usul
d.go.id/e-sipd yang diterima
13 |Mengarsipkan secara manual Daftar usul, 1 hari |Arsip
dan digital * pengantar, dan
kelengkapan
berkas




7. Promosi Jabatan

NOMOR SOP 11.2.2.10
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
B TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2]
:;” Ec@*f; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |[TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
”%@E UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH -« Rektor,
LNe ‘r o
Praf. Gagefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
|Proses administrasi yang dilaksanakan untuk promosi

[iabatan PNS

NAMA SOP Promosi Jabatan
WAKTU RUANG LINGKUP

80P Promosi Jabatan PNS mencakup seluruh kegintan
promosi jabatan PNS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

e o . Memahami Peraturan terkait pedoman
1 |UU Nomeor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | ; E
penyusunan standar operasional prosedur

{ S
(]

UU Nomeor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncte Undangundang

3 i ) 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Nomor 43 Tahun 1999%tentang pokok-pokok Kepegawaian B
4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tehun 2010 tentang Disiplin 4 Memahami pedoman pengelolasn peningkatan
Pegawal Negeri Sipil kualitas pelayanan publik
v ¥ M ) - e | :
s Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 5 [iimsibimd Adwitisteant Bap -

Pegawai Negeri Sipil
6 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 6 [Memahami Peraturan Kepegawaian
7 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman =

3 ; s ; ; 7 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Penvusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dem Reformasi
8 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reflormasi
9 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penvelenggara Pelavanan Publik

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

10

Tata Kerja Universitas Negeri Padan

Komputer/Laptop/Printer

Tenaga Kependidikan
Pimpinan Fekultas/Biro/Unit/Lembaga
Pejabat Pembina Kepegawaian

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Dicatat dalam berkas kearsipan Subbag,. Tatalaksana
promosi jabatan PNS tidak dapat berjalan dengan baik dan Kepegawaian secara elektronik dan atau manual

. |Jaringan Internet
Map Ordener dan Kertas

Lol ko=
(=) gy S




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ) Tim Ket.
Baglan' BUK WRII Rektor Pertimbangan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Jabatan dan
Kepangkatan
1 |Menyampaikan formasi jabatan DUK dan SOTK 1jam |Daftar Jabatan
yang akan diisi beserta daftar dan Daftar PNS
nama yang memenuhi kriteria . memenuhi
mengikuti promosi kriteria promosi
2 |Melakukan analisis dan 1 hari |Pertimbangan
pertimbangan dan arahan
untuk
pelaksanaan
— Dramasi
2 |Menyampaikan hasil analisis 1 hari |Pertimbangan
dan pertimbangan dan arahan
untuk
pelaksanaan
I Dromasi
Memberikan pertimbangan 1 hari |Pertimbangan
Rektor
4 |Mempersiapkan kelengkapan 10 menit |Undangan rapat
rapat tim untuk memberikan
pertimbangan pengisian
jabatan
5 |Menerima informasi 1 hari |Pernyataan
pelaksanaan pertimbangan kesediaan hadir
pengisian jabatan Tidak Sepakat
|
6 |Melaksanakan rapat Daftar Jabatan, | 1 hari |Keputusan tim
pertimbangan pengisian Daftar PNS
jabatan memenuhi
kriteria
promosi, dan
Seppkat daftar badir
7 |Memproses berita acara 30 menit |Berita acar
pertimbangan pengisian ' pertimbangan
jabatan pengisian
jabatan
Memberikan putusan pengisian Tidak Setud max '3 Pertimbangan
jabatan hari |dan keputusan
Rektor
8 |Mempersiapkan administrasi max 3 |Berkas
pelantikan Setuju hari |administrasi

pelantikan




8. Administrasi Pelantikan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Proses administras: yang dilaksanakean setelah pelantikan

NOMOR SOP 11 2.2.3
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
P o e KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
i(45)- UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Reltor,
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 598903 1 003
TUJUAN

WAKTU
8,75 Jam Kerja {1 Hari Kezja)

NAMA SOP
RUANG LINGKUP
SOP Kegiatan Administrasi Pelantikan mencakup
seluruh kegiatan administrasi yang dipersiapkan
sebelim pelaksanasm pelantikem

Administrasi Pelantikan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Tentang Peraturan terkait dengan

‘Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan PNS

1 |UU Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 Kepegawaian

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui Prosedur Terkait dengan Pelantikan

3 PP Nomor 10 Tahim 2000 jo Nomor 13 Tabun 2002 tentang a3 Memahami tentang peraturan terkait pelayanan
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural publik

4 T [ai e AN e Sl SR EL by 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

PP Nomeor 11 Tahun 2017 tentang Manajemer PNS

Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural

Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara

Perpres Nomor 13Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi

g |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

PermenPANREB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

10

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tabun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

11

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evahuasi Kinerja

b w? 1 Dl hablil

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdileti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Linglungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingsi

Permenristekdilct Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Keglatan Administras
Kepegawaian kepac}ﬂ Pejabat tertentu dl Lingkungan Kementerian
Riset_Teknologi qdidilea oo

Apabila SOP imi tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistemn dan prosedur tdek dapat berjalan
dengan baik

J ALATAN/PERLENGKAPAN
L. |Pendidik 1. |Komputer/Laptop /Printer
2. |Tenaga Kependidikan 2. |Jaringan Internet

3 |Bagian Keuangan 3. |Kertas

ATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bag. Bag. Keterangan
Kepegawai- UHBMN BUK WR II REKTOR Kelengkapan Waktu Output
an Sub HTL
1 |Pembuatan konsep SK Daftar nama |1 jam Konsep SK Dokumen yang|
Pelantikan untuk diperiksa dan 9. yang Pelantikan dipersiapkan
direvisi oleh pelaksana, setelah memenuhi antara lain:
menerima instruksi personil kualifikasi undangan,
yang akan dilantik berdasarkan naskah serah
persyaratan terima, naskah|
dan pelantikan,
Salah pertimbangan berita acara
pimpinan pengambilan
sumpah
2 [Pengecekan data personil yang Database 15 menit |Konsep SK
dilantik pada Sipeg dan Pelantikan
http://sipeg.unp.ac.id atau SAPK telah di cek
https://sapk.bkn.go.id/ secara ||Benar datanya
berjenjang oleh Kasuba,
:-191:3 /n{nngl(nhna © I
3 |Pengecekan peraturan terkait Salah Daftar aturan |15 menit |Konsep SK
salah terkait bidang Pelantikan
Kepegawaian telah di cek
enar data dan
— atiran terkait
4 |Memeriksa dan memaraf 1 hari Konsep SK
konsep SK pelantikan secara Benar Pelantikan
berjenjang hingga ke unit yang l‘ telah di cek
berada satu tingkat di bawah data dan
penandatangan SK aturan terkait
dan telah di
paraf secara
o .
5 |Menandatangani SK pelantikan, 60 menit |SK Pelantikan
6 |Pembuatan dokumen 3 jam Dokumen Dokumen
pelantikan oleh pelaksana pelantikan pelantikan:
undangan,
naskah
pelantikan,
berita acara
pengambilan
sumpabh,
naskah serah
terima, pakta
7 |Koordinasi dan persiapan 2 jam Kesiapan Perlengkapan
perlengkapan pelantikan “ untuk pelantikan
dengan Bag. Humas, Bag. pelaksanaan |antara lain:
UHBMN dan Tim Dekorasi pelantikan label nama,
(dokumen, label map,
tempat, dan label tempat
acara) berdiri,
ballpoint, label
segitiga akrilik,
dekorasi
ruangan, dll
8 [Pelaksanaan pelantikan 3 jam Personil
pemangku
jabatan
9 [Melaksanakan pembuatan SK pelantikan |3 jam Draft dokumen|Dokumen
dokumen pasca pelantikan dan dokumen pasca pasca
oleh pelaksana pelantikan pelantikan pelantikan:
Surat
pernyataan
Melaksanakan
Tugas (SPMT),
Surat
Pernyataan
Pelantikan,
Surat
Pernyataan
Melaksanakan
Tuoa
10 |Menandatangani dokumen * 1 jam Dokumen
pasca pelantikan pasca
pelantikan
11 |Menggandakan dan 2 jam Salinan
mendistribusikan dokumen dokumen
pasca pelantikan kepada unit pasca
kerja personil yang dilantik pelantikan
dan vb
12 |Pengarsipan ‘ 1 hari Arsip

dokumen




9. Pembinaan Disiplin PNS

NOMOR SOP 11.2.2.9
TGL. PEMBUATAN (22 Agusts 2019
_ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
e o & KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBEUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
'%3 ¢  UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
LN N .
33 ..'—')
= ’_‘,_..,_."F-—-—_"'
Frof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

|Proses administrasi vang dilaksanakan untuk pembinaan
disiplin PNS

NAMA SOP Pembinaan Disiplin PNS
WAKTU RUANG LINGKUP

S0P Panbinasn Disiplin PNS mencakup seluruh
kegiatan pembinaan disiplin PNS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memahami Peraturan terkait pedoman
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang

[

. Nomor 43 Tahun 1999tentang pokok-pokok Kepegawaian § |Memshismi peratran terkeit pelagraion pablic
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Pegawai Negeri Sipil kualitas pelayanan publik
Peramrlar{ PE’,H.‘IleI”%IlF_Eﬁl Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen & [Mcaalsn AdiisiaiE ;

Pecawal Negeri Sipil

4 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 6 |Memahami Peraturan Kepegawaian

: PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 7 Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah tentang Disiplin Pegawai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar § [Mampu mengoperasikan komputer dengan batk
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggara Pelayanan Publik
Permenristeledikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5%
9 |Tahun 2016 tenteng Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman

10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti

12 |Perka BKN Nomor 21 tahun 2010
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |SOP Kenaikan Pangkat Komputer/Laptop/Printer
2 |SOP Kenaikan Gaji Berkala Jaringan Internet
3 Map Ordener dan Kertas
4. [] EI_' ..il i t
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lo b | =

S0P Penghargaan

Apabila SOP i tidak dijalankan dengan batk, maka pelaksanaan Dicatat dalam berkas kearsipan Subbag. Tatalaksana
pembinaan disiplin PNS tidak dapat berjalan dengan baik dan Kepegawaian secara elektronik dan atau manual




Pelaksana

Mutu Baku

Univ/
No. Kegiatan Fakultas / Ket.
Kasubag Unit/ Biro/ PYB YBS Kelengkapan Waktu Output
Lembaga/
PPs
1 |Kasubag sebagai atasan Dokumen 30 Menit | Laporan indikasi
langsung melaporan indikasi - Pelanggaran pelanggaran
pelanggaran disiplin pegawai Disiplin: finger disiplin
- print dan bukti
yang dilakukan oleh stafnya laporan
berdasarkan bukti kehadiran
dan laporan yang disertai bulkti
bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan
2 |Melakukan tinjauan atas Laporan 60 menit | Hasil tinjauan
pelanggaran hukuman disiplin indikasi laporan indikasi
PNS dan menyampaikan pelanggaran pelanggaran
kepada Kepala SPI untuk disiplin disiplin
dilakukan tindak lanjut sesuai
dengan PP 53 Tahun 2010
3 |Menelaah pejabat yang Hasil tinjauan 60 menit | Keputusan
berwenang memberikan Tidak Perlu Ti laporan indikasi kebutuhan
hukuman disiplin sesuai pelanggaran penunjukan tim
dengan jenis pelanggaran yang disiplin Binap
diduga telah dilakukan oleh Perlu Tjm
PNS tersebut
4 |Menunjukan tim Binap sebagai Daftar nama 60 menit | SK Tim Binap
PYB tim Binap sebagai Pejabat
Yang Berwenang
5 |Pejabat yang berwenang PP 53 Tahun 30 menit |Surat
Memberikan Hukuman /Pejabat 2010, Pemanggilan,
Atasan Langusng/Tim BINAP PERKABKN 21 Daftar
memanggil Pegawai yang Tahun 2010 Pertanyaan
diduga melakukan Pelanggaran
6 |Pejabat Yang Berwenang 120 Jawaban dari
Memberikan Hukuman /Pejabat menit |Daftar
Atasan Langsung/Tim BINAP Pertanyaan
memeriksa Pegawai yang
diduga melakukan pelanggaran
7 |Pejabat Yang Berwenang 120 Laporan BAP
Memberikan Hukuman /Pejabat menit sebelum
Atasan Langsung/Tim BINAP diverifikasi
membuat Laporan Berita Acara
Pemeriksaan
8 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit |Laporan BAP
Memberikan Hukuman /Pejabat telah diverifikasi
Atasan Langsung/Tim BINAP
memverifikasi Laporan Berita
Acara Pemeriksaan
9 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit | Laporan BAP
Memberikan Hukuman /Pejabat
Atasan Langsung/Tim BINAP
menentukan jenis hukuman
disiplin sesuai dengan laporan
hasil pemeriksaan
10 |Pejabat Yang Berwenang 60 menit | Laporan hasil
Memberikan Hukuman /Pejabat “ pemeriksaan
Atasan Langsung/Tim BINAP
mengusulkan kepada pejabat
yang berwenang atas laporan
hasil pemeriksaan
11 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit | Draf Keputusan
Memberikan Hukuman /Pejabat Penjatuhan
Atasan Langsung/Tim BINAP - Disiplin
memverifikasi Surat Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin
12 |Menganalisa apakah memiliki 30 menit
Kewenangan menerbitkan
Surat Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tidak o
13 |Menerbitkan Surat Keputusan 60 Menit |Surat Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penjatuhan
Hukuman
Disiplin
14 |Pendistribusian Surat 15 menit |Surat Keputusan
Keputusan Penjatuhan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Hukuman
Disiplin dan
bukti serah
terima
15 |Menyusun kelengkapan dan PP 53 Tahun 60 Menit |Surat usul dan
membuat usul penjatuhan 2010, kelengkapan
hukuman disiplin dan PERKABKN 21 penjatuhan
melakukan proses secara Tahun 2010 hukuman
berjenjang disiplin
16 |Mengarsipkan 5 menit Arsip




10. Administrasi Mutasi

NOMOR SOP 11.2.2.7
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 [Revis: 2)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TGL. EFEKTIF

30 Apustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I g
b =
[
R4
Lt

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

Proses administrasi yang dilaksanakan untuk mutasi Tenaga
I-l-(ependicl.ikan

DISAHKAN OLEH

anefri, P.hD
217 198903 1 003

Fro
NIP. 19631

WAKTU

Max 1 bulan sampasi dengan p rhitan SK

DASAR HUKUM

1 |UU Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

NAMA SOP
RUANG LINGKUP
SOP Mutasi Tendik mencakup seharuh kegiatan
administrasi yang berkaitan dengan Mutasi Tenaga
Kependidikan

KUA

1

Administrasi Mutasi

LIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

UL Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingm

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K

Memahami peraturan terkait pelayanan publik

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana [Business Procsss|

Memahami pedoman pengelolasn peningkatan

kualitas pelayanan publik

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

o

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

o

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform asi
Birckrasi Nomoer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan

Memahami Peraturan terkait mutasi

Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokmsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluas Kinerja
P P an Publik

Permenristeldikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomoer 59
Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Linglkungan Kementerian Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemennstekdikt

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEAPAN

Apabila SOP in: tdak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan mutasi
tidak dapat benalan dengan baik

1 |Tenaga Kependidikan 1. |Komputer/Laptop /Printer
2 |Pimpinan Faloultas/ Biro/ Unit/Lembaga 2. |Jaringan Internet
3 |Pejabat Pembina Kepegawaian 3. |Kertas
4 |Bagian Keuangan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpesm sebagai data eledtronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Fak/ Unit/ Ket.
Biro/
by Bag. Kepeg. BUK WR I Kelengkapan | Waktu Output
PPs
1 |Menyampaikan usulan mutasi Surat usulan 1 jam
SDM ” mutasi
2 |Mengumpulkan data dan Berkas data 1 hari
informasi SDM calon mutasi * pegawai
3 |Melakukan analisis dan max 3 |Pertimbangan
pertimbangan hari  |usul mutasi
4 |Mempertimbangan usul Ditolak 1jam |Rekomendasi
Ditdrima
5 |Membuat Draf SK mutasi 1 hari |Draf SK
6 |Menetapkan usulan mutasi ljam [SK Mutasi
7 |Mendistribusikan dan 10 menit |SK Mutasi
mengarsipkan SK Mutasi
8 |Menerima SK Mutasi i|i 2 jam |SK Mutasi




11. Monitoring Berkas Usulan

NOMOR SOP 11.2.2.6
TGL. PEMBUATAN |22 Apustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2}
e T ¢.  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
"j%b E‘ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH .Rektor,
oRY e
Pro?iGarefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanaken untuk monitoring
berkas usulan
NAMA SOP Monitoring Berkas Usulan
RUANG LINGKUP

SOP Monitoring berkas usulan mencakup seluruh
usulan yang berhubungen dengen satuan kerja lain
KUALIFIKASI PELAKSANA

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memahami Peraturan terkait pedoman

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingg 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

N 2 Talmmn 2 : e R ; )
3 ‘Peru:.enPANRB Nomor 12 Ta..m.n 2011 tentang Pedomean Penataan 3 |Memehomi perat kel i ilatke
Tatalzksana [Business Processg|
PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman , |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah |kualitas pelayanan publik

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
S |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 6

Penyelenggara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

(¥

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

Memeahami struktur organisasi untuk memahami

- P
Tata Kerja Universitas Negeri Padang ! garis koornisasi dan perintah
Pera Menten Riset, Teknologi, dan Pmldld.lkan T—m.ggl Nomor 59 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara
8 |Tahmun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementenan Riset, 8 |.. i Y v
ekn ) i = e lisan maupun tertulis

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1 _|Tenaga Kependidikan

1 |Komputer/Laptop /Printer
Bagian Keuangan 2 |Jaringan Internet
3 |Kertas

2

3 |Pimpinan

4 |Pemroses di Kemendikbud
3 |Pemroses di BKN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

hila SOP ini tidak dijalz n dengs i aka pelaksar .. .
Apabila SOP i tidak diyjalankan dengan baik, maka pelaksanaan L T date clelironik din hsngal

monitoring berkas tidak dapat berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.
Pemroses | Pemroses .
Bag. Kepeg. Kemdikbud BKN Biro Kelengkapan | Waktu Output

1 [Daftar usulan KP dan Pensiun ljam |Daftar usul

2 |Pengecekan status usulan di Daftar usul ljam [Status usulan
alamat https:/ /sapk.bkn.go.id dan laman

Masalah https://sapk.b
kn.go.id
r—

3 |Menghubungi pemroses di 1 hari |Informasi dari
Kemdikbud pemroses

4 |Menghubungi pemroses di BKN Tidak Masalah 1 hari |Informasi dari

pemroses

5 |Menerima informasi dari 1 hari |Informasi dari

pemroses berkas pemroses
1

6 |Mengkoordinasikan 2jam |Putusan
tindaklanjut informasi dari tindaklanjut
Kemdikbud dan/atau BKN

7 |Menerima arahan dan 1 hari [Hasil eksekusi
memproses tindaklanjut tindak lanjut
informasi yang telah
diputuskan oleh pimpinan

8 |Menunggu luaran usul (SK KP, 1 hari |Dokumen
SK Fungsional, SK Pensiun, SK luaran usulan
TB, Pengakuan Gelar, SK
Perbaikan)




SOP
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Daftar SOP

Penempatan Dana Diposito

Pembuatan Format Cek

Pencairan Dana Kelolaan

Penerimaan PNBP terkait Layanan Akademik

Penerimaan PNBP terkait Layanan Non Akademik dan Sewa
Pengajuan Belanja LS dan Payroll

Permintaan UMK

Pertanggungjawaban UMK

Penatausahaan Piutang

Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran
Pengajuan Gaji

Pencairan Dana LS Bendahara

Pencairan Dana LS Pihak Ke 3

Pencairan Dana LS Bendahara

Pendaftaran Kontrak

Pengajuan Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
Pengajuan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor
Pengajuan Uang Makan

Pencairan Dana UP/GUP

E-Rekonsiliasi

Pembuatan Laporan Serapan Anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Surat Keluar Subag Aklap

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN KEUANGAN

A. Subbagian Anggaran PNBP

NOMOR SOP 11:1.1.7

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
. Relctor

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (S0P) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangka Penemapatan Deposito di hinglumgan Universiias Negen
Padang

tan Dana D ito

NAMA SOF P

WAKTU RUANG LINGKUP

Menecakup proses perhitungan dana untuk pembukean deposito s.d,
Pembukaan deposito pada Bank yang ditentulan

DASAR HUKUM KUALIFIHKASI PELAKSANA

6 hari kerja s.d. 9 hari kerja

Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

khususnya dalam pembukaan Deposito

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1.

(=]

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional 2. |Mampu menghitung perkirasn penerimaan dan perkiraan belanja

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 4
‘Tanggung awab KEeuangan Negara :

[

Mampu menjalin komunikasi dengan haik

w

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

5 |Undang-Undang Momor 12 Tahum 2012 tentang Pendidikan Tmgg
& |Undang Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimann Negara Bulkan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 g Pengdok K I
7 |Badan Layanan Umum schappimana  idah  diubah  dengan  Peraturan)
| Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
g |Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penyelenggaraan)
|~ | Pendidilean Tinggi dan Tinge:

PermenPANRE Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

Lz}

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Momor 10 Tahun
)15 tentang Orpanisas dan Tata Kerja Universitas Neperi Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingm Nomor 67 Tahun
20161 ¢ Statula Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Relesning Milik Satuan Kerja Lingloup Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 129/PME.05/2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Lavanan Umum

Esputusan Menlari Kenanpan Momor 330/EME.05/2015 tentang Penelapan
Universitas Megen Padang pada Kementerian Rizet Telmologl dan Pendidikan

anan Umom

PERALATAN/PERLENGEAPAN

SOP Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNBP) di lingkungan Universitas Negeri

: Padang 1. |Komputer/Laptop
2 | SOP pada Bagian Perencanaan terloadt Target PNEP 2. |Jmringan Internet
3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tdak dijalankan dengan bail penempatan deposito tidalk akan
mendatanglan manfaat yang maksimal bagi Universitas Negeri Padang
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2. Pembuatan Format Cek

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

NOMOR SOP

11.1.1.10

TGL. PEMBUATAN

22 Agustus 2019

Standar O i 1P dur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan mengenai:

Prosedur dalam rangka Pembuatan Format Cok untuk proges Pembuatan Cek

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH

Fektor,

KTO

Prof. Ganefri, P.hD

NIP. 196312171989031003

WAKTU

190 Menit

DASAR HUKUM

NAMA SOP

Mencakup proses Pembuatan Format Cee mulal dart awal sampal dengan

1. ‘.\"Tmlah&n‘.': dan menglasal tentang peaturan di bidang keuangan

Pembuatan Format Cek

RUANG LINGEUP

cele talah ditantatangani
KUALIFIKAS] PELAKSANA

Tanggungjawab Keuangan Negara

1 |Undang Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kenangan Negara

2 |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistemn Pendidikan Namonal 2. |Mampu menjalin komumkasi dengan baik

3 |Undang Undang Nomeor 1 Tabun 2004 tentang Parbendabarasn Negara, 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik
% Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksasn Pengelolasn dan

o

Undang Undang Nomor 12 Tabun 2012 tentang Pendidikan Tingg

fail

Undang Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nepara Bukan Pajak

~

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan
Pemenintah Momor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemenmitah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Peaksanasm
Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemeriniah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan  Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2014 tenlang  Penydenggproan

dilcap an e

ermen PANRB Nomor 12
|Business Process|

PermenPANRE Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

12

Peraturan Menten Kenangan Nomor 190/ PME 052012 tentang Tata Cara
Negara sebagoimana telah diubah dengan Peraburan Menteri Kenangan Nomor
L78/PMI 05/2018

Peraturan M i Rizet, Teknologl dan Pendidikan Tingg MNomor 10 Tabun
2015 tentang Organisasi dan Tala Kerja Universitas Negerl Padang

Peraturan Menten Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingm Nomor 67 Tahun

-

2016 tentang Statuta Universitas Negen Padang
K man M i K Nomor 335/EME.05/2015 tentang Penetapan

5 [Universilas Negeni Padang pada K terion Risel Teknologi dan  Pendidilean
Tinggl sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

odan Lavanan Limuong

KETEREAITAN

S0P Pencairan Dana Kelolaan

1. |Kemputer/Laptop

PERALATAN/PERLENGEAPAN

ra

SOP Permintaan UMK

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP im tidak dijalankan dengan baik maka pembuatan cel akan
mengalami ksterlambatan

3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data dektronik dan menual
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3. Pencairan Dana Kelolaan

WAKTU

110 s.d. 350 menit

DASAR HUKUM

& NEGR, NOMOR SOP 11:1:1.5
ST
) o, . -
i§ > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
e TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Apustis 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003
Universitas Negeri Padang
NAMA SOP Pencairan Dana Kelolaan

RUANG LINGKUP

Mencakup proses pencairan dana kelolaan mulai dari pengajuan dari
pelaksana kegiatan sampai dengan penyerahan cele

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 teatang Keuangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilcan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasi dengan bailc
3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

ndang Nomor 15 Tabun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan)
Teanpggumpjawab Keuangan Negara,

5 |Undang Undang Nomor 12 Tabun 2012 tentang Pendidikan Tingg
& |Undang Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan D&zgara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Jol Es
7 |Badan Laysnan Umum schagaimana  ielah dmlnh du'}g.m Hrmxn'm
|| Pemesintah NMomor 749 Tabon 2012

Peraturan Pemenintah Nomor 45 Talwm 2013 tentang Tata Cara Peaksanaan
2 |Anggaran Pendapatan dan Bdanja Megara scbagaimana telah diubah dengan
| (Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan  Pemenntah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tines dan Py lo] Percuruan Tinesi:
PermenPANRE Nomor 12 Talhun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteni Riset, Tekmologi dan Pendidikan Tingg MNomor 10 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tala Kerja Universilas Negen Padang

,|Peraturan Menten Riset, Teknolog dan Pendidikan Tingm Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Peraturan Menterl Keuangan Nomer 182/ PME.05/2017 tentang Pengslolaan

Rekening Milik Satuan Kerja Lingloip Kementerian Negara/Lembaga

Eepuhman Menteri Kenangan Momor 325/KME.05/2015 tmt.ﬂng TPenectapan

];;(hivwsitasﬂq;ai!’ﬁmg[.ﬁdalf terian Rised Tel 7 dan Pendidikan
: Tinm sd)agﬂ! Instansi Pemerintah Yang Menerapkan l!'.ngﬂnhan Eenangan

1

i

PERALATAN/PERLENGEAPAN

SOP Pembuatan Format Cek 1. |Kemputer/Laptop

2. |Jarngan Internet

[}

Eertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pencairan dana kelolaan akan |.. . 3
* ; 72 < : Disimpan sehagai data dekironik dan manual
terlambat dan bisa merugikan pelaksana kegiatan
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4. Penerimaan PNBP Terkait Akademik

NOMOR SOP 11.1.1.1

TGL. PEMBUATAN 22 Agusts 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN \EE KL
Prof. Ganefri, P.hD

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberilkan NIP. 196312171989031003
penjelasan mengenai:

Layanan Akadenik seperti 3PP, UKT, Pendaftaran, Wisuda

NAMA SOP Peneri PNBEP terkait Lay Akademik

WAKTU RUANG LINGEUP

Mencakup proses penerimasn PNBP mulad dari pembayaran yang

1 s.d. 2 hari kerja 4 7 3
! dilaloukan mahasiswa s.d. proses pambuatan laporan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |Undang {Indang Nomor 17 Talm 2002 tentang Kenangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di ldang keuangan

2 |UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin komunilkasi dengan baile

3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Negara. 3. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolasn dan
Tangmmgawab Keuangan Negara

2 |Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2012 tentang Pendidikan Tingg

6 |Undang Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nepara Bulian Poajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 P Jol Es

Badan Layanan Umum schagsimana  telah dmlnh du'}g.m Hrmxn'm
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penyelenggaraan

=1

8
Pendidilcan Tines dan Py Iol Pereuruan Tineel:
o PermenPANRE Nomor 12 Tabhun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)
10 PermenPANRB Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prossdur Administrasi Pemerintah
l]l’haturan" teri Riset, Tel gl dan Pendidikan Tinggl Nomor 10 Tahun
& Z)lﬁtmmng()rgammdanTaia Kzl}al.lnmtasl\kq;m]hdﬂng
l?mmﬁm,T@d@&anmﬁmﬁ7T&m
|16 tentang Stahula Universitas Negen Padang
Eeputusan Menteri Keusngan Nomor 330/KMEOS/2015 tentang Pendapan
],gllnivermiasmnl’zﬂmgpadav ian Rizet Teknologi dan Pendidikan
Tinggi sebapai Instans Pemerintah Yang Menerapkan Penpelolaan Kensnmgan
Badan Layanan Umum
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. | SOP Penanpatan Deposito 1. |Komputer/Lapgtop
2 |SOP Pengelolaan Piutang 2. |Jaringan Internet
3 |SOP pada Bidang Akademik 3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apahila SOP ini tidal dijalanlkan dengan baik Penerimaan PNBP tidalk berjalan

dengan baik & s nal
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5. Penerimaan PNBP Terkait Layanan Non Akademik dan Sewa

5 e, NOMOR SOP 6 5 o 1
P G*‘P’,. 1128
] o , i
i§ > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
e TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Prof. Ganefri, P.hD

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberilkan NIP. 196312171982031003
penjelasan mengenai:

Layanan Non Akdemik seperts Legalisir, TOEFL dan sewa

Penerimaan PNBP terkait Layanan Non
NAMABOP Akademik dan Sewa

WAKTU RUANG LINGKUP

Mencala proses penerimaan PNBP mulai dari pembayaran s.d. proses
pembuatan laparan

DASAR HUEUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 a.d. 2 hari kenja

1 |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Eeuangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangen

2 |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidilcan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasl dengan baik

2 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
. |UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksasn Pengelolasn dan

i

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

& |Undang Undang No. @ Tahun 2018 tentang Penenmann Negara Bulcan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 g Pengelol. EC g
7 |Badan Layanan Umum  schagmmana  telah  diubah  dengan  Peraturam
i intah Momor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerntah Nomor 4 Tabhun 2014 tentang Penydenggaraan
Pendidikan Tingg dan Pengelolann Pergoruan Tingg;

PermenPANRB Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process|

1

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Progedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Momor 10 Tahun
2015 tentang Orgamisasi dan Tata Kega Universitas Negeni Padang

Peraturan M i Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tabun
2015 tentang Statuta Universitas Negen Padang

Eepuhusan Menteri Kenangan Nomor 335/EME.05/2015 tentang Penetapan
Tinggl schagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan K
Badan La an Umum

mi

is

KETERHEAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN

1

S0P Pengelolaan Plutang 1. |Komputer/Laptop

2. |Jaringan Internet

w

Eertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apahila SOP ini tidalk dijalanlkan dengan batk Penerimaan PNBP tidak berjalan
dengan baik

Dsimpan schagni dato dekironik dan manual




jesse uepeejuemad
Bl

ueewuzuad 7 = uep ynuopeye uou esel|
uesode] qu SRESNERH ﬁ .vA 9 AB uep [eseroq fued ueewousd 4
L uerode] unsnAT eIeyepua]
ueueie]
qeme Fundtueuad % ueuele]
wliay » Tedupaoy qeseffimdimrod ueduop
ISegEoA ISeH | Hey ok eyep A YG weso Burroyos eped yedepio
Z PsS1 | tep verelequad Y~ TeriL Fuel veenwiausd 1SEq IO
HHquEp i b G Bt L i
uesoy Burusy
ueIoy uereie]
Suruayar uep — ueleiequisg D qemefFunidduevad epeday
uerelequod - g - ueyaq 1p yn ueredequad
g 030y ewaum Jedeq qifem
L2 et
nyjng /ueredequiad 1yng
u wad mad Eaiiel]
erefeq TR ueredeq (V1251121 uep vﬁ.ﬂ-ﬁﬁ
g ISyesuer), [ _ -9 [SUURLD Nje WV “19[°)
_|_- myjejaw yeq ueretequad
sosond wuouod wIyTy Jueg
arjm
FBq MB[EW Teemsp woe
mrad Bued esef so)
e — — ued esel sape uemiquad
IsyesuRl), { ) UEIe]w JeyeIeisen
UEp IUWIE ‘eMsTseqeis
T Jeq Jedeq qifem
; i RN oA Moy ddNd UBBWMSUS ] St [euoiseradg
eIy nding e M uedessusiay do1d=y 4 uep umiin | weiSeq uedeq ot ks gqemeld .
e ong epeday| eredsy  |qug epedsy Sl urssueuz | AR ek qrfen TR By
Buesye[ad BUERSYE[S




6. Pengajuan Belanja LS dan Payroll

NOMOR SOP IE10.8

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHEAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Op al P, dur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangks Pengajuan dan Proses Belanja LS dan Payroll

NAMA SOP Pengajuan Belanja LS dan Payroll
WAKTU RUANG LINGKUP
125 s.d. 275 menit Mencaloup proses pengajuan belanja LS/ Payroll s.d. Proses pencairannya
DASAR HUKUM KUALIFIHASI PELAKSANA
1 |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nepara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilcan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikast dengan baik

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Negara,

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerilesasm Pengelolasn dan
Tangpungjawab Eeuangan Negara

5 |Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 lentang Pendidikan Tingg
& |Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penenimaan Negara Bubcan Pajak

o

Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

S

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 g Pengelol K g
7 |Badan Layanan Unmmm  sebapmimana  lelah  diubah  dengan Peraburan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemenniah Nomor 45 Tahum 2013 tentang Tata Cara Peab
8 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penydenggaraan

an - meet dan Peneclodaan Barouruan - Lines

PermenPANRE Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRE Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administras) Pemerintah

Peraturan Menten Kenangan Nomor 190/ PME.O5/2012 lentang Tata Cara.

™ 1 f =} . | Tl =L T - T =
12[F iy dala.m gha T Agwn; "L_-da.n-’.
Negara sebapgaimana telah diubsh dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
L78/PME_05/2018

. | Peraturan M 1 Riset, Teknologl dan Pendidikan Tinggi Momor 10 Tab
~|2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Peraturan Menteri Riszet, Teknolog dan Pendidikan Tingm Nomor 67 Tahun
216 tentang Statula Universitas Negen Padang

- |Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
"|Berjalan

Eepuhman Menteri Eenangan Nomor 335/EME.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada K terian Risel Teknologl dan Pendidikan)
Tingg sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolasn Kenangan

Badan Layanan Umum
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN

1. |Komputer /Laptop

2. |Jaringan Internet

2. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan bailk malka proses belanja LS dan payoll
akan terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Dismpan sebagai data dekironik dan manunal

Lndangan,
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7. Permintaan Uang Muka Kegiatan (UMK)

WAKTU

105 menit

NOMOR SOP 11.1.1.4
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
TUJUAN B
Prof. Ganefri, P.hD
Standar Op al P, dur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan NIP. 196312171989031003
penjelasan meagenai:
NAMA SOP Permintaan UMK

RUANG LINGKUP

Mencaloup prosss peagajuan UME s.d, Pencairannya

DASAR HUKUM KUALIFIHASI PELAKSANA
1 |UndangUndang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara. 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilcan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikeasi dengan baik
3 |Undang Undang Nomor | Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 [Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenkzamn Pengelolanan dan
Tangpungjawab Esuangan Negara

w

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingm

o

Undang Undang No. @ Tahun 2018 tentang Penernimaan Negara Bulcan Pajak

g 1

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ol K

Badan Layanan Umum  sebagmmana  telah thuhe\h deng;m P\mxlm‘aﬂ
T intah Nomor 74 Tahun 2012

I

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2013 tentang Tata Cara Peaks=anaan
ﬁngg;amnﬂaldapajxndmﬂdﬂmaﬂe@rammmabdah(hﬂ)dldelgm

2018
Peraturan  Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2014 tenlang  Penydenggproan

Pendidilcan Tinesi dan P dol Pereuruan Tinesi:

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tenitang Pedoman Penataan Tatalaksana
[Business Process)

[=]

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pesiyusunan Standar

" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteni Kenangan Nomor 190/ PME_05/2012 tentang Tata Cara.
Negara sebagammana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor
175/ PMEK (r/ 2018

Peraturan M i Rizet, Tel danlhncﬁihnngg.NumrlOTabm
’ jmeyei ] N "

Tl

danknidlkmfmmlﬁmﬁ?'l’ahlm

S il
i Riset,
ﬂ)l6tmlang$iakﬂaUuivu‘silaxNega1thug

- |Peraturan Menteri Kenanpan tentang Standar Biaya Masulan Tahun Anggaran

"|Berjalan

Kepuhman Menteri Kenangan Nomor 325/EME.05/2015 tentang Penetapan

1o ‘Tingg schagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kennangan

1. |Komputer / Laptop

Badan Layanan Umum
KETERHAITAN PERALATAN/PERLENGEAFPAN

Apabila SOP i1 tidak dijalankan dengan batk mala permintaan UMK akan
terlambat

Disimpan scbagai data dektronik dan manual

2. |Jaringan Internet
2. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
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8. Pertanggungjawaban Uang Muka Kegiatan (UMK)

NOMOR SOP 11.1.1:8

TGL. PEMBUATAN 22 Agustis 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Presedur (SOP) ini bertujuan untulk memberikan Prof. Gagefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangka Pertangpunggjawaban Uang Muke Kegiatan

NAMA SOP Pertanggungjawaban UMK
165 =.d. 375 menit Menecalmp proses pertanggungiawaban UMK
1 |Undang Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
2 |UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasi dengan baik
3 |Undang Undsang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik
4 lh')dang—li_ndmg Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemenksasn Pengelolasn dan
Tanggungjawab Keuangan Negara

=]

Undang Undang Nomor 12 Tahum 2012 tentang Pendidilan Tinggi

& |Undang Undang No. @ Tahun 2018 tentang Penenimaan Negara Bukian Pajak
Peraturan Pemenintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penpelolasn Kensngan
Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemenintah Nomor 435 Tabun 2013 tentang Taia Cara Pdaksanasn
& |Anggaran Pendagp dan Beanja Negara schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemeriniah Nomor 50 tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penydenggaraan
Pendidikan 1 dan 1an i3

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
|Business Process)

PermenPANREB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasl Pemerintah

Peraturan Menten Eeuangan Nomor 190 PME.05/ 2012 tentang Tata Cara
i Pembayaran dalam Rangka Pdaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanga

Negara 5 telah diubah dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor
178/ PME. 05/ 2018

12| Peraturan Ment ;]_‘{inet..,"" '-:;:d“anﬂ‘mcﬁc.ﬂ:au’ﬁnmﬂ. Nomor 10 Tabun
2015 tentane Oreanisasi dan Tata Ke versitas M s

l__}mm:lran“ i Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 g 5 Uni itas Negeri Padang

is Peraturan Menterl Ksuangan tentang Standar Biave Masukan Tahun Anggaran
Berjalan

Eepuhman Menteri Kenangan Nomor 325/KME.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Ki terian Riset Teknologl dan Pendidikan)
Tingg sehagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum

KEETEREAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN

1. |Kumpuler / Laplop

16

2. [Jaringan [nternet

2. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apahila SOP ini tidak dijalankan dengan batk malka pertangmingjawaban belanja

UMK akan terlambat dan tidak sesua: dengan ketentuan peraturan perundang-  |Disimpan sebagai dala deldronik dan manual

undangan.
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9. Penatausahaan Piutang

NOMOR SOP 11:106

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI S Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agl‘lsf'L‘LS 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHEAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

ERTO™
Standar Opcrasional Proscdur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 106312171980021003
Prosedur dalam rangka Penatansahaan Phutang di linglimgan Universitas Negeri
Padang
NAMA SOP Penatausahaan Piutang

WAETU RUANG LINGEUP

Fadl 4 hari kg Mencakup proses Pembuatan Format Cek mulai dari awal sampai dengan

cek telah ditantatangani

DASAR HUKUM KUALIFIEASI PELAKSANA

Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
khususnya dalam penatausahaan pratang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1.

2 |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pend an Nasional | 2. |Memahami dan menguasai tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

3 |Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang kemunikasi dengan baik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten

: erasikan ko ater d n baile
dan Tanggungjawab Keuangan Negara g R "

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4]

6 |Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajalk

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

-~

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana |Businezs Process|

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknolog: dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Mentern Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Neger: Padang

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem
Aluntans: dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggt sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum

K

REAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN

1. |Kemputer/Laptop

2. |Jaringan Internet

3. [Kertas

| PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

|Apabila S0P ini tidak dyalankan dengan baik maka penatausahaan piutang tidak
lakan berjalan dengan sempurna yang akan mempengaruhi terhadap laporan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
{keuangan Universitas Negeri Padang
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10. Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran

- WEGs, NOMOR SOP 11.1.1:8
SHENE
rﬁ; % TGL, PEMBUATAN 22 Agustus 2019
N5 -
N~ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Apustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOF) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196212171989031003
Prosedur dalam ranghka proses Transler Dana dan Bendahars Penerimasn ke
Bendahara Pengeluaran
NAMA SOP Transfer Dt::a t}ﬂfi Belid.nhn:'n Penerimaan lee
WAKTU RUANG LINGEUP
: Mencalaap proses transfer dana dari releening Beadahara Penerimaan ke
80 menit F

Bendahara Pengeluaran

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. [Memahami dan menguasad tenitang peraturan di bidang kevangan

2 |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin kemunikas: dengan baik

w

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
‘Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikean Tinggi

Qa

Mampu Mengoperasikan komputer dengan bak

o

& |UndangUndang No. 9 Tahun 2018 lentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keunangan
Hadan Layanan Umum sebagaimana telah  diobah  dengan  Peraborsn
Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012

Peraturan Pemenintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pdaksanasn
2 |Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Pernturan Pemenntah Nomor 50 tabun 2018

Peratiran  Pemenintah Nomor 4 Tabun 2014 tent Penyelengp
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggl;

PermenPANRE Nomor 12 Tahua 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

=

1

(=]

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Ope:a.sio:la.L Prosedur Admunistrasi Pemerintah
Menten K gan Momor 190/ PME.05/2012 tentang Tata Cara

12 l’hubuynmn dalam Rangka Pdaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

-

Negara
178/ PMK. (5/ 2018
_|Peraturan Menleri Risdl, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Peraburan Menteri Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tabun

2016 tentang Stahata Und itas Negeri Padang
15 Peraturan Menterl Keuangan teatang Standar Biaya Masulkan Tahun Anggaran
" |Berjslan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KME.05/2015 tentang Penetapan
_|Universitas Negen Padang pada Kementerian Rizet Telmologi dan Pendidikan
‘Tinggi sebagal Instans Pemermtah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN

1. |Komputer /Laptop

2. |Jaringan Internet

2. |Bertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP 101 tdak dijalankan dengan baik proses transls dana tidak beralan
dengan lancar yang akan menghambat proses belanja
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Subbagian Anggaran Non-PNBP

1. Gaji

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TUJUAN

NOMOR S0P T1.3:24

TGL PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|

TGL EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Prof, Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Standar Oper

| Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

berikan penjel

a. Sebagal acuan prosedur Pengajuan Gajl Induk, Gaiji Susulan,

Gajl Terusan dan Kekurangan Gaji

_MMMM

1. |UY Mo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami tentanc Aturan Kepegawaian

2. |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |Memahami Tentang Aturan Keuangan

3. |UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara 3. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
PP No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedelapan belas atas peraturan it .

4, 4, |Mengetahui tugas dan fungs Sistem dan Prosedur
pemerinth no 7 tahun 1977 lentang peraturan gal Pegavei Negeri Sipd ¥ ’ g

s PP No. 17 Tawm 2020 tentang pesubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang 5 |Memahami ped qefolan peningkaton kualitas pek bl

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

| 7. |Perpres Na 65 Tahun 2007 tentng Tunjangan Dosen

Menahami SOTK Universitas Negeri Padang

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatman Tatalaksana
(Business Process)

L

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Padoman Penyusunan Standar
T lJ'EI_mDI'IM Prosedur Adminictrag Pamerintah

Peral Menteri b Nomar_ 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara

10.| Pembay dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
| |Negara
11| Permenristekdikti No 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tala Kerja UNP

.| Permenristakdiki No. 67 Tahun 2016 Tentang Siatuta Universitas Negeri Padang

., |Peridirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PBf2013 Tentang Pengelblaan Dala
" | Supplier dan Data Kontrak Delam Sistemn Perbendaharaan dan Anggaran Negara

KETERKAITAN

1. |50P Jabatan Fungsional Ahll dan Lektor

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop, Aplikasi GPP, Aplikasi SAS dan Printer

M

S0P Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar

Jaringan Internet

w

SOP Usulan Tugas Belajar

Ko i

4. |SOP Usulan Aktif Kemball

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistemn dan prosedur tidak dapat berfalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sehagal data elekdronik dan manual
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2. Pencairan Dana LS Bendahara

NOMOR 50P

11.1.2.2

TGL PEMBUATAN

22 Agustus 2019

TGL REVISI

3 Maret 2021 (Revisi 2|

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TGL EFEKTIF

30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Sebagai acuan prosedur Pencairan dana LS Bendahara

DISAHKAN OLEH

Praf, Ganedri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP SOP Pencairan Dana LS Bendahara
WAKTU RUANG LINGKUP
2 Haxi Kerfa SOP Pencairan dana LS B
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahamitentang aturan keuangan
2 |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perhendaharaan Negara 2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
3 Ili’ermenPr\NRB MNomaor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Panataan Tatalaksana 3 |m tahui tugas dan f i Sisterr thin P Jur
(Business Process)
PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Stand:
4 err r_ ! I ; ..LI\ £ L\.dg oman yusu andar o |m han pesd pengpiok pemingk kualitas pelay publik
Operasiona! Prosedur Administrasi Pemerintah
F Menteri K Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara
5 |Pembay dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 5 |Mampu mengoperasikan kamputer dengan balk
Negara
& |Permenristekdikti Mo 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP
4 Permenristekdikli No. 67 Tahun 2016 T g Statuta Uni Negeri
Padang
& |PMK No.78 Tahun 2019 g Standar Blaya Masukan Tahun 2020
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
9 |Suplierdan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
10| Perdirjen Pajak Momor Per-32/P1/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [Pemhbayaran Belanja Barang 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer
2. |Jaringan Internet
3. |Kerias

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan balk, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan haik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diimpan sebagai data elekt ronik dan manual
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3. Pencairan Dana LS Pihak Ke-3

NOMOR S0P 11323
TGL PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL REVISI 3 Maret 2021 (Revisi 2|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

Prof, Ganedri, P.hD
NIP. 196412171980031003

TUIUAN

lar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana LS Pihak Ketiga

NAMA SOP SOP Pencairan Dana LS Pihak Ke 2

RUANG LINGKUP

SOP Pencairan Dana 1S Pihak Ketiga

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 [UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara 1. |Memahami tentang aturan keuangan
2 |UU MNo.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Megara 2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
e hur r P . i Si i
P @enPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Panataan Tatzlaksana 3 |m b g e n dan P i
(Business Process)
Permer?PANRB Nomor 35Tai1un 25)12 ter‘.Fang Pedoman Penyusunan Standar a |m it el e ingk Kualitas pelay publik
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Pe Menteri K Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara
5 |Pemb. dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 5 [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6 |Permenrstekdikli No 10 Tahun 2015 Tentang Organesasi dan Tata Kerja UNP
5 Permenrstekdikll Mo, 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universtas Negen
Padang
& |PMEK No. 728 Tahun 2019 g far Biaya Masukan Tahun 2020
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
9 |Supler dan Data Kontrak dalam Sistem Perbe ndaharaan dan Anpgaran Negara
10|Perdirjen Pajak Nomor Per-32/P)/2015 tentang Pajak Atas Penghaslan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Pembayaran Belanja Barang 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer
2. aringan Internet
3. |Kernas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila S0P ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

Diampan sebagai data elekt ronik dan manual
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik e
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NOMOR SOP 11.1.2.4

TGL. PEMBUATAN

22 Agustus 2019

TGL. REVIST

3 Maret 2021 (Revisi 2|

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI, DAN PENDIDIK AN TINGGI

TGL. EFEKTIF

30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERTPADANG

BIRC UMUM DAN KEUANGAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjel m en genai:
a. Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana L S Pihak Ketiga

DISAHKAN OLEH

Praf, Ganedri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP
RUANG LINGEUP

SOP Pencairan Dana 1.5 Pihak Ketiga

SOPF Pencairan Dana LS Bendahara

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. |Memahami tentang aturan keuangan

No. 1 tentang Perbendaharaan Negara

2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Yy

Peral 1K zan Nomor 190/PME /0572012 tentang Tata Cara
Pembnymm dalam rangka Pelaksanaan Angearan Pendapatan dan Belanja
Negara

Perdirjen Perbendaharsan Nomor Per-58/PR/2013 tentang Pengelolaan Data
4 | Smplier dan Data Kontrak dalam Sislem Perbendaharan dan Anggaran Negara

ingkatan kualiias pel publik

4, |Memahami pedoman pengelolaan y

(=) k ¥

Perainran Menteri Kenangan Nomor 32/PME 0272018 tentang Standar Biaya
kan Talmn Anggaran 2019

5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

|Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PT/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan

= e

P\:'mmPANRBNm 12 Tahln?.oll tentang Pedoman Penataan Tata
Taksana (Busi

PermenPANRE Nomor 35 'I‘ahm 2012 tentang Pedoman Penynannan  Slandar
O jonal Prosedur Adminisirasi Pemeriniah

g

Pemenrislekdik i Nomor 71 Tahnn 2017 tentang Pedoman Penynsanan Peta
Proses Bisnis dan Standar Operasi onal Prosedur & Lingkungan Kementrian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KETERKAITAN

1

. |Pembayaran Belanja Barang

PERALATANPERLENGKAPAN

1. |Komy

tet/Laptop. Aplikasi SAS dan Printer

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apahila SOP ini tidak dijalankan dengan baik. maka pelaksanaan pemantanan dan
evaluasi sistem dan prosedur fidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kerias
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5. Pendaftaran Kontrak

NOMOR SOP 11.1.2.5
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
- TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

Prof, Ganedri, P.hD
NIP. 196412171980031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan uniuk
memberikan penjel mengenai:
a. prosedur Pendafiaran Kontrak

NAMA SOP Pendaftaran Kontrak
2 Hari Kerja SOP Pendaftaran K ontrak
KUALIFTKASI PELAKSANA
1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami tentang aturan Keusngan
2. |UUT No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)
PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentanz Pedoman Penyusunan Standar

3. |Mengetabni fngas dan fangsi Sistem dan Prosednr

" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Gl i l peng I ckatan o play F
Peral Menten K gan Nomor 190/PMK /0572012 Tentang Tata Cara

5. |Pembayaran dalam rangka pelaksanasn Angparan Pendapatan dan Belanja 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Negara

6. |Permenristekdikti Mo 10 Tahnn 2015 Tenlang Organizasi dan Tala Kea UNP

_ |Permenmistekdikti No. 67 Tahmn 2016 Tentang Staluta Universitas Negeri
7 I pad
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/FB/2013 teatang Pengelolaan Data

£ |Suplier dan Data Kontrak dalam Sistern Perbendahancan dan Anggaran Negar

KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN
1. |Pendaftaran Kontrak 1. |Komputer/Laptop. Aplikasi SAS dan Printer
2 |SOP SPK Kontrak 2. |Jaringan Intemnet

3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apahila SOP ind tidak dijalankan dengan baik. maks pelaksanaan pemantauan dan

g B [isimpan sehagai data elektronik dan manmnal
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan batk
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6. SKPP

NOMOR SOP 11.1.2.6

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|

KEMENTERIAN PENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

a. Schagai acean prosedur Penerbitan SETP ( Surat Keterangan Penghentian

DISAHKAN OLEH

Prof, Ganedri, P.hD
NIP. 196412171980031003

AR HUKUM

0. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengajuan Penerbitan SKPP ( Suorat Keterangan
Penghentian Pembayaran)

NAMA sOP

ASI PEL
tentang Aturan Kepegawaian

L .1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Memahami Tentang Aturan Keuangan

. |UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PP No L5 Tahmn 2019 Tentang Permbahan kedelapan belas atas peratnan

- . |Mengetahui 3 ingsi Sist n Py ir
4 " intah no 7 tahun 1977 feniang gafi Pe i Negeri Sipil 4. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

5 EPN? e m?':' .m!“ afas PP No. L1 Tahmn 2017 fenfang 5 |Memahami pedoman pengelolaan whatan kualitas pelay publik
& |Perpres No. 26 Talmn 2007 tentang Tunjangan Jabatan Stmkdinral 6 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Perpres No 65 Talmnn 2007 tentang Tanjangan Dosen

Memahami SOTE. Universitas Negeri Padang

PermenPANREB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

=

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standay
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

o

Peratnran Menteri Kenangan Nomor 190/PME/05/2012 Tentang Tata Cara
it dalam k 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja

10

-+ ¥

Negara

Permenmistekdikl Mo 10 Tabmn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permentistekdikti Mo. 67 Tahnn 2016 Tentang Stainta Universitas Negeri
Padang

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 Tentang Pengelolaan Daia
Sepplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018 Pelaksanaan Pembayaran Gaji
‘menggunakan Databace Gaji Terpasat
KETERKAITAN

. | SOP Pengajuan Gaji

PERALATANPERLENGEKAPAN

Komputst/Laptop, Aplikasi GPP dan Printer

Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan bail. maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

. |Kerias

PENCATATAN DAN PENDATAAN

[isimpan schagai data elektronik dan manal
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7. Tunjangan Profesi dan Kehormatan

NOMOR 50P 11:.1.2.7
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVIST 5 Maretr 2021 (Revisi Z)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKANOLEH

NIP. 166312171383031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memb erikan penjelasan al:

Sebagal acan prosedur Pergajnan Tanjangan Profesi Dosen dan Tinjangan

K ehormatan Profesor

= Pengajuan Tunjangan Profesi dan Tunjangan
NAMA SOP e galnan T jang janga
Kehormatan Profesor

2 5.4 4 Hari Kerjs SOP Pengajnan Tenjangan Profesi Dan K chormatan Profesor

DASAR HUKUM KUALTFIKASI PELAKSANA

1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami tentang Atran Kepegawaian

2_|UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharann Negara 2. |Memahami Tentang Aturan Kenangan

3 |UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. |Memahami Perafuran terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
4 JUU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. |Mengstahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP no.41. Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Gum dan Dosen, Tunjangan
K husus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
3 P20 13 Tnku 3019 g Pty g, bctes i peerate 6 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

[pemerintsh no 7 talinn 1977 tentang peratnran gaji Pegawai Negeri Sipil =2 ; FA -
- [PF Ne. 17 Talmn 2020 tentang, pernbahan atas PP No. 11 Talmn 2017 tenfang -
|Manajemen Pegawai Negeri Sipil
[Peratiran Menteri Kenangan Nomor 164/PME 052010 Tentang Tata Cara
£ [Penyaluran Tinjangan Profesi Gurn demm, Tunjangan Khnsns Gura dan
[Dosen, serta Tonjangan Keh \}
PennenPANRB I\omor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)
PertnenPANEB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Menteri K jgan Nomor 190/PME /05/2012 Tentang Tata Cara

11 Pmrﬂmymm dalam rangka pelaksanaan Angparan Penclapatan dan Belanja
[Negara

12 |Permennstekdiki No 10 Tahnn 2015 Tentang Organisasi dan Tata K erja UNP

[Permenristekdikti No. 67 Tahmn 2016 Tentang Statnta Universitas Negeri
[Padang

Perat M i Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017
14 'lenl.mgl"emlmm'j'lm]mg:nl‘mfm Dosen dan Tunj angan K ehormatan
Profesor

Perdifjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 Tentang Pengelolaan Data
1sﬁmamnmxmnmmmmmmm

th

5 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan pablik

16 [Perdifjen Pajak Nomor Per-32/P12015 tentang Pajak Alas Penghasilan
CETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEKAPAN

1. |SOP Usulan Tugas Belajar 1. |Komputer/Laptop. Aplikasi GPP, Aplikast SAS dan Printer
2.|80P Usulan Pengaldtifan Kembali 2. |Jaringan Internet
3. |Keras

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apahila SOP i tidak dijalankan dengan baik. maka pelaksanaan pemantanan dan -
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik i &
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8. Uang Makan

5 NEGa. NOMOR SOP 11.1.2.8
i &
,‘,g %' TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
b B/
%L{!N-g}'r; TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|
KEMENTERIAN RPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

Prof, Ganedri, P.hD
NIP. 196412171980031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
& Sebagai acuan prosedur Pengajuan Uang Makan PNS

NAMA S0P Pengajuan Uang Makan
WAKTU RUANG LINGKUP

5.0 4 Hari Kerja
DASAR HUKUM KUALIFTKASI PELAKSANA
1. |UU No. 1 7 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara . |Memahami tentang Aturan Kepegawaian
2. |UU No.1 Tahiun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara - [Memahany Tentang Aturan Keumigan
3. |UU no 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
FE* MNo. 17 Tahnn 2020 tentang pernbahan atas PP No. 11 Talmn 2017 tentang
Manaj Pegawai Negeri Sipil
PermenPANEB Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Busitiess Process)
PermenPANRDB Nomer 35 Tahon 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peratnran Menteri Kenangan Nomor 190/PME/05/2012 Tentang Tata Cara
7 |Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja 7 |Memahami SOTE Universitas Negeri Padang
Negara

£ |Permentistekdikti No 10 Tahan 2015 Tentang Organisas dan Tata Kerja UNP

4, |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

s

5 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelay uiblik

6 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Permenmistekdiki No. 67 Tabmn 2016 Tentang Stalnta Universitas Negen
Padang

Perainran Menteri K enangan Nomor 72 /PME.05/2016 Tentang Uang Makan
Aparainr Sipil Negara

Peraturan Menterd Keuangan no. 78 / PME.05/Tahun 2019 Tentang Standar
Biaya Masukan Tahun 2020

Perdirjen Perbendaharasn Nomor Per-S8/FB/2013 Tentang Pengelolaan Data
12 |Supplier dan Dala K ontrak Dalam Sistem Perbendaharasn dan Anggaman
(Negar

13 |Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan

10

KETERKAITAN PERALATANPERLENGKAPAN

1. 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi GPP, Aplikasi SAS dan Printer

Jaringan Internet

3. |Kerbas

PERINGATAN

Apahila SOP ini tidak dijalankan dengan baik. maks pslaksanaan pemantauan dan i
evaluasi sistemn dan prosedur fidak dapat bejalan dengan baik 5

Tagai data elekironik dan mannsl
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KEMENTERIAN PENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERTPADANG

TUJUAN

NOMOR SOP 11.1.2.9

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 3 Maret 2021 [Revisi 2]

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Praf, Ganedri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjel m en genai:

& Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana UP/GUP

WAKTU

NAMA SOP
RUANG LINGKUP

Pencairan Dana UP/GUP

DASAR HUKUM
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. [Memahany tentang afuran kenangan

1
2 |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prossdur

PermenPANED Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

3. |Mengetaluri tngas dan fangsi Sistern dan Prosedur

PermenPANREE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan pablik

Peral 1K gan Nomor 190/PME/05/2012 Tenlang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja
Negara

73

5 |Mampu mengoperasikan kemputer dengan baik

6 |Permentistekdikti No 10 Tahan 2015 Tentang Organisas dan Tala Kerja UNP

- |Permennstekdikti No. 67 Tabun 2016 Tenkang Statsta Universitas Negen
Padang

& |PMK No.78 Talmn 2019 tenfang Standar Biaya Masnkan Talmn 2020

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PFB/2013 tentang Pengelolaan Data
9 |Seplier dan Data Konfrak dalam Sistem Perbendaharsan dan Angparan Negara

Perdigen Pajak Nomor Per-32/P1/201 5 lenlang Pajak Alas Penghasilan
KETERKAITAN

ALATANPERLENGRKAPAN

1 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer
2. |Jaringan Intemnet
i. |Kertas

PERINGATAN

Apahila SOP ini tidak dijalankan denean baik. maka pelaksanaan pemantanan dan
evaluas sistem dan prosedur tidak dapat bejalan dengan baik

el

ik dan 1

‘tagai da
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C. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

1. E-Rekon
NOMOR SOP 11.1.3.1
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH A Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG "

Prof. Ganefri, P.hD

NIP. 196312171989031003

NAMA SOP e- Rekonsiliasi

DASAR HUKUM KUALTFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

1. [Negara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. | 1. |Mampu mengoperasikan Aphkasi e-Rekon

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4355)

- Peraturan Menten Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang -

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

" |215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 213/PMK.05./2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137):

=]
[55]

. [Mampu mengoperasikan Aplikasi SATBA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMEK.

512017 2 ckonsiliasi s 4 i , 2
0—3 01 tcnrlang Pedoman RLROI:!M]IRSI fialam Penyusunan I aporan 1 [Memat Kait Al
Keunangan Lingkup Bendahara Unmum Negara dan Kementerian I
(Negara/Lembaga

(5]
[

KETERKAITAN
1. |Kementerian Ristek Dikti 1. |Komputer/L aptop
2. |KPPN Padang 2. [Jaringan Tnternet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sehapai data clektronik dan mamial

Apabila SOP 1m tidak dijalankan dengan baik. maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik
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2. Laporan Realisasi Anggaran

NOMOR SOP

11.1.3.2

TGL. PEMBUATAN

22 Agustus 2019

TGL. REVISI
TGL.EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

S5 Maret 2021 (Revisi 2)
30 Agustus 2019
Rektor,

=

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TR
Prof. Ganefri, P.hD
NIP, 196312171989031003
Pembuatan Laporan Serapan Anggaran
KUALTFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendzharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

1. : ] 1. |[Mampu mengoperasikan Microsoft Exal
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
104/PMK. 05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

t

KETERKAITAN
1. |BPAKHM UNP

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Komputer/Laptop

2. |Stakeholder

2. |laringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dapat berjalan dengan baik
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3. Pelaporan Saldo Rekening

Wy NOMOR SOP 11.1.3.3

M‘:“ 23 TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
4 | o = Y = i e
1] o TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)

TGL. EFEKTIF - |30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH: _"_:; Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Tahunan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA S0P

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup

Kementerian Negara/l embaga
L ETERKAT /PERLENGKAPAN

. |Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komputer/L aptop

2. |KPPN Padang Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik. maka pelaksanaan Disimpan scbapai data elckironik dan manual
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tfidak dapat berjalan
dengan baik

1. [Mampu mengoperasikan microsoft exel

2
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4. Pembuatan Surat Keluar Aklap

NOMOR SOP 11.1.3.4
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2010
TGL. REVISI 5 Maret 2021 [Revisi 2)

TGL. EFEKTIF 30 Agusiug 2019
DISAHKAN OLEH iy

Rektor,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Ganefri, P.hD
MIP, 196312171585031003
NAMA SOP Surat Keluar Subag Aklap
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
ermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
" |Tatalaksana (Business Process)

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemermtah

. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

{0}

P Menderi Pendayag; Aparatnr Negara dan Reformasi
3. |Birokrasi Nomor 15 Takna 2014 tentang Pedoman Standar 3. |Memahami peraturan terkait pelayanan pablik
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi
4. |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ped Evalnasi Kinerja | 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelay publik
Penyelenggara Pelayanan Publik
¢ |Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg1
Peratoran Menteri Riset, Tednologi, dan Pendidikan Tinggl Nomor
6. |59 Talmn 2016 tentang Pelayanan Pubhk di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikts Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman

" |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(ETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
. |Komputer/Laptop

Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Disimy hagai data elekironik dan i
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan

dengan baik
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5. Pengesahan

NOMOR SOP 1055

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2|
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

- DISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN

UNIVERSITAS NEGERIPADANG c1o?

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 156312171589031003
SOP Pengesahan Pendapatan dan Belanja
BLU
DASAR HUKUM {UALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Bistem Pendidikan Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301).
[(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahoa 2004 Indonesia
3 |Tahum 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
[Momor 4355).
Undang{Indang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tmgei (L.embaran Megara Republik Indonesia Tahom 2012
[Homor 158, Tambahan 1.embaran Megara R epublik Indonesia Nomor
3336).
Peraturan Pemerintah Repnbhk Indonesia Nomor 23 Tahun 20035
Tentang Pengelolaan K enangan Badan I ayanan Ummm (Lemb
: Nengepublik Indonesia Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

[Peraturan Menteri Pendidikan Masional Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penynsunan S‘Izndar]’ehyman Minimum
Bagi Pergnman Tinggi Negeri Yang M pkan Peng; i
(Badan Layanan Urmuwm.
Peraturan Menteri Kenangan Repnblik lndonesia Momor PME -
7 |92 PME_05/2011 Tentang Rencana Bisnis Dian Anggaran Serta
[Pelaksanaan Anggaran Badan Lay Umnm.

NAMA SOP

1 [Menguasai MS Office

(%]

Mengetahui dan memahami DIPA/REA KT

re

Memahami ragam dan substansi kegiatan kevangan

| KETERKAITA RALATAN/PERLENGKAPAN
1. |[KPPN Padang 1. |Komputer/Laptop
2 2 [ATK

- |SAIBA UNP

TRINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manmnal

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan
dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan bak
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6. Penyusunan Laporan Keuangan

NOMOR S0P 11.1.3.6

TGL. PEMBUATAN 22 Agnsms 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisa 2]
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 1963121719689031003
Penyusunan Laporan Kenangan Sem esteran dan
Tahunan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Memiliki komptensi dibidang akuntansi

NAMA SOP

. Negara be

. |Undang-undang Nomer 23 Tahun 2013 tentang APBEN Tahun 5 Pendidikan dan Pelatihan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)
~"|2014 B

" Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 4 Memahami DIFA dan REKA K/L

77 |Megara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PME.O6,/2007

4. |tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMEK.05/2013
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan

Kementerian

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan nomor 270/PMK.05/2014

. |tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat

“ TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |5ub Bagian BMN Universitas Negeri Padang L [DIPA
2 |Eselon | Kementerian Ristek Dikti 2 |RKAK/L
3 |Kementerian Keuangan 3 |5P2D
4 |Inspektorat Kementerian Ristek Dikti 4 |5P28B
5 |Dewan Pengawas UNP 5 |SPM
& |SP1UNP & |Rekening Koran

LF] Bendahara

8 [Rincian Saldo Kas

§ |BA Stock Opaname

BA Cash Opaname

BA Rekonsiliasi SIMAK — SAK

BAR KPKNL

2 |Perhitungan Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang
Mutasi Dana Titipan

Mutasi Aset

Mutasi Persediaan

Perhitungan Akrual : belanja dibayar dimuka, belanja yang masih harus dibayar

Disimpan sebagad data elektronik dan manmnal

Apabila 30P ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan
dengan baik
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Akademik &
Kemahasiswaan UNP




Daftar SOP

1.  Layanan Istirahat Kuliah
2. Layanan Surat Keterangan Terdaftar

3. Layanan Surat Aktif Kembali Bagi Mahasiswa yang Mengurus Surat Istirahat
Kuliah

Layanan Surat Aktif Kembali Tanpa Berita

Layanan Perpanjangan Masa Studi

Layanan Pindah Antar Prodi w

4

5

6.  Layanan Surat Keterangan Lulus

7

8.  Layanan Surat Pindah ke Luar UNP
9

Layanan Surat Pernah Kuliah |
10. Layanan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah ‘
11. Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Nilai
12. Tayanan Surat Keterangan Fotlap Dikti

13. Penyusunan Jadwal Wisuda
14. TLayanan Pendaftaran Wisuda
15. Layanan Surat Masuk

16. Layanan Legalisir
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RISTEKDIKTI

REMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGE

UNIVERSITAS NEGERI PADANCG

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Rektor

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

WEMEN, .

4 Sebagai acuan prosedur untuk istirahat kuliah sementara secara resmi

dan tidak dihitung sebagm masa studi

b Terbitny

mekanisme |:1}i1m1|1 pemrosesan Istirahat Kuliah (Berhenti

Studi Sementara)

¢ Terkoordmasinya unit kerjn dan personil yang terlibat dalam layanan

pemrosesan Istirg (Berhenti Studi Sementara)

I Hari Kerja o

NAMA SOP Layanan Istirnhat Kuliah

SOP Surat keterangan Istirahat Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang

memerlukan pelayanan pengurusan surat kelerangan Istirahat Kuliah

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
{ Business Process)

I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Admimstrasi Pemerintah

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

3 |Memaham peraturan terkait pelayanan publik

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4 |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara

nan Publik

Pel

4. [Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan pubhk

Permennistekdikti Nomor 15 Tahun 2015 ten

ang Orgamisas: dan Tata Kerja
Kementenan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg

5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menten Risel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. (2016 tentang Pelayanan Publik di Kementenan Riset, Teknologi, dan Pendidikan

T'ingg

5 |Memaham Pedoman Akademik Umiversitas Negen Padang

stekdi

Proses Bisms

Permenr kti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta

dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian

T'eknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. [Memahami SOTK Universitas Negen Padan

Mahasiswa

| |Komputer/Laptop/Printer

2 |laringan Internet

Apabila SOP 1 ndak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

3 |Kertas

[Msimpan sebagai data elektromk dan manual




SOP Layanan Istirahat Kuliah

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. e Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK e o Vel G
1 |Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangko Blangko istirahat Kuliah, Permohonan Surat
Istirahat Kuliah melalui hrtp://bak.unp.ac.id pada Q“ Fotokopi KTM, Keterangan Istirahat
menu "download”, kemudian mengisi Blangko 1 LHS/Historis, Surat Kuliah
Istirahat Kuliah, melengkapi syarat dan menyerahkan | Keterangan Istirahat bagi
ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik | yang menyambung
| | Istirahat Kuliah
2 |Staf Registrasi mermeriksa kelengkapan berkas | Lengkap ? i Permohonan Surat 15 Menit |Permohonan Surat
Permohonan Surat Keterangan Istirahat Kuliah, Ya Keterangan Istirahat Keterangan Istirahat
kemudian menyerahkan ke Kepala Sub Bagian e Kulizh Kuliah
Registrasi dan Statistik Tidak
3 |Kepala Sub Bagian Registrasi dan Statistik menelaah MeneribT sysrats i Permohonan Surat 30 Menit |Permohonan Surat lika pimpinan berada di
data yang bersangkutan pada sistem informasi i Keterangan Istirahat Keterangan Istirahat  |tempat
akademik [ O Kuliah Kuliah
| Tidak ! Ya
4 |Permohonan yang tidak memenuhi syarat, | | Permohonan Surat 15 Menit |Permgahonan Surat
dikembalikan ke mahasiswa melalui Loket Umum, dan é ﬁ Keterangan Istirahat Keterangan Istirahat
permohonan yang rmemenuhi syarat akan diproses T Kuliah Kuliah
Nomor Agenda Surat pada aplikasi Sigenda !
5 |Cetak Surat Keteran gan Istirahat Kuligh | Surat Keterangan 3 Menit  |Surat Keterangan
| [ Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah
6 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memaraf Surat y Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
Keterangan Istirahat Kuliah ﬁ Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah tempat
7 |Kabag, Akademik Paraf Surat Keterangan Istirahat ———— Surat Keterangan 15 Menit  |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Kuliah E Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah tempat
8 |Biro Akademik dan Kemahasiswaan Tanda Tangan  S— Surat Keterangan 15 Menit [Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Surat Keterangan Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah yang  [tempat
sudah ditanda tangani
9 |Proses Istirahat Kuliah, mengarsipkan, dan Surat Keterangan S Menit |Status Istirahat di
menyerahkan ke Mahasiswa L Istirahat Kuliah yang Portal SIA dan Arsip
E: sudah ditanda tangani Surat Keterangan
| Istirahat Kuliah
10 |Menerima Surat Keterangan Istirahat Kuliah | Surat Keterangan Surat Keterangan
C Oe—p—— Istirahat Kuliah Istirahat Kuliah




RISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGH DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

-.I'-mll Prosedur (SOP) ini bertujuan P_Inlul\

NOMOR SOP

IGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

/‘ﬂwr:.nﬂv a5

~<pS NEG, -

T4

ikan penjelasan mengenai:

i acuan prosedur o

tuk pengurusan surat keterangan terdaftar

M‘)ﬁl(’ﬁ'i‘:’ thD

tnyn mekanisme lays

i pemrosesan Surat keterangan terdaftar

¢ Perkoordinasinys unit keejn dan personil yang terlibat dalam layanan

1963 1247198003 1003
i "/f'

an Surat keterangan terdafiar

| pemrose

7,

I Hari Kerja

NAMA SOP

Layanan Sural Keterangun Terdaftar

SOP Surat keterangan Terdaftar diberikan kepada mahasiswa yang

memerlukan pelsyanan pengurusan surat keterangan Terdaftar

i PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
l'atalaksana ( Business Process)

| 7 |Operasional Prosedur Administrasi Pemenntah

I

MNomor |5

Nomaor |

Pelayanan Publik

Kementen

Peraturan Menten Riset, Teknolog,

2016 tentang

Pendidihan T

Permennisiekdi

Ris

. Teknologi, dan Pendidikan T

Mahasiswg

Apalila SOP mi tdak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evarluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan Standar . ;
: - ‘ e Mengetahui tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
P 3 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
ahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Fahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisas) dan Tata Kerja
e : &g 5 |[Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
1 Riset, Teknologs, dan Pendidikan Tingg
1 Pendidikan Tingg) Nomor 59 Tahun
wanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Uiniversitas Negen Padang
Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di | ngkungan Kementenan | § [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
1. |Komputer/Laptop/Printer
2. [Jarigan Internet
3. |Kertas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Surat Keterangan Terdaftar

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
s HEw Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik Ll Wakel Qutaur
1 [Mahasiswa mengunduh (scan qr code) blangke Blangko keterangan Permohonan Surat
keterangan terdafar melalui http://bak.unp.ac.id terdaftar, Fotokopi KTM, Keterangan terdaftar
pada menu "download", kemudian mengisi Blangko D___. ___D Krs/Slip Pembayaran SPP
keterangan terdaftar, melengkapi syarat dan M
menyerahkan ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas e 2 A Permohonan Surat 15 Menit |Permohonan Surat
Permohonan Surat Keterangan terdaftar, kemudian H a Keterangan keterangan Keterangan
menyerahkan ke loket Fakultas yang ada diregistrasi E— terdaftar keterangan terdaftar
dan statistik untuk di proses Tidak
3 |Cetak Surat Keterangan Terdatar L Permohonan Surat 3 Menit  [Surat Keterangan
Keterangan keterangan keterangan terdaftar
Clj terdaftar
4 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memverifikasi data \ Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
mahasiswa yang mangajukan surat keterangan keterangan terdaftar keterangan terdaftar |tempat
terdaftar jika data benar maka kasubag registrasi dan .
statistik memaraf Surat Keterangan keterangan
terdaftar jika tidak maka Kasubag Registrasi dan ‘
Statistik Mengembalikan ke Staf Pengolah Surat L
Keterangan Terdaftar tersebut
5 |Kabag. Akademik menandatangan surat keterangan Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
terdaftar i‘ keterangan terdaftar keterangan terdaftar [tempat
|
6 |Staf Registrsi dan statistik Mengarsipkan dan ! Surat Keterangan 5 Menit |Arsip dan Surat
menyerahkan ke Mahasiswa surat keterangan EJj keterangan terdaftar Keterangan Terdaftar
terfatar yang sudah ditanda
tangani
7 |Menerima Surat Keterangan terdaftar Kuliah Surat keterangan

terdaftar

Surat Keterangan
keterangan terdaftar
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Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk registrasi

adimimistrasi dan mengikuti proses belajar mengajar pada

semester yang bersanghulan setelah melakukan cuti akademik

DISAHKAN OLEH

g o

*. 49312

| Hari Kerja

NAMA SOP

SOP Surat Aktif Kembali yang diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan

Layanan Surat Aktif Kembali Bagi Mahasiswa yang
Mengurus Surat Istirahat Kuliah

pelayanan pengurusan surat aktif kembali bagi mahasiswa yang telah mengurus surat

istirahat kuliah

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process)

Memahami Peraturan terkant pedoman penyusunan standar operastonal prosedur

5 |PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
— [Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor |5 Tahun 2014 tenting Pedoman Standar Pelavanan

Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. [Momor | Tahun 2015 temang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4.
Pelayanun Publik

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

Permennstekdikn Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peratuman Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. 12016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknolog, dan 5
Pendidikan Tingg

Memahami Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang

Permenistekdiku Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pela

7. [Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5 |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
I [Mahasiswa | |Komputer/Laptop/Printer
2 2. |Jaringan Internet
i |Kertas

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

isimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Surat Aktif Kembali Bagi Mahasiswa yang Mengurus Surat Istirahat Kuliah

E a Mutu Baku Keterangan
e Kegiatan Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK REenEApan - g
L |Mahasiswa mengunduh (scan qr code) blangko " Aktif Blangko Aktif Kemnbali, Parmohonan Surat
Kembali yang telah mengurus surat Istirahat" melalui :);—7 Fotokopi KTM, Aktif Kembali Kuliah
http://bak.unp.ac.id pada menu "download”, 1 | LHS/Historis, Surat
kemudian mengisi Blangka Surat Pernyataan Masih Keterangan Istirahat
Kuliah, melengkapi syarat dan menyerahkan ke Sub
Bagian Registrasi dan Statistik
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas Leiipkaps Surat Aktif Kembali 15 Menit |Surat Aktif Kembali
Permechonan Surat “Aktif Kemball yang telah
mengurus surat Istirahat®, kemudian menyerahkan ke 6
Kasubag registrasi dan statistik untuk di verifikasi dan Tidak o
di paraf !
3 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memverifikasi data Surat Aktif Kembali 30 Menit  |Surat Aktif Kembali lika pimpinan berada di
mahasiswa , jika data benar maka kasubag registrasi tempat
dan statistik memaraf Surat "Aktif Kembali yang telah
mengurus surat Istirahat”, jika tidak maka Kasubag
Registrasi dan Statistik Mengembalikan ke Staf Tidak ¥a
Pengelola Surat "Aktif Kembali yang telah mengurus i
surat Istirahat”
4 |Kabag. Akademik Memaraf Surat "Aktif Kembali yang # Surat Aktif Kembali 15 Menit |Surat Aktif Kembali lJika pimpinan berada di
telah mengurus surat Istirahat" dan meneruskan ke | | tempat
Kepala BAK b= eny
5 |Kepala BAK UNP menandatangani surat “Aktif , Surat Aktif Kembali 15 Menit |Surat Keterangan Aktif |Jika pimpinan berada di
Kembali yang telah mengurus surat Istirahat” Kembali yang di tanda |tempat
tangan oleh Ka BAK
6 |Proses Aktif Kembali, Mengarsipkan dan ' Surat Aktif Kembali 5 Menit  |Status Aktif Kembali di
menyerahkan ke Mahasiswa surat "Aktif Kembali yang ﬂ Portal SIA dan Arsip
telah mengurus surat Istirahat" - Surat Keterangan
i Istirahat Kuliah
I
7 |Menerima surat "Aktif Kembali yang telah mengurus [ Surat Aktif Kembali Surat Keterangan Aktif

surat Istirahat”

Kembali yang di tanda
tangan oleh Ka BAK




RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO ARADEMIK DAN REMAHASISWAAN

-“_llill;l-lill {;p('l;i\lurl:ll Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

IGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

o

memberikan penjelasan men
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mistrasi dan mengikut proses belajar mengajar pada

- =
YIKAN Reki
v’*‘“hm;”*‘»\\
‘_‘.'J ’ "".’,r_, 4 b
- |
(o S |
i 3 - @3
| \3’ [ = 1%
A\ . . -
“ @ Prof] Ganefri, P.hD

wester vang bersangkutan setelah melakukan cuti akademik lanpa
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s lerlebnh dahulu surat istirahat kuliah

I Hari Kerja

NAMA SOP Layanan Surat Aktif Kembali Tanpa Berita

SOP Surat Aktif Kemball yang diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan

pelayanan pengurusan surat aktif kembali bagi mahasiswa yang belum mengurus

surat istirahat kuliah

| Vatalaksana ( Business Process)

I [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

, |PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

2. |Mengetahui tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor | § Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

« |Permennstekdikti Nomor |5 Tahun 2015 lentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi

5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menten Riset, Teknolog, dan Pendidikan T inger Nomor 59 Tahun
2006 temang Pelavanan Publik Ji Kementerian Riset, Teknolog, dan
PPendidikan Tingn

Memahami Pedoman Akademik Unmiversitas Negen Padang

Permennstekdiku Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Rasel, Teknolog, dan Pendidikan Tingjn

TERKAITAN

Muhasiswn

PERALATAN/PERLENGRAPAN

| |Komputer/Laptop/Printer

P

Jaringan Internet

[Apabila SO ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evaluast sistem dan prosedur udak dapat berjalan dengan baik

3. |Kertas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




S0P Layanan Surat Aktif Kembali Tanpa Berita

Kembali

Kemball

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Ne Kegiatan Mahasiswa Registrasi dan Statistik|  Bagian Akademik BAK Kelenifepan Wekey Sltpie
1 |Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangko Surat Blangko Aktif Kemball, Permchonan Surat
Aktif Kembali Tanpa Berita melalui 1 Fotokopi KTM, Keterangan Aktif
http://bak.unp.ac.id pada menu "download”, ‘ LHS /Historis Kembali
kemudian mengisi Blangko Surat Aktif Kembali Tanpa
Berita, melengkapi syarat dan menyerahkan ke Sub ‘
Bagian Registrasi dan Statistik |
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas | Lengkap ? ] Permohonan Surat 15 Menit |Permchonan Surat
Permohonan Surat Pernyataan Masih Kuliah, | Keterangan Aktif Kembali Keterangan Aktif
kemudian menyerahkan ke Kasubag Registrasi dan Kembali
Statistik untuk dicek tagihan SPP semester yang Tidak | va
bersangkutan |
3 |Kasubag Registrasi dan Statistik Memeriksa tagihan | Permohonan Surat 30 Menit |Permohonan Surat Jika pimpinan berada di
spp/ukt yang bersangkutan di portal akademik dan 1 Keterangan Aktif Kembali Keterangan Aktif tempat
mendisposisikan ke staf registrasi dan statistik sesuai ﬁ Kembali
dengan |oket fakultas yang ada di registrasi dan T
statistik untuk di proses surat aktif kembali tanpa 1
berita !
4 |Cetak Surat aktif kembali tanpa berita b Permohonan Surat 3 Menit  |Surat Keterangan Aktif
I [ Keterangan Aktif Kembali Kembali
5 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memaraf Surat aktif é Surat Keterangan Aktif 15 Menit |Surat Keterangan Aktif |Jika pimpinan berada di
kembali tanpa berita =] | Kembali Kembali tempat
6 |Kabag. Akademik Memaraf Surat aktif kembali tanpa Surat Keterangan Aktif 15 Menit |Surat Keterangan Aktif |Jika pimpinan berada di
berita ::] Kembali Kembali tempat
7 |Kepala BAK UNP menandatangan surat aktif kembali ; Surat Keterangan Aktif 15 Menit |Surat Keterangan Aktif |Jika pimpinan berada di
tanpa berita Ei: Kembali Kembali TTD Biro BAK [tempat
I
8 |5taf Registrasi dan statistik Mengarsipkan dan f ' Surat Keterangan Aktif 5 Menit |Status Aktif Kembali di
menyerahkan surat aktif kembali tanpa berita ke Kembali yang sudah Paortal SIA dan Arsip
Mahasiswa E:-_—j ditanda tangani Surat Keterangan Aktif
9 |Menerima surat aktif kembali tanpa berita | Surat Keterangan Aktif Surat Keterangan Aktif
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nabiskin masa studi normal, dengan pertimbangan

an adalah SkopsiTugas Akhu/Thesis/Disertas

-

&h NIR> 1963 2171989031003

NAMA SOP

Layanan Perpanjangan Masa Studi

SOP yang diberlakukan kepada mahasiswa yang telah menempuh masa studi normal

namun belum menyelesaikan Sknpsi/Tugas Akhir/ Thesis/Disertasi

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

l'atalaksana (Business Process)

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

L |PermenPANREB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
" |Operasional Prosedur Admimistrasi Pemerintah

(%]

Mengetahui tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2014 1

Nomor 15 Tahun

ang Pedoman Standar Pelayanan

3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

raturan Menler dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. [Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan Kualitas pelayanan publik
L |Pelayanan Publik
. |Permennstekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisas: dan Tata Kenja . )
&) = : 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementerian Ry I__i_-_Lnu_n__r_qul__d_.'ln Pendidikan Tinggi u
Peraturan ten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg Nomor 59 Tahun
[ 6 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5 |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
| Pendidikan Tingg
‘ Permennstekdiktt Nomor 71 Tahun 2017 u_-rn-.mg' Pedoman Penyusunan Peta -
| 7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 3

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Memahami SOTK Universitas Negen Padang

" TERKAITAN

I |Dekan

PERALATAN/PERLENGRAPAN

Komputer/Laptop/Printer

Ketua Jurusan

J

Jaringan Internet

1 [Muhasiswa

Apabila SOP i tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan

eviluas sistem dan prosedur tdak dapat berjalan dengan baik

Kertas

-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




S0P Layanan Perpanjangan Masa Studi

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan . Kelengka Waktu Output
~ Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK elengkapan !
1 [Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangka Blangko Perpanjangan Permohanan Surat
Perpanjangan Masa Studi melalui http://bak.unp.ac.id :}— ] Masa 5tudi, Fotokopi Keterangan
pada menu "download”, kemudian mengisi Blangko i KTM, LHS/Historis, Surat Perpanjangan Masa
Perpanjangan Masa Stud| yang telah disetujui oleh Keterangan Istirahat, Studi
Dekan dan Ketua Jurusan, melengkapi syarat dan | Surat Perjanjian dan
menyerahkan ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik [ Rekomendasl
| |
| |
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas 1 Lerigkap ? i Permohonan Surat 15 Menit |Permohonan Surat
Permohonan Perpanjangan Masa Studi , kemudian | A Ya Perpanjangan Masa Studi Keterangan
menyerahkan ke Kepala BAK : Perpanjangan Masa
Tidak N St
udi
3 |Kepala BAK Mendisposisi Permohonan Perpanjangan Permohonan Surat 45 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimpinan berada di

Masa Studi ke Bagian Akademik

Keterangan Perpanjangan

Masa Studi

Surat Keterangan
Perpanjangan Masa
Studi

tempat

4 |Kepala Bagian Akademik Mendisposisi Permohonan Disposisi Permohonan 30 Menit |Disposisi Permohonan |Jika pimpinan berada di
Perpanjangan Masa Studi ke Kasubag Registrasi dan - Surat Keterangan Surat Keterangan tempat
Statistik Perpanjangan Masa Studi Perpanjangan Masa
Studi
—]
5 |Kasubag Registrasi dan Statistik Mendisposisi Permohaonan Surat 15 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimpinan berada di
Permohonan Perpanjangan Masa Studi ke Staf masing Eb Keterangan Perpanjangan Surat Keterangan tempat
masing loket fakultas yang ada di registrasi dan Masa Studi Perpanjangan Masa
statistik Studi
& |Cetak Surat perpanjangan masa studi Surat Keterangan 3 Menit  |Surat Keterangan
l:: Perpanjangan Masa Studi Perpanjangan Masa
Studi
7 |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat Keterangan 15 Menit  |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Perpanjangan Masa Studi E': Perpanjangan Masa Studi Perpanjangan Masa tempat
Studi
8 |Kabag. Akademik Paraf Surat Perpanjangan Masa e—] Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
Studi Perpanjangan Masa Studi Perpanjangan Masa [tempat
Studi
8 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan L Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
menandatangani Surat Perpanjangan Masa Studi tl Perpanjangan Masa Studi Perpanjangan Masa  |tempat
T Studi yang telah di TTD
oleh Biro
10 |Proses Perpanjangan Masa Studi, mengarsipkan, dan Surat Keterangan 5 Menit |Status Menambah
menyerahkan ke Mahasiswa Perpanjangan Masa Studi tagihan semester di
::] yang sudah ditanda Portal SIA dan Arsip
tangani Surat Keterangan
Perpanjangan Masa
Studi
11 |Menerima Surat Perpanjangan Masa Studi Surat Keterangan Surat Keterangan

Perpanjangan Masa Studi

Perpanjangan Masa
Studi
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r Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

penjelasan mengenai:

Prof Garefyi, P.hD

Pemberian kepada mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan lulus \ r |
terlebih dahulu sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik 1\ NIPIT9631217198903 1003

de

Layanan Surat Keterangan Lulus

SOP yang diberlakukan kepada mahasiswa yang telah menempuh semua
|kewayiban akademik

I PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
lataluksana ( Business Process)

I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

s [PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentanyg Pedoman Penyusunan Standar
Operusional Prosedur Administrasi Pemerintah

"

(=]

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

eraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

ity : 3. [Memaham peraturan terkait pelayanan publik
Nomor 15 Tahun 2014 entang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik

Permennstekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

-‘i. Kementerian Risel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menten Risel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun B
O 12016 tentang Pelayanan Publik di Kementenan Riset, Teknologs, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang

Pl':liill!lk&!rl Fingg

Permennistekdikn Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta )
"

Proses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5 [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Ruset, Teknolog, dan Pendidikan Tingg

I [Mahasiswa I. |Komputer/Laptop/Printer

2 2 Janngan Internet

Kertas

Apabila SOP i udak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan

D Zan sebapai | 5
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik 'simpan sebagai data clektronik dan manual




SOP Layanan Surat Keterangan Lulus

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Nagiton Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK Keicaghuran Wakiu Srput
1 |Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangko Surat Blangko Keterangan Permohonan Surat
Keterangan Lulus melalui http://bak.unp.ac.id pada S Lulus, Fotokopi KTM, Keterangan
menu "download”, kemudian mengisi Blangko Surat f LHS/Historis, FC Keterangan Lulus
Keterangan Lulus, melengkapi syarat dan |jazahTerakhir, Konsep
menyerahkan ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik Transkrip, Toefl, Surat
Ketrangan telah
menyelesaikan mata
kuliah dari Prodi,
Materai, dan Foto
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas Lengkap}/ Permohcnan Surat 15 Menit |Permohgonan Surat
Permohonan Surat Keterangan Lulus, kemudian Keterangan Keterangan Keterangan
menyerahkan ke Kepala BAK Tidak ?«a Lulus Keterangan Lulus
3 |Kepala BAK Mendisposisi Permohonan Surat ' ] Permohonan Surat 15 Menit | Disposisi Permohonan
Keterangan Lulus ke Bagian Akademik Keterangan Keterangan Surat Keterangan
¢ Lulus Keterangan Lulus
4 |Kepala Akademik Mendisposisi Permohonan Surat J Disposisi Permohonan 15 Menit |Disposisi Permohonan
Keterangan Lulus ke Kasubag Registrasi dan Statistik E: Surat Keterangan Surat Keterangan
Keterangan Lulus Keterangan Lulus
5 |Kasubag Registrasi dan Statistik Mendisposisi J Dispaosisi Permohonan 15 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Permohonan Surat Keterangan Lulus ke Staf masing S Surat Keterangan Keterangan Lulus tempat
masing loket fakultas yang ada di registrasi dan | Keterangan Lulus
statistik J
6 |Cetak Surat Surat Keterangan Lulus Ay Disposisi Permohonan 3 Menit  |Surat Keterangan
I l Surat Keterangan Keterangan Lulus
Keterangan Lulus
7 |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Keterangan Lulus ' I Keterangan Lulus Keterangan Lulus tempat
8 |Kabag. Akademik Paraf Surat Surat Keterangan Lulus e — | Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di
Keterangan Lulus Keterangan Lulus tempat
9 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan b= Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
menandatangani Surat Surat Keterangan Lulus Keterangan Lulus Keterangan Lulus yang |tempat
sudah ditanda tangani
10 |mengarsipkan, dan menyerahkan ke Mahasiswa Surat Keterangan 5Menit  |Arsip Surat Keterangan
j Keterangan Lulus yang Keterangan Lulus
E sudah ditanda tangani
11 |Menerima Surat Surat Keterangan Lulus Surat Keterangan Surat Keterangan
C:)J_ Keterangan Lulus Keterangan Lulus
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Standar Operasional Prosedur (SOP) ini lmrtuju_:lll_unll_l__h_
memberikan penjelasan mengenai:
Sebagai acuan prosedur untuk pindah Propram Stud lain secara resmi

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
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1989031003

NIP. |
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2 Hari Kerja

NAMA SOP Layanan Pindah Antar Prodi

SOP Pindah program studi adalah perpindahan mahasiswa antar prodi dalam

lmngkungan Universitas Negeri Padang atas ijin Dekan dan ketua prodi vang diketahwi

oleh Kepala BAK, karena adanya alasan yang mengharuskan pindah program studi

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana { Business Process)

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Kementerian Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi

2 ; 2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah . K
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi
3 ke yag PArIIrENeRATR 1 FN 3. |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4 |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
o |Permenristekdikti Nomor |5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturun Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. | 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementenan Riset, l'eknologr, dan
Pendidikan Tingw

n

Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang

Permennistekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta

Proses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
|Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

. |Pradi

1. |Komputer/Laptop/Printer

Subag Pendidikan dan Evaluasi

()

Jaringan Internet

Mihasiswa

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantanan dan

evaluasi sistem dan prosedur tdak dapat berjalan dengan baik '

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kertas

Jisimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Pindah Antar Prodi

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Wakt
5 Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK s o Ortput
1 |Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangke Blangko Pindah Prodi, Permohonan Surat
Pindah Antar Prodi melalui http://bak.unp.ac.id pada | Fotokopi Pindah Antar Prodi
menu "download”, kemudian mengisi Blangko Pindah KTM, persetujuan dari Kuliah
Antar Prodi, melengkapi syarat dan menyerahkan ke prodi menerima dan yang
Sub Bagian Registrasi dan Statistik melepas
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas Lengkap ? | Permohonan Surat 30 Menit |Permohonan Surat
Permohaonan Pindah Antar Prodi, kemudian [ Ya Pindah Antar Prodi Kuliah Pindah Antar Prodi
menyerahkan ke Kasubag Registrasi dan Statistik Kuliah
Tidak
3 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memverifikasi dan Surat Pindah Antar Prodi | 30 Menit |Surat Pindah Antar lika pimpinan berada di
Paraf Surat Pindah Antar Prodi G Kuliah Prodi Kuliah tempat
4 |Kabag. Akademik Paraf Surat Pindah Antar Prodi ' Surat Pindah Antar Prodi | 30 Menit |Surat Pindah Antar Jika pimpinan berada di
Kuliah Prodi Kuliah tempat
5 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan : i Surat Pindah Antar Prodi | 30 Menit |Surat Pindah Antar lika pimpinan berada di
menandatangani Surat Pindah Antar Prodi : Kulish Prodi Kuliah yang tempat
T sudah ditanda tangani
|
6 |Mengarsipkan, dan menyerahkan ke Mahasiswa | Surat Pindah Antar Prodi 5 Menit  |Arsip
ﬁ Kuliah yang sudah
ditanda tangani
7 |Menerima Surat Pindah Antar Prodi Kemudian | Surat Pindah Antar Prodi | 1 Hari Kerja |NIM Mahasiswa yang
mahasiswa menyerahkan bahan tersebut ke sub C}&_—.J Kuliah pindah
bagian Pendidikan dan Evaluasi
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Standar Operasional Proscdur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:
1 acuan prosedur untuk pindah Universitas lain secara resmi

9198903 1003

I Hari Kerja

NAMA SOP

Layanan Surat Pindah Ke Luar UNP

SOP Pindah ke luar UNP adalah perpindahan mahasiswa antar universitas

yang terlebih dahulu diketahui oleh ketua prodi

PermenPANREB Nomor 12 Tahun 2011 1entang Pedoman Penataan

| I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
Fatalaksana (Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang man Penyusunan Stan =

b IEIAN AN b S entang Pedoman Penyusunan Standar 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

- [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

i i Ao adogl e b S PR3 IMemahami peraturan terkait pelayanan publik

_[Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. [Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluast Kinerja Penyelenggara 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
Permenristekdiktn Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 2 B

5 ! b BN RSN 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementenan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturun Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun

6. {2006 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
Pendidikan Tingg
Permennstekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta

7. |Proses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5. |[Memahami SOTK Universitas Negeni Padang
Riset, Teknology, dan Pendidikan Tingg:

ETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
I. |Mahasiswa | |Komputer/Laptop/Printer

(]

Janingan Internet

Apalnla SO ini idak diyalankan dengan baik, maka pelaksa
evaluast sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1an pemantauan dan

Kertas

[Msimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Surat Pindah Ke Luar UNP

Pelak Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan ngkapa Output
- Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK Kelenghapa Waitu i
1 |Mahasiswa membuat permohonan Surat Pindah Ke Permohonan, KTM, Permohonan Surat
Luar UNP , melengkapi syarat dan menyerahkan ke (:7 LH5/Historis, Bebas Pindah Keluar
Sub Bagian Registrasi dan Statistik T Pustaka, Foto
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas Lengkap 7 4} Permohonan Surat 15 Menit |Permohonan Surat
Permohonan Surat Pindah Ke Luar UNP , kemudian Ya Pindah Keluar Pindah Keluar
menyerahkan ke Kepala BAK
Tidak
3 |Kepala BAK Mendisposisi Permohanan Surat Pindah J Permaohonan Surat 30 Menit |Disposisi Permohonar |Jika pimpinan berada di
Ke Luar UNP ke Bagian Akademik : Pindah Keluar Surat Pindah Keluar  |tempat
4 |Kepala Akademik Mendisposisi Permohonan Surat : Dispasisi Permohonan 30 Menit |Disposisi Permohonan |Jika pimpinan berada di
Pindah Ke Luar UNP ke Kasubag Registrasi dan Surat Pindah Keluar Surat Pindah Keluar  [tempat
Statistik
5 |Kasubag Registras dan Statistik Mendisposisi i Permohonan Surat 30 Menit |Surat Pindah Keluar  |Jika pimpinan berada di
Permahanan Surat Pindah Ke Luar UNP ke Staf : Pindah Keluar tempat
masing masig loket fakultas yang ada di registrasi dan |
statistik ]
6 |Cetak Surat Surat Pindah Ke Luar UNP \ Permohonan Surat 3 Menit  |Surat Pindah Keluar
ﬁ Pindah Keluar
7 |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat Surat Pindah Keluar 30 Menit |Surat Pindah Keluar  |[lika pimpinan berada di
Pindah Ke Luar UNP tempat
8 |Kabag. Akademik Paraf Surat Pindah Ke Luar UNP Surat Pindah Keluar 30 Menit |Surat Pindah Keluar Jika pimpinan berada di
0 | ] yang sudah ditanda tempat
tangani
3 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Surat Pindah Keluar 30 Menit [Surat Pindah Keluar  |Jika pimpinan berada di
menandatangani Surat Surat Pindah Ke Luar UNP yang sudah ditanda tempat
| [ tangani
10 |Proses Surat Pindah Ke Luar UNP, mengarsipkan, dan ] Surat Pindah Keluar yang 5 Menit |Arsip Surat Pindah
menyerahkan ke Mahasiswa sudah ditanda tangani Keluar
11 [Menerima Surat Surat Pindah Ke Luar UNP Surat Pindah Keluar Surat Pindah Keluar
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BIRO ARADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

TUJUAN
g_l_;l"l_l_l_;":t II: ;svnug_n_u_l__I'rn.-.clhlr (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penje

lasan mengenai:
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iy PLhD
089031003

prosedur pelayunun untuk alumni scbagai bukti pernah kuliah

NAMA SOP Layanan Surat Pernah Kuliah

| Hari Kerja ) SOP dalam rangka memberikan layanan penerbitan surat pernah kuhiah

kepada Alumm

PermenP ANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Tawlaksana (Business Process)

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 1entang Pedoman Penyusunan Standar . .
: E ! | 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Admimistrasi Pemenntah

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara di sformasi Birokras) |
1 i ‘ =Y RBOMILL Y HEregars dan Reformasi Birokras 3. [Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Momor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Meraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penvelenggara 4 |Memahami pedoman pengelolaan pemngkatan kualitas pelayanan publik

Permennstekdikty Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

5 M :ngoperasikan k t san baik
H_I'IHIl.‘.llIg'l_l_i_l_l_'l_!P!SC!;_]“L'_L«_I:HI_".Il.;l,Llul'l Pendidikan Tingg AMpU. MCRROpEsREN kapater derigin bt

Pernturan Menten Raset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
612016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Risel, leknologi, dan 5 |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang
Pendidikan Tingg

Permennstekdiktn Nomor 71 Tahun 2017 temang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisms dan Stundar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5. |Memahami SOTK Universitas Negen Padang |
Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi

I |Mahasiswa 1. |Komputer/Laptop/Printer
2 2 [Jaringan Internet

Kertas

Apabila SOP i tdak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

3 Disimpan sebagai data ele dan manual
evalunst sistem dan prosedur tiduk dapat berjalan dengan baik P agai data elektronik wWanua




50P Layanan Surat Pernah Kuliah

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan ki t
. Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK Kelongiamen Waksy Akt
1 |Mahasiswa membuat Permohonan Surat Pernah Permchonan, FC ljazah Permohonan Surat
Kuliah, melengkapi syarat dan menyerahkan ke Sub Q— i Pernah Kuliah
Bagian Registrasi dan Statistik I
| |
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas Lengkap ? | Permohonan Surat 15 Menit [Permohonan Surat
Permohonan Surat Pernah Kuliah, kemudian Pernah Kuliah Pernah Kuliah
menyerahkan ke Kasubag registrasi dan statistik Tidak Ya
|
3 |Kasubag Registrasi memverifikasi data alumni dan | Permohonan Surat 15 Menit |Disposisi Permohanan |lika pimpinan berada di
mendisposisi ke staf [j Pernah Kuliah Surat Pernah Kuliah tempat
4 |Cetak Surat Pernah Kuliah ﬁ Disposisi Permohonan 3 Menit  [Surat Pernah Kuliah
i Surat Pernah Kuliah
5 |Kasubag. Registrasi dan Statistik memeriksa dan \ Surat Pernah Kuliah 15 Menit |Surat Pernah Kuliah  |Jika pimpinan berada di
memaraf Surat Pernah Kuliah ———[ tempat
6 |Kabag. Akademik Memaraf Surat Pernah Kuliah dan Surat Pernah Kullah 15 Menit |Surat Pernah Kuliah Jika pimpinan berada di
meneruskan ke Kepala BAK tempat
7 |Kepala BAK UNP menandatangan surat Pernah Kulizh A Surat Pernah Kuliah 15 Menit |Surat Pernah Kuliah Jika pimpinan berada dj
yang sudah ditanda tempat
8 |Staf Registrasi dan statistik Mengarsipkan dan [ : Surat Pernah Kuliah yang 5 Menit [Arsip Surat Pernah
menyerahkan ke Mahasiswa surat Pernah Kuliah é sudah ditanda tangani Kuliah
9 |Menerima surat Pernah Kuliah | Surat Pernah Kuliah Surat Pernah Kuliah
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Stundar Operasional Prosedar (SOP) ini bertujuan untuk

wEMENT,

memberikan penjelasan mengenai:

rosedur pelayanan untuk alumni dengan kesalahan data pada ijazah
P I E =

Brof. Ginefri, P.hD

setelah dilaksanakan wisuda

®, /
K OTNIP. 1963402171989031003

2 Hari Kerja

NAMA SOP

Layanan Surat Keterangan Kesalahan ljnzah

SOP dalam rangka memberikan layanan penerbitan surat keterangan kesalahan ljazah

kepada Alumni

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Kementerian Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi

| B Bt I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
Tataluksana (Business Process)
PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 temang Pedoman Penyusunan Standar -
2 ['F ’ - i il ddcioal aud 83 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3 4 h - L ; & : 3. |Memaham peraturan terkait pelayanan publik
Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4 [Nomor | Tahun 2015 temtang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4 [Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
< |Mermennistekdikti Nomor |5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

w

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Fahun

612016 tentang Pelayanan Publik di Kementenian Riset, Teknologi, dan
I

likan Tingg

S |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang

Petmennisiekdikti Nomor 71 Tahun 2017 temang Pedoman Penyusunan Peta

7. |Proses Bisnis dan Standar Operagional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- i |
| |Rektor I |Komputer/Laplop/Printer
2. |Wakil Rektor | 2. |Janingan Internet
3| Alumm 3 |Keras

Apabila SOP ini tiduk dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan schagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Surat Keterangan Kesalahan ljazah

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Kel Wakt
- Alumai Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK Slenwapn S P

1 |Alumni membuat permchonan Surat Keterangan Permohonan Kesalahan Permohonan

Kesalahan |jazah , melengkapi syarat dan C:I ljazah, ljazah Terakhir, Kesalahan ljazah,

menyerahkan ke TU UNP untuk di disposisi oleh ljazah ybs., Materai dan ljazah Terakhir, ljazah

Rektor sampai ke Kepala BAK UNP Pas Foto ybs., Materal dan Pas

Foto

2 |Kepala BAK Mendisposisi Permohonan Surat N Permohonan Kesalahan 30 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimpinan berada di

Keterangan Kesalahan ljazah ke Bagian Akademik E ljazah, ljazah Terakhir, Kesalahan ljazah tempat

: ljazah ybs., Materai dan
| Pas Foto

3 |Kepala Bagian Akademik Mendisposisi Permohanan Disposisi Permohonan 30 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimpinan berada di

Surat Keterangan Kesalahan ljazah ke Kasubag Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah tempat

Registrasi dan Statistik ?*h
4 |Kasubag Registrasi dan Statistik Memverifikasi Data ! Dispasisi Permohonan 30 Menit |Disposisi Permohonan [Jika pimpinan berada di

Alumni dan Mendisposisi Permohonan Surat Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah tempat

Keterangan Kesalahan ljazah ke Staf masing masig

loket fakultas yang ada di registrasi dan statistik [
5 |Cetak Surat Surat Keterangan Kesalahan ljazah o Disposisi Permohonan 30 Menit |Surat Keterangan

ﬁ Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah

6 |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat Keterangan 30 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di

Keterangan Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah tempat
7 |Kabag. Akademik Paraf Surat Surat Keterangan Surat Keterangan 30 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di

Kesalahan ljazah | ] Kesalahan ljazah Kesalahan ljazah ltempat
8 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Memaraf ] 3 Surat Keterangan 1 Hari Kerja |Surat Keterangan Jika pimpinan berada di

dan diteruskan ke WR 1 untuk di paraf dan diteruskan Kesalahan |jazah Kesalahan ljazah yang |tempat

ke Rektor untuk ditanda tangani sudah ditanda tangani

- Rektor

9 |Staf registrasi dan statistik Mengambil surat Surat Keterangan 5 Menit |Surat Keterangan

keterangan kesalahan ijazah Kesalahan ljazah yang Kesalahan ljazah yang

sudah ditanda tangani sudah ditanda tangani
Rektor Rektor

10 [Menerima Surat Surat Keterangan Kesalahan ljazah Surat Keterangan Surat Keterangan

Kesalahan ljazah yang
sudah ditanda tangani

Rektor

Kesalahan ljazah yang
sudah ditanda tangani
Rektor
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hnln_lh_lr ﬂ|lvldai0ﬂ§a|_|'l sedur (SOP) ini bertujuan untuk
|memberikan penjelasan r i

éfri, P.hD
11989031003
—

. Prosedur proses pengurusan sural kelerangan ijazah h||:mg.

b. Persyaratan yang diperlukan dalam [roses pengurusan sural
keterangan yazah hilang

¢ Waktu dalam proses pengurusan surat keterangan ijazah hilang

NAMA SOP I;llya‘mnn Surat Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip
Nilai

2 Hari Kerja SOP dalam rangka memberikan layanan penerbitan surat keterangan pengganti

- ) ijazah/transkrip yang hilang kepada Alumni

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 201 | tentang Pedoman Penataan

I |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Tataluksana { Business Process)

. |PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Uperasional Prosedur Administrasi Pemerintah

(=]

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menten Penda

3. |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras:

£

Nomaor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluas: Kinerja Penyelenggara 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayunan Publik

2 Permennistekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Orgamsas: dan Tota Kerja

; 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementerian Riset, Teknologi, dun Pendidikan Tinggi : y i 4 -

Peraturan Menten Riset, Teknologr, dun Pendidikan T gt Nomor 59 Tahun

1016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5 [Memahami Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
Pendidikan Tingp

Permennistekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta

Proses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

| |Rektor |

Komputer/Laptop/Printer

2. |Wakil Rektor |

(%]

Jaringan Internet

i 1Alumm

3 |Kertas |

Apabila SOP im ndak diyalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




S0P Layanan Surat Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip Nilai

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
o o Alumni Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik Keavmm Wakttn stz
1 |Alumni membuat permohonan Surat Keterangan Permohanan Pengganti Permohanan
Pengganti ljazah/Transkrip Nilai , melengkapi syarat D ljazah, Keterangan Pengganti ljazah,
dan menyerahkan ke TU UNP untuk di disposisi oleh Kehilangan dari Keterangan Kehilangan
Rektor sampai ke Kepala BAK UNP Kepolisian, Materai dan dari Kepolisian,
Pas Fato Materai dan Pas Foto
2 |Kepala BAK Mendisposisi Permohonan Surat Permohonan Pengganti 30 Menit |Disposisi Permohanan |lika pimpinan berada di
Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip Nilai ke Bagian ljazah Pengganti ljazah tempat
Akademik
3 |Kepala Bagian Akademik Mendisposisi Permohanan . Permohonan Pengganti 30 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimpinan berada di
Surat Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip Nilai ke 5 ljazah Pengganti ljazah tempat
Kasubag Registrasi dan Statistik
4 |Kasubag Registrasi dan Statistik Memverifikasi Data | Disposisi Permohonan 30 Menit |Disposisi Permohonan |[Jika pimpinan berada di
Alumni dan Mendisposisi Permohonan Surat Pengganti ljazah Pengganti ljazah tempat
Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip Nilai ke Staf ﬁ
registrasi dan statistik ,:
5 |Cetak Surat Surat Keterangan Pengganti ¢ Disposisi Permohonan 30 Menit |Surat Keterangan
ljazah/Transkrip Nilai m Pengganti [jazah Pengganti ljazah
& |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat f Surat Keterangan 30 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Keterangan Pengganti ljazah/Transkrip Nilai Pengganti ljazah Pengganti ljazah tempat
7 |Kabag. Akademik Paraf Surat Surat Keterangan A Surat Keterangan 30 Menit |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
Pengganti ljazah/Transkrip Nilai E'j Pengganti ljazah Pengganti ljazah tempat
8 |Kepala Biro Akademik dan K hasl 1 Memaraf | Surat Keterangan 1 Hari Kerja |Surat Keterangan lika pimpinan berada di
dan Meneruskan ke WR 1 untuk di paraf dan Pengganti ljazah Pengganti ljazah Yang [tempat
diteruskan ke Rektor untuk ditanda tangan sudah ditanda tangani
Rektor
9 |Staf Registrasi dan Statistik Mengambil surat Surat Keterangan 15 Menit |Surat Keterangan
keterangan Pengganti ijazah/Transkrip Nilal ke bagian é Pengganti ljazah Yang Pengganti ljazah Yang
rektor sudah ditanda tangani sudah ditanda tangani
Rektar Rektor
10 [Menerima Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan 5 Menit |Surat Keterangan

ljazah/Transkrip Nilai

Pengganti ljazah Yang
sudah ditanda tangani
Rektor

Pengganti ljazah Yang
sudah ditanda tangani

Rektor




NOMOR S0P
4 TGL. PEMBUATAN
RISTEKDIKTI TGL. REVISI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TGL. EFEKTIF
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH o
BIRD AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
FUIUAN
.";luminr Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
[ prosedur pelayanan untuk alumni untuk data yang diperlukan pada Forlap
[kt 989031003
NAMA SOP Layvanan Surat Keterangan Forlap Dikti

| Hari Kerja

SOP dalam rangka memberikan layanan penerbitan surat keterangan vang

berhubungan dengan data Alummi pada Forlap Dikti

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

L |. Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
lataluksana (Business Process)
PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar . 5
2.|° ' 5 B 2. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
. |Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
] = ‘_ . 3 |Memahami peraturan terkail pelayanan publik
__|Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4. [Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
< |Permennstekdikti Nomor |5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kena
5. 1. - BTE ’ &1 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementerian Riset, Teknolow, dan Pendidikan Tingg
Peraturan Menten Risel, Teknologr, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
O {2016 tentang Pelayanan Publik di Kementersan Riset, Teknologi, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang
Pendidikan Tingu
Permennstekdiktn Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bismis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian | 5

Ruset, Teknologi, dan Pendidikan Finggs

Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

Mahasiswa

Komputer/Laptop/Printer

~

Jaringan [nternet

Apabila SOP imi udak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Kertas

=~

Disimpan sebagai data ¢lektronik dan manual




S0P Layanan Surat Keterangan Forlap Dikti
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiat Kel
e Mahasiswa Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK elengkapan Wiy Putput
1 |Mahasiswa mengunduh (scan gr code) blangke Surat Permohonan keterangan Permohonan
Keterangan Forlap Dikti melalui http://bak.unp.ac.id CD—_ forlap dikti, ljazah, keterangan forlap
pada menu "download”, kemudian mengisi Blangko ) Transkrip, Akte dikti, ljazah, Transkrip,
Surat Keterangan Forlap Dikti, melengkapi syarat dan Kelahiraan KTF yang Akte Kelahiraan KTP
menyerahkan ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik berwarna yang berwarna
2 |Staf Registrasi memeriksa kelengkapan berkas lengkap? ' Permahanan Forlap Dikti | 15 Menit |Permchanan Forlap
Permohonan Surat Keterangan Forlap Dikti ) Ya Dikti
Tidak \\//
3 |Kepala Bagian Akademik Mendisposisi Permohonan Permohonan Forlap Dikti | 15 Menit |Permchonan Forlap lika pimpinan berada di
Surat Keterangan Forlap Dikti Dikei tempat
4 |Kasubag Registrasi dan Statistik Mendisposisi = N Disposisi Permohonan 15 Menit |Disposisi Permohonan |lika pimp i nan berada di
Permohonan Surat Keterangan Forlap Dikti ke Staf E Forlap Dikti Forlap Dikti tempat
|masing masig loket fakultas yang ada di registrasi dan ]
statistik
5 |Cetak Surat Surat Keterangan Forlap Dikti i Permohonan Forlap Dikti | 15 Menit |Permohonan Forlap
& |Kasubag. Registrasi dan Statistik Paraf Surat Surat | Permohonan Forlap Dikti | 15 Menit |Permohonan Forlap  |lika pimp inan berada di
Keterangan Forlap Dikti Dikti tempat
7 |Kabag. Akademik Paraf Surat Surat Keterangan Forlap —] Permohonan Forlap Diktl | 15 Menit |Permohonan Forlap  |lika pimp i nan berada di
Dikti % Dikti tempat
8 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasi n Surat Forlap Dikti 15 Menit |Surat Forlap Dikti Jika pimpinan berada di
menandatangani Surat Surat Keterangan Forlap Dikti d'j tempat
9 |Proses Surat Keterangan Forlap Dikti, mengarsipkan, : surat forlap dikti yang 5 Menit |surat forlap dikti yang
dan menyerahkan ke Mahasiswa sudah di tanda tangani sudah di tanda tangani
oleh kepala Biro oleh kepala Biro
10 |Menerima Surat Keterangan Forlap Dikti Surat Keterangan Forlap Surat Keterangan
( )< Diketi Forlap Dikti




NOMOR SOP

‘;‘)’

TGL. PEMBUATAN

RISTEKDIKTI

TGL. REVISI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Stundar U;Irru\lulln-l Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

prosedur pelaksanaan wisuda di Umversitas Negen Padang

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

z//
. Ganefyh, P.hD
& JNIP. 4983 12171989031003

3 Hari Kerja

NAMA SOP

SOP dalam rangka memberikan tata aturan untuk pelaksanaan wisuda yang akan

Penyusunan Jadwal Wisuda

dilaksanakan di Universitas Negen Padang

PermenPANRE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

| 1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
[ Tatalaksana (Business Process) -
T an ] A 35 To r{_j_.:.l-, g Yo _-;I‘.' i o
: Permenl’ANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
3 Iu.nur;m_ f\rf.t_-lll(.l'l Pendayagunaan r\lMl‘.lllzil egara dan Reformasi Birokrasi 3. |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
| __|Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Mentern Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4 [Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
Permennstekdikti Nomor 15 T3 2015 tents Oy s "ata Kens .
o |Permennstekdiky Nomor Fahun 201 h,nlung.(hwmsml dan Tata Kena 5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. 12016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5. |[Memahami Pedoman Akademik Universitas Neger| Padang
Pendidikan Tingg
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. [Proses Bismis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementenan | 5. |Memahami SOTK Universitas Negen Padang
Riset, Teknologs, dan Pendidikan Tinggi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGRAPAN
I |Wakil Rektor 1 | |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakulins 2. |Jaringan Internet
3 Prodi 3. |Kertas

Apahila SOP i tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evitluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Penyusunan Jadwal Wisuda

Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan lengkapan Wakt Output
’ Registrasi dan Statistik| Bagian Akademik BAK RalenEEn g LRy
1 |Kasubag registrasi dan statistik menyusun draft Prediksi jumlah wisuda 60 Menit |Draft
jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran wisuda Q
2 | Disetujui ? £ Draft Jadwal Wisuda 60 Menit |Draft Jadwal Wisuda |lika pimpinan berada di
Kabag Akademik Cek draft jadwal, syarat, dan tata —-—--—*O tempat
cara pendaftaran wisuda Tidak Ya
3 |Kepala BAK Cek draft jadwal, syarat, dan tata cara Disetujui ? Draft Jadwal Wisuda 1 Harl Kerja | Draft Jadwal Wisuda |Jika pimpinan berada di
pendaftaran wisuda O tempat
Tidak Ya
4 |WR 1 cek dan tanda tangan jadwal wisuda Draft Jadwal Wisuda 1 Hari Kerja [Jadwal Wisuda lika pimpinan berada di
tempat
5 |Registrasi dan statistik Publish (unggah) di website Jadwal Wisuda 1 Hari Kerja | Jadwal Wisuda di

http://bak.unp.ac.id dan mengirimkan hard copy ke
fakultas dan prodi serta unit terkait

publish di website dan
sebarluaskan hard
copy ke unit terkait




NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

RISTEKDIKTI

TGL. REVISI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

I'GL. EFEKTIF

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

TUJUAN

ndar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
prosedur pelaksanaan pendafiaran wisuda di Universitas Negeri Padang

DISAHKAN OLEH

@,q\:\{ckmr

' T

/ 2o NEGES
Q > -
%.\«p v/

\ “UNIP_196312
&;_- K10 )

2 Minggu

NAMA SOP

Layanan Pendafltaran Wisuda

SOP dalam rangka memberikan layanan pelaksanaan pendafiaran wisuda yang akan

dilaksanakan di Universitas Negeri Padang

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Riset, Teknolog, dan Pendidikun Tingg

| 1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
I'talaksana ( Business Process) -
PermenPANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang P an Penyusunan S .
5 n tentang Pedoman Penyusunan Standar 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast | .
P % 4 3. |Memahami peraturan terkail pelayanan publik
|Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4 [Memahami pedoman pengelolaan pemingkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
Permennistekdikty Nomor |5 Tahun 2015 tentang Orgamisasi dan Tata Kerja
5 e 5. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementenan Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi P & o
Peraturan Menten Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tingg Nomor 59 Tahun
6. 12016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Universilas Negeri Padang
Permennstekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bismis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementenan | 5 |[Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

ETERKAITAN

|. [Rektor

RALATAN/PERLENGRAPAN

Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas/Prodi

ra

Janingan Internet

Mahasiswa

Apabila SOP im nidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

|evitluasi sistem dan prosedur tdak dapat berjalan dengan baik

Kertas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




S0P Layanan Pendaftaran Wisuda

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
B Kemitan Mahasiswa Fakultas/Prodi Registrasi dan Statistik Rektor Kelanghapen Waku Qutput
1 |Mahasiswa mendaftar di Portal Wisuda, dan Portal &0 Menit
Sipresma Qi——'_
2 |Mahasiswa menyerahkan Berkas ke Prodi Lengksn? . KTM Asli, Fc Taefl, Print 30 Menit |KTM Asli, Fc Toefl,
| out Biodata, Surat Print out Biodata,
| pemohonan wisuda, Surat pemohonan
. | surat menyalesaikan wisuda, surat
Tidak administrasi, FC menyelesaikan
Ya Transkrip, FC Historis, administrasi, FC
£ Penghapusan Mata Transkrip, FC Historis,
Kuliah,Akriditasi Penghapusan Mata
Nilai(transfer) Kuliah,Akriditasi
Nilai{transfer)
3 |Staf Registrasi dan Statistik menerima Berkas wisuda Asli dan FC Transkrip 2Hari  |Asli dan FC Transkrip  |Sernua Fakultas
dari Prodi Nilai, Biodata wisuda, Nilai, Biodata wisuda,
Ej Historis, penghapusan Historis, penghapusan
T mata kuliah mata kuliah
4 |Staf registrasi dan statistik melakukan Kliring nilal & Transkrip nilai 7 Hari  |Transkrip nilai Semua Fakultas
Kelompok Mata Kuliah C,j
5 Biodata peserta wisuda 2 Hari Biodata peserta Semua Fakultas
Staf registrasi dan statistik melakukan Validasi Data wisuda
mahasiswa wisuda E"]j
] W Blanko ijazah, transkrip, 4 hari Blanko ijazah, Semua Fakultas
Petugas TIM IT Registrasi mencetak ljazah, Transkrip $ dan SKPI transkrip, dan SKP|
Nilai dan SKP| mahasiswa wisuda
7 - ljazah, Transkrip, SKPI 3 hari ljazah, Transkrip, SKPI |Semua Fakultas
Staf registrasi dan statistik menyerahkan I ]
ljazah, Transkrip Nilai dan SKP| ke fakultas untuk di
tandatangani oleh mahasiswa dan Dekan fakultas
8 ljazah, Transkrip, SKPI 1 hari ljazah, Transkrip, SKP| |Semua Fakultas
Staf registrasi dan statistik menerima ijazah | i-.
trasnskrip dan SKPI dari fakultas yang telah di tanda |
tangani oleh mahasiswa dan dekan fakultas s
9 ljazah, Transkrip 4 hari liazah, Transkrip lika pimpinan berada di
Staf registrasi dan statistik menyerahkan ijazah tempat
transkrip nilai ke Rektor untuk ditanda tangani |
10 liazah, Transkrip Lhari  [ljazah, Transkrip Semua Fakultas
Staf registrasi dan statistik menerima ijazah dan :":_
transkrip nilai yang telah ditanda tangani oleh Rektor |
11 t} ljazah, Transkrip, SKPI 2 Hari ljazah, Transkrip, SKPI |Semua Fakultas
Staf IT registrasi menscan ijazah,transkrip nilai dan
5KPI mahasiswa yang diwisuda |
12 ____‘ ljazah, Transkrip, SKPI 1 hari ljazah, Transkrip, SKP1 |Semua Fakultas

Staf registrasi menyerahkan ijazah,transkrip nilai dan

SKPI ke petugas Fakultas




RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO ARADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

TUJUAN

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DIKAN p

\0\‘ <y
QQ’“ NE L,r;.\' ¥4

dar ( !l|_n<;'_usinmll Prosedur (SOP) ini bertujuan uniuk

5

;H.‘lllhl.'rikll n penjelasan mengenai:

Menyelenggarakan kematan pengelolaan sural agar setiap informasi yang masuk
dapat diterima, didokumentasikan, disampaikan dan ditindak lanjuti dengan cepat
dun tepat serta memastikan bahwa proses kegiatan pengelolaan surat masuk dapat

berpalan dengan efektil, konsisten, memenuhy standar baku dan sistematis

ri, P.hD
1989031003

1| Hari Kerja

NAMA SOP Layanan Surat Masuk

SOP dalam rangka memberikan layanan surat surat masuk yang berhubungan

dengan pihak-pihak yang membutuhkan infromasi

DASAR HUKLUM
PermenPANKE Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process)

KUALIFTRASI PELAKSANA

1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

, |PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar " = .
2 s S D Penyusufian Standa 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Uperasional Prosedur Administrasi Pemerintah
. [Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras | 4
3 4 £ ; g 3. |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik
- |Permennstekdikts Momor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja | _ . B
5 i : e R : 5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Kementerian Riset, I:i\nuluhn. dan Pendidikan Tingg
i Ll (-1- 1
Peraturan Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
62016 tentang Pelayanan Publik di Kementenan Riser, Teknologi, dan 5. |Memahami Pedoman Akademik Umiversitas Negeri Padang

Pendidikan Tingg

Permenristekdikt Nomor 71 Tahun 2017 temang Pedoman Penyusunan Peta

Iroses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggei

5 |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

(ETERKAITAN

RALATAN/PERLENGRAPAN

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksansan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

I, [Stakeholders Komputer/Laptop/Printer
2 2 |Jaringan Internet
3. |Kerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Surat Masuk

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan {
egi Staf BAK ik Bagian Akademik Registra_ﬂ dan Kelengkapan Waktu Output
Statistik/PE
1 |Suratditerima staf BAK dengan menanda tangani Buku surat masuk dan Smenit |Tandaterima

tanda penerimaan, dicatat di buku surat masuk,
selanjutnya lengkapi lembar disposisi;

O

lembar disposisi

2 |Menerima surat, mengisi lembar disposisi sesual [ Lembar dispaosisi 30 menit |Disposisi
perihal surat; :—_"—1
3 |Menelaah perintah pimpinan  sesuai  disposisi, I Lembar disposisi 30 menit |Disposisi Jika pimpinan berada di
selanjutnya didisposisikan kembali sesuai dengan :____ tempat
tupoksi kasubag; ey
4 |Memerintahkan kepada pelaksana administrasi sesual Lembar disposisi 30 menit | Disposis| Jika pimpinan berada di
perihal surat untuk dilaksanakan/dibuatkan surat : tempat
balasan; Ej
5 |Membuat surat, ditanda tangani, didistribusikan, Lembar disposisi 30 menit |Surat balasan
pengarsipan dan apabila surat bersipat permohonan
maka dilengkapi sesuai permintaan;
|
& |Kasubag. Registrasi dan Statistik/PE Paraf Surat Surat balasan 30 menit |Surat balasan lika pimpinan berada di
Balasan tempat
7 |Kabag. Akademik Paraf Surat Surat Balasan Surat balasan 30 menit |Surat balasan lika pimpinan berada di
D tempat
— o
8 |Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Surat balasan 30 menit |Surat balasan yang lika pimpinan berada di
menandatangani Surat Balasan sudah ditanda tangani |tempat
-
9 |Pengiriman Surat Balasan Surat balasan yang sudah | 3 menit |Tanda terima

ditanda tangani




RISTEKDIKTI

KREMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

NOMOR SOP

I'GL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

T s e & o e

.‘;Iunli.lr Il|n-|.n_\lntlui_l'Tlm-llur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Menertibkan  dan  memperlancar  proses  sera  pelayanan

permmtann legalisas

DISAHKAN OLEH

I Wari Kerja

NAMA SOP Layanan Legalisir

SOP dalam rangka membenkan layanan untuk

Alumni Mengajukan permohonan permintaan lepalisasi

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Tatalaksana (Business Process)

Memahami Peraturan terkail pedoman penyusunan standar operasional prosedur

, [PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemenntah

2. |Mengetahw tugas dan fungs: Sistem dan Prosedur

PPeraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|

Nomaor 15 Tahun 2014 lentang Pedoman Standar Pelayanan

3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokras)

Nomeor | Tabun 2015 tentang Fedoman Evaluasi Kinerja Penvelenggara
Pelayanan Pubhik

4. [Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

Permennstekdikt Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementenan Riset, ||'l\nu||$|_,_d:1n Pendidikan Tmh'g,l

5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6 12016 tentang Peluyanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendudikan Tnpg

5. |Memahami Pedoman Akademik Universitas Negen Padang

Permennstekdiktt Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisms dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Risel, Teknologr, dan Pendidikan Tingg

5 |Memahami SOTK Umiversitas Negeri Padang

I [Alumni

Komputer/Laptop/Printer

5

Jaringan Internet

|Apabila SOP i1 tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapal berjalan dengan baik

3. |Kertas

Dhsimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Layanan Legalisir

F Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan P Registrasi dan Sakrataris BAK BAK Kelengkapan Waktu Output
Statistik
1 |Melakukan pembayaran legalisir ke rekening Bank Berkas permohonan Tanda terima
kemudian Menyerahkan berkas permohonan Q—" . __'—‘ |egalisir
Legalisir kepada Staf Registrasi dan Statistik disertai
dengan bukrti nota pembayaran legalisir i
2 |Menerima berkas permohonan legalisir dan 1 Berkas permohonan 60 menit |Berkas permohonan
mencocokan jumlah pembayaran legalisic dengan :—— — 1 legalisir legalisir yang sudah
jumiah  berkas kemudian menstempel berkas, distempe!
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris BAK
3 |Memberi Momor Urut berkas legalisir kemudian Berkas permohonan 60 menit |Berkas permachonan
diserahkan ke kepala BAK ﬁ legalisir yang sudah legalisir yang sudah
distempel disternpel
4 |Menandatangani berkas legalisir |Berkas permohonan 60 menit |Berkas permohonan Jika Pimpinan berada
E: |legalisir yang sudah legalisir yang sudah ditempat
|distempel ditandatangani
5 |Mencatat data pemohon legalisir, jumiah berkas Berkas permohonan 60 menit |Pembukuan
legalisir dan jumlah nota pembayaran ke dalam buku |legalisir yang sudah permohonan legalisir
|laporan kemudian berkas |egalisir diserahkan :Ir‘ ditandatangani
Registrasi dan statistik
6 |Menyerahkan berkas legalisir ke Mahasiswa Berkas permohonan 60 menit [Bukti Nota pembayaran
" |legalisir yang sudah legalisir
& ditandatangani
'L
7 |Menerima berkas legalisir | Berkas permohonan 5menit |Berkas Legalisir
D(_ ' legalisir yang sudah
ditandatangani
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